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Tesis ini. berangkat dari pcnﬁamatan bahwa telah terjadi fenomena ganti
pem:mpm gamz Leb:yakan di Im&kungan Polri bgrkaitan dengan pergantian Kapolri.
:_:_'Se:e!_ah diadakan penelitian pendahuluan . terhadap kepemimpinan beberapa Kapoln
. :_aite:nukan bahwa ada dua Kapold vang berbeda yakni Awaloedin Djamin dan Kunarto
- baik dalam kebijakan maupun kepemimpinannya.

Berkaitan dengan itu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah
‘bagaimana gambaran kebijakan dan operasionalisasi kebijakan kedua Kapolr tersebut,
selanjutnya bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh kedua kapolri menurut
perspektif kebtjakan kriminal.

Metode penelitian yang ditempuh adalah menggunakan pendekatan kualitatif

dengan mewawancarai kedua Kapolri Sebagai narasumber dan beberapa informan vang

dipilih. Sefain itu juga dilakukan studi dokumen terhadap produk-produk  kebijakan
Kapolri. Hasil penelitian disajikan dengan cara menggambarkan temuan-temuan yang

dikaitkan dan dfuraikan dengan menggunakan kerangka teori yang ada.




}\erangka teorl 3ang dlpdkal adaiah purspuki:f kebliakdn knmmai Menurui S
o ;_{ii-fp“rsp“knf lxeb:_]akan Lrtmmai Po!ri dxpandang sebaga: mst:tus: pub 1k yanﬂ menoemban. : :

| -’___kepercayaan raiuyat dalam mcnjaﬂa kamnbmas Sebaﬂaa mstttum publsL i\cbuakan-:_ -

St 'pubhk beoitu pula dalam hai pemndakan kejahatan dan penegakan hukum

Kebijakan yanv d]terapkan baxk olch Awaloedm D;amm (\,anrr mcnerapkan Poh

) _:Dhsar Pembenahan Poln bcnkut kcb;jakan pclaksanann}a) maupun Kunarto {yang -

.'ﬁ.:_menuap}\an Tekadku PLnLabdlan Tc_rba:k bt.r;i\ut kebndksanaan turundnm aj termvata
-_ﬂdak selumhnya memenuht kriteria perspektlf kebljakan knmmai
| Walau  tidak menﬂka): secara I\h!.sus aspek ﬂa}a képnmzmpman maupun
o _-_I\éprxbadJan terhadap tampllan kebijanan i\rimmai oleh Kapolri, namun studi ini memang
| :._'mehh_at ka;tan preferensi dalam penetap_an kebijakan oleh Awaloedin sangat diwarnai
oléh latar belakang pendidikan dan pengzlaman kedinasannya, begitu pula dalam gaya
kepemimpinannya sehingga lebih cenderung kepada gaya kepemimpinan demokrat. Di
.' :pihak lain kepemimpinan Kunarto, sangat diwarnai pengalaman pribadi dan latar
Eeiakang budaya Jawa. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa selama menjabat

Kunarto lebih mengarah kepada gaya kepemimpinan paternalistik |

'ebgakan Kapoin qeharusny't - mencermmkan kcpentmoan pubh%. pemmbennam =

:emmbanﬂan Yang dlpakax subaﬁai_dasar muneaapfxan ebuakan addiah kt,pentmgan e .
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'iatar beiakang dlangkainya hal sm sebagai teszs Pada sub bab benkumya dz;elaskan i

Pada baman iatar %)eiakang masalah akan dmraxkan mengenal fakta yamz mcmadz - -:.

a mengenm ml&vansn masmah yang chplhh senagm stucu knmtnaiogl Unmk menggan

. '._mfonna& iebzh dalam mensxenal masaiah yang dxpxhh. dxiakukan penehnan pendahuiuan

: "gang dluraﬁcan pada sub bab penel:nan pendahuluan

Berikutnya adalah sub bab permasalahan. Pada bagian ini ditulis mengenai
penanyaan penelitian, é;'susui kemudian dengan tujuan penelitian pada sub bab berikutnya.
Selanjutnya adalah sub beb métade_ penelitian yang menguraikan mengenal pendekatan
penelitian, subyek penei_ii;'an; unit analisa, dan rencana analisa. Beb Pendahuluan ini akan

ditutup dengan pembabakan tesis.

L. A. Latar Belakang Masalah

Peranan organisasi dalam kehidupan masyarakat sangat penting, karena hanya
melalui organisasilah suatu kepentingan bersama dapat dicapai. Sebagai misal, seseorang
yang menginginkan keamanan di lingkungan rumahnya harus melapor kepada ketua

organisasi lingkungan (RT/RW) setempet Selanjuinya ia lalu tercatat sebagai warga

lingkungan tersebut Sebagai warga ia mempunyai hak-hak dan kewsjiban-kewajiban
tertenty, antara lain memperoleh rasa aman di lingkungan rumahnya. Contoh yang lain, bila
seseorang akan bekerja di suatu perusahasn, mulai dari memperoleh Surat Keterangan

Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Belum Beketja dan lain-lain maka pada dasarnys ia




: masvarakat "'mancapax -8

; teian berhubungan denﬁan msiansz-mslansa yang masm«r-masmg mempakan suatu bentu&fi PR

ST argamsasx Omamsasn aengan demlman mcmuaankan seseorana mencapal tuguan }*ang S

= dunmni\an

Secara smgkat omanxsasx dapat dsdeﬁmsll\an sebauaa “Lesatuan yang memungkmkan'_’_: | Lo

| ; pemmngaﬂ. Suatu ergamsas; hlasanya memm!s.; per&n,gkat pengums vang dlpnnpm : "
seoranﬂ ketua atau kepala. memﬂ:ks anggaran daaar dan anggaran mmah tangga vam_ :
. i mcmuat scluk beiuk orgamsam termasuk tujuan dldlnkannya organisasi. o
Peran pcmzmpxh orgamsasz. sangat menenmican dalam usaha mencapai -tujuan
orgamsas: Hal ini - mengngat wewenang temnggi dalam rangka pengeioiaan organisasi
berada dx tangann}a Ke arah mana orzzamsas: akan dabawa terletak di tangan pemimpin.
: '_ Berkcnaan dengan peran pemxmpm 1m Stoner mengemukakan bahwa berhasil atau gagalnya
: ergamsasa dalam mencapax tu}uan sebagian besar ditentukan oleh pemimpinnya’
'Pemi_mpiniah yang 'kergp kaii menjadi penentu dapat tidaknya suatu organisasi mampu
rﬁe:régcahkan berbagaz r_n_asélah yang ciihadapi.3
Peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan,
swasta {perusahaan atau organisasi-organisasi lain) maupun militer pada hakekamya sama.

Seorang pemimpin bertugas membawa organisasinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

seorang pemimpin khususnya berkaitan dengan visinya. Pemimpin vang tidak punya visi

1J_ames L. Gibson, dkk, Organisasi, diterjemahkan oleh Dijarkasth, Penerbit Erlangga, Cet. keenam, Jakarts,
1993 hal. 3.

*Jarmes AF. Stoner Management, Preatice Hall Inc, New Jersey, 1982, hal. 2,

* Jack Halloran, Applied Human Relation An Organizational Approach, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1982,
hal. 38,




& = }_omamsasn Dﬁngan Rata iam tujuan orgamsam aitan suht tercapm

. '3-.;-“blananmana orgamsasmva akan_dlbawa _untuk mencapm-tuguan yan dltetapixan Seiamutnya e

o _snstemans, aan mpaxal sebagm dasar atau peaoma.n aalam memlmpm orgamsas: Sehaga]'

--:_;tersebut masnh memeriukan pen_gabaran—pen_;abaran ke da]am kebxjai\an yang lebah
' -operasmnal s:famy& _ _ .
. o VlSl pemlmpm yang datuangkan daiam kebuakan sangat mﬂmdual snf‘amya, dalam
am uap pemlmpm munﬂiun memxhlu visi vang berbeda»beda berkan:an dengan cara yang
.'._-dxanggap terbaﬂ\ -guna mencapax tujuan orgamsas; Oleh karenanya tidak tertutup
kemungkman suatu kemgakan yang sudah dztetapkan eieh seorang pemimpin diganti atau
tidak dnpakai sama seicah oleh pemimpm ham yang menggannkanny&
Fenomena di atas yakm beda pemsmpm beda puia kebuakannya sebenamnya sering
!uta dengar dalam pergantian Mentcn Pend;d:kan dan Kebudayaan. Namun nampaknya
kecenderungan tersebut juga  beriaku dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia
(Polri). Bila kita menengok masa kepemimpinan beberapa Kapolri periode tahun 1978 -

1999, bisa diamati bahwa tiap-tiap pimpinan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, paling

R :':{v‘-’ .I-E_:: .

-akan’blsa membawa pﬂrubahan Ike arah Rema;uan o .
L VlSi berkaztan dengan pandamaan Jauh I\e depan dan seomna pemimmn mengenal_}'_ o

L _:wsxrtersebut dirumuskan dalam suatu konsepsx barupa gans—gans-kebuakan vana tertuhs aan ﬁ;-_ R

EE _.._kebuakan vang mencakup seiuruh ’badang orgamsas1 pac‘ia umumnva kebuakan—kebxjakan EE

tidak terlihat dari slogan yang ditonjolkan.
Dapat dicontohkan dalam hal ini pada masa kepemimpinan Jenderal Pol. (Pur) Prof
Dr.Awaloedin Djamin MPA (1978-1982) terdapat kebijakan "Pola Dasar Pembenahan

Polri", Jenderal Pol. (Pur) Anton Sudjarwo (1982-1986) dengan "Rekonfu" (Rencana,




o _'-'*Konsohdasn aan t«ungsmnaiisa's;i) .ienderai Po {t‘ur) D!”S Mﬂﬁh SaROCSl (1986“3991)..
e '-.qenuaﬁ “()pam (Opnmansam uan ﬁmamasasn) Jenaeral Poi (Pur) Drs Ku’narto MBA o '
.(1991 1993) dengan sembovan “Tekadku Penaabdlan Teﬁ:nal}\“ dem:kxan puia Tenderai Pol

(Pur) Drs Banumsman Astmsemltm (19‘93 1996) dent*an Rebxgakan “Jau Dm P oin

A 'Jencieraj"?oi Drs -_.Dmyo chiode aengan "nga Penampl!an Pczn" a 996—1 993) jendera! Pol w =

2 Drs Rusmannam dangan kebuaxan yang msenut “Enam Pm dan 1 lga R” (i??&sekaran@)
Ada kecendemngan bahwa nap pem:mpm menaeiuarkan kebijakan baru ketika
: -__menjabat, teriepas dan ada atau ndaknya i.esmambungan antara kebijakan pimpinan lama
dan baru. E\ecﬂnderungan tersebut menyzmtkan satu hal, yakni bahwa tiap pimpinan
' mf:mxhxs vist ‘atau panaangan yang ‘berbeda mengenai bagaimana organisasi vang
: dzpampznnva akan d&bawa untuk mencapax tujuan,

Mengena: _ha_l -_:m', secara jujur diakui oleh mantan Kepoln Jenderal Pol (Pum)
E)rs}_(unartq yang meresahkan tiadanya pemikiran yang berianjut dan berkesinambungan di
antara berbagai kepemimpinan Kapolri. Ia mengatakan *

- "Lebih merisaukan lagi karena tiap Kapoln setelah Pak Awaloedin (kecuali
pemyunting = Pen) mempunyai jargon-jargon sendiri yang mengangkat
pemikiran-pemikiran itu sebagai thesanya. Dengan keadaan begitu
sebenarmya satuan bawah menjadi bingung. Tiap 3 tahun (periode pergantian
Kapoln) selalu ada jargon atau metoda baru. Akibatnya setiap pemikiran vang
harusnya berianjut dan berkesinambungan menjadi terputus dan mati. Setiap
ide betapapun indahnya pupus pada saat naskah serah terima ditandatangani.

Tragis! Kapan bisa maju?"
Kekhawatiran Kunario mengenai pergantian kebijakan pada tiap Kapolri vang

menerapkan metoda baru dan tidak melanjutkan kebijakan Kapolri lama seperti di atas

merupakan bentuk kepribatinan seorang mantan Kapolri terthadap organisasi vang pernah

“Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri Buks 1, Cipta Manunggal, Jekarta, 1605, hal 3.
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- dzmmpmnya Sanga‘t munahn biia ienomena aantl plmpman terus tenadz maka tu;uan_

e kebljakan Vansz mendak mcapm suht terwuj ua

E.B. Re!evaasn Sebagm Studa E&nmmoiaga - |

Poin sebagm ergamsas: yang menangam dan bertan%ung jawab atas terwu]ud dan' |

-teme?ﬁmmnya kamtibmas mempakan saiah satu bentuk maksa masyarakat vam formal atau

= -msml teﬂladap ke_uahatan Reaim fonnal adalah reakss atau tanggapan masyarakat terhadap

' 'kelanatan vang dﬂembagakan daiam bcntuk organisasi vang secara spemﬁl\ (dan diatur oleh
su_atu undang-undang) menangani kamtibmas yakn: polisi. Sedangkan reaksi masyarakat
yang tidak formal adalah reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang tidak
dilémba;gakan dengen kata lain délakukan secara !angsung. Salah satu contoh dan reaksi
masyarakat tidak formal terhadap kejahatan dapat dilihat dalam surat-surat pembaca di
media cetak atau yang paling nyate adalah adanys seorang pencuri yang badannya babak
belur atau bahkan meninggal karena dihakimi massa.

Dalam pelaksanaen tugas mewuiudkan kamtibmas polisi tidak hanya melakukan
penumpasan (represif) kejahatan saja akan tetapi juga meliputi tugas pencegahan (preventif)
dan rckayasa sosial (pre-empiif). Tugas represif dilakukan dengan cara-cara penyidikan,
penahanan, penggeledahan, penangkapan dan scbagainya; tugas preventif dilakukan dengan

kegiatan pengaturan, penjagesn pengawalan dan patroli sedangkan pre-emptif dapat berupa

rekayasa sosial; dengan kegiatan mengawasi, mengarahkan, membentuk dan mendorong

masyarakat ager menjadi law abiding citizen dan wampu menangka! kejahatan ’

> Kunarto, Perilaks Orgonisasi Polri, Cigta Manungeal, Jakarta 1597, hal 236.
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- RuikSl masvarakat terhadan aelahatan memnakan saian satu mdanﬂ ym men;adi _

E\ajxan knmmoiom seia;.n pmses pembuatan undang-unaang aan peiansgaran terhadap o

o undan;ﬂ.\-undang Demlklan }\uram\ leblh van" dlkatakan butherland daiam ’bukunva St

o Prmc:p!a,s @,f {nmm@!t}e{v &.hahuman den&an am menganokat masa!ah kehg,akan Kape!ra g e

'__.'_sebagaz banasan daiam tnf:SIS ini. relevan sei-.ah sebaszal suatu Lauan c{aiam mmmoiogn L

xeriemn 1%1 mia mengmgat P@in aaaiah iembaga pubiak sehmgga &ebgahan Kapoin juga

'blsa hersafat pubhk vang artmva keberlakuannya menjanszkau sclumh masvarakat seria
- berka:tan denvan Lcluasan jangkauan dan kebijakan pimpinan lembaga negara, maka
‘kebijakan plmpman Polri mempunyai dampak luas.

Yang sé_r_ing dilakukan ojle'h beberapa kalangan adalah mengamati kegiatan anggota
P_olri_di_ lapangan ag.agka.h.sesu:ai deﬁggn kébijakan yang digariskan atau tidak. Orang jarang
mengamati pada sudut kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polri. Padshal di sinilah
pangkal segalenya berawal, belum lagi bila dilihat dampak yang akan diakibatkannya pada
masyarakat. Dapat dibayangkan bila kebijakan tersebut ternyata salah atau paling tidak
diputuskan hanya didasarkan atas pertimbangan kepentingan pribadi pimpinan atau dengan
kata lain tidak melalui proses kebijakan publik yang benar.

Dikaitkan dengan penanggulangan kejahatan‘kriminalitas, maka kebijakan yang
berkaitan dengan keluasan jangkauan dari kebijakan pimpinan lembaga negara, kebijakan

pimpinan Polri berlaku untuk semua warge dan bersifat regulatif (mengatur), Hal ini periu

diperhatikan mengingat Polri adalah aparat pejabat publik dan penegak hukum yang

bertanggung jaweb dalam terciptanya keamanan dan ketertiban masvarskat (kamtibmas)

® £.H Sutheriznd and Donald R_ Cressey, Principles of Criminology, Sixth Edition, 1B Lippincott Co, New
York. 1960, hal. 3.




G f'.f'menvebutkan bahwa' tugas Poin aeaiah memmmbmg,: mengayemz'

mas vara]\at Tus\as Poin vané, menventuh dan bersm&gumzan langsunh deman }\ehldupan | |

i masyara!\atf ini mambawa iconsckucnsn bahwa sakecai apapun Rmiahan vang ‘i"eiah | e

.. : . | gmrannya aapat mempenganm cma Poin da mata masyarakat.
._ | Studl men;oenai kebljakan plmpman khususnva vang menvangkut dﬁnlé Lem]man
| mas:h _garang, _bua t:dak mau d:sehut ndak ada sama scka!s Pcrnmbangan :tuah yang
menjadz salah satu alasan dllahukannya penelman ini. Dl sampmg atu studl ini dalam suatu
-_ Z'_orgamsasa mempai\an key pozm mengmgat kebuakan adalah pangkai toiak di mana suatu
_'.:_Orgamsasx bzsa dmiial akan berhasxl mencapax tu_;uan yang tclah datetapkan atau uda}.
. Kehgal\an pxmpman blasanya bcmpa konscp yang harus dljabarkan lebih ianjut pada tataran

-'.opemsmnal

| Se_;auh ini icarya mhs yang dapat dstemukan adalah seperti yang ditulis oleh F.
Isnawan c‘%engan _;udul Menejemen Kepolisian di- indonesm (3995) dan Awaloedin Djamin
dcngan Judul Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan (1995).
Junaedi Maskat menulis tesis dengan judul Peningkatan Efektifitas Organisasi Polri dalam
Kerangka Program Reinventing (1995). Sedangkan yang lain adalah "Perilaku Crganisasi

Polr” (1997) yang ditulis oleh Kunarto. Karya tulis berupa buku tersebut memperkaya

Unciang-j: Lepainsmn Ne 98 Tanun 1997 Undang—Unaang tersebut |

aan melayam R

b __oia anggeta._--Poin akan_dlmlax buruk oieh'- wa:ga. masyarakat"':' semnﬂga pada._'.""';ffs

khasanah pengetahuan terutama dalam hal manajemen, administrasi dan organisasi
kepolisian Polri. Studi yang secara khusus mengkaji masalah kebijakan pimpinan (Polr)

masih belum pernah dilakukan.




R I

v i_.-.c;.iieéaeiitsah3?@'&555&@5"f- e

Berhaatan dengan masaiah yang mangkat daiam tesm iny, penuhs sebei‘umnva S

B meiaikuixan studz atau penehtxan pendahuluan hal it dﬂal\u’i\an Luna memperoleh :ntormasx N S

awal aniara iam tentang, periama; penentuan dan pembatasan fokus aa!am hai pem:hnan__ i

.' smd; kasus dan kedua, meieng&apl da‘éa. Daiarn nal 1m penulls mengupayahan ketersedlaan
-_aekumenﬂokumen dan h&nanmnan pustaka serta serfala nal yang. clmunmxan senunungan -
.dg_r_lgan penulisan teszs i, _ |
- Berdasarkan -pgmzitian -pendahuluan '.dipgfoleh informasi bahwa pada masa
Awzloedin menjadi Kapoln (1578 - 1982) dilakukan suatu perombakan organisasi Poiri yang
menyeluruh, batk. dari segi admini_s;rasi maupun kemampuan operasional tugas dan
profesionalitas poln. Upaya térsebiat_dilakuka_n xﬁengingat kondisi Polri sendin ketika itu
cukup mempri_hatinkén, dalam arti citra polisi di mata masyarakat menurun - suatu cermin
ketidakberhasilan tugas Polri. Kondisi ini tercermin dari penilaian Presiden dan
Menhankam/Pangab ketika itu terhadap penampilan Polri yang menyatakan bahwa "citra dan
wibawa Polri sebagai salah satu aparatur penegek hukum dan penyelenggara keamanan dan
ketertiban masyarakat dirasakan meaurun”’,
Kondisi Poln yang demikian, mendesak Awaloedin untuk membenkan prioritas
pada upaya-upays peningkatan citra dan pembenahan organisasi Polri. Untuk merealisasikan

upaya-upaya tersebut Awaloedin menerapkan kebijaken vang dikenal dengan Pola Dasar

Pembensahan Polri.

"Mabes Polni, Pola Dasar Pembenahes Polri, No. Pol: SKEP/D2/1/1930. hal. 12,




| e singhat dopat didsan bewe Kebiakan Pola Dosar Fombenshan Pold i

i -mempahan upaya pemmnanan secara menyeturuh_meupun semua maang oruamsam Poin_ S

e :::'- g'untu}\ menmwkatkan mtra dan w&bawa P'" .

-iﬁ._Menunmnya citra :dan:w:bawa Poin'-‘_-yang antéra lam_: E\arena adanva“-bebcra.paz-:"-.""
. -k :j:..tasa.n yang dlhadapl Fcin ' _ _ 4 pada
axhamya secara bertahap eapat cnxuran@ B&oerapa permasa!ahan terseout misamya-_ o
mlmmnva an,g_garan pembangunan Poln sumber dava manus:a yang Ianam keterbatasan' =
"pﬁraiatan dan peﬂcngkapan Poln Dan !am-imn Namun dmnklan ada bebcrapa hasz! yang:
ipatut d;catat pada masa Awaioedm an:ara lam nalknya anggaran pembangunan Poin |
| mtetapkannya Undang-t}‘ndang No. 8 tahun 1931 mengenm Kstab Undang—Undang Hiom TR
.' '-Acara Pldana (KUHAP) mengganukan undang—undang produk 3aman koiomal Belanda |
Hereme ]nlands Reglemeni (HIR), t&rbentuimya Satuan Pcngamanan (Satpam) untuk
'_membantu tugas polisi mengingat gumiah poilsl yang sangat terbatas, terbentmmya forum -
kerja sama polisi antar negara-negara dalah wadah Aseanapoldan lain-lain
o 'Kepamimpinan_kwaigedin q;w;m Vesion Sudjarwo (1982 -1986) yang
mencetuskan kebijakan Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu). Pada masa
kepemimpinannya vang lebih mendapatken penckanan adalsh bidang operasi lapangan®
Tidaic, banyak yang bisa digali pada masa kepemimpinan Anton Sudjarwo, mengingat

tefbétasnya bahan pustaka berupa arsip-arsip dokumen Polri pada masa kepemimpinannya.

Berkaitan dengan kepentingan penelitian péxﬁulis akan mengalami kesulitan memperoleh

informasi karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga upaya meminta

*Mabes Polri, Setengah Abad Mengubdi Memperingati Hori Bhayangkora Emas 1 Juli 1996, Jakarta, 1996, hal,
33. Lihat pula Mabes Polr, Rekonfu dan Pentzhapannva, Kep. Kapolrd No. Pol:KEP/G4/XTY/1982 tentang
Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi, Jakarta 11 Desember 1982




. _""'kénﬁmai kepaaa };ansz bersangkutan mengenal suatu hai berkaltan denﬂan peneiman aaan i o

: .;_--temamoat.

' M Sanoesm (1986 - 1991} sebaaa: Kapoin yang meng_ﬁamﬁ\an Anton Sudjarwo :

: Secam .smgkat ”C)émn.xﬁerupakaiﬁ .kebiuakan untuk tﬁeﬁg(.)pminm;an. aén ménd:nﬁxﬁlgésskan
: Vseiuruh potemi yang aéa bazk yang dzmllzkl sendm maupun yang ada pada masvamkat
Beﬁ\a:tan dengan penuhsan tcsas terdapat kcndaia mengenai bahan-bahan pustaka dan arsip-
_arslp pada masa M Sanoesa men_;ach Kapoln yang tzdak tcrs;mpan balic dan iengkap. -
. Masa kepemnmpman &unarto vang menggannkan M Sanoesx cukup singkat yakm
_ :.hanva dua tahun lebxh dua buian {1991 - 1993) Namun demsk:an tantangan yang dihadapi
. ndaklah nngan vakm ahbat Leoendemngan semakm menmgkamva tindak kejahatan baik
secara icuahtas maupun kuant:ta& Re_;ahatan temebut muncul dengan dimensi baru sebagai
akibat kex_naguan 1I_mu penge:ahuan qan__ teknologi maupun penganm_ derasnya arus informast
dan.-_gleba}isa#i. _“’-'_D_i Séz_n_pi_ng ita masih ada masalah lain vakni citra polisi di mata
masyarakat yang masih merosot, !
Terdapat beberapa hal yang menarik untuk diamati selama Kunarto menjabat. yang
pertama, adalah freatmeni yang diterapkan untuk mengangkat citra Polri. Pada masa

menjabat K,apéiﬁ Kunarto mencoba meletakkan dasar-dasar pembangunan Polni di bidang

sikap dan perilaku antara lain dengan pendekatan “kasih sayang™ dalam pelayanan di tengah

“Mabes Polni, Op. Cit, hal. 34. Lihat pula Mabes Polri, Strategi Optimasi dan Dinamisasi Operasional don
Pembmaan Polri Tahun 1986 - 1993, Kep. Kapolri No. Pol.: Kep/09/TX 1986. Jakarta 20 September 1586,

Merde.ka, 28 Pebruari 1991,
Sm Pembaruan, 3 Maret 1991,

L L;-.’mempunval' pemamaan denuan pendahuiunva "Daiam i.cnemnmpmannva_ Sanusx _-iuaa_'_._-_"-3"-'e-.' :




e mas‘,ramkatl' Kebxga!\an yan

g dltempuh Lntuk menaubah : 'tm it

N

2 '- -f:_:masyarakat meiahat pohsmya sapan dan rendah han merek& éengan sendmnya memnenkan B

L _:- penﬂmgm yang cmp bagl miw

?u.edu:.aa petunguk atau arahan Kunarto yang bcrthcma “’i‘ckadku Pengabdlan Terba:k“

' mengandung esensi yana sangat mendasar dlmaksudkan untuk memngkatkan peiaksanaan

o tuszas Poln semai.szma! nm.mg!::m.is

I*Letm& dxk&mukakan bahwa selama men_zabat sebagal Kapoln ia nda!-: menyiapkan

_- konsep secara khusus sebab pmaram pembanggunan Poln sudah ada, hazwa tinggal

8 Keempat, banyzk hasil tulisan dan artikel serta bukubuku yang mencerminkan

pandangan dah pengalaman yang dibuat semasa menjabat Kapblri. -Sem_uénya ini cukup
: Ibg:fha_rga_ sebagai sumber dan bahan informasi.

| Kunarto kemudian diganti oleh Banurusman Astrosemitro (1993 - 1996). Pada masa

kepemimpinan Banurusman tidak banyek yang berubsh. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan

*Jati Dirt Polri® vang dicetuskannya, inti kebijakannya adalah agar setia_p prajurit Poln selalu

'melalul us&ha mengubah_'-_':_ :

.-_.“_ap;wmciz_kekuasaan men;am appfwc kasm sayansz serta. menghliangkan smap szaiak =

Va i)ahwa ka}au

mengingat jati dininya sebagai Polri. Dari motto ini terlihat tidak banyak yang berubah dari

N2,
Ibid,
i3 Ib:'d.,
Loc it
“Mabes Polri, Empe Setengah Dasawarsa Polri dan Tantangan Masa Depan, Juli 1991, hal. 24
“Suara Pembaruan, 13 Juni 1991




| "Lebga}\an pendahulmya. Reszakan vang ndak ban‘yak berubah dan pendahulmya dx sxm _.;

-_-menlaax pemmbangan untuk tzdai\ dnannkat semaaa Kasus menmngat sega ot&nﬁsztas gagasan

muncul dan pendahzﬂunva da}am hal ini }\unario

Kepcmmpman Dabvo Wndodo dan Rusmanhad; haak duad:kan psiihan i\asus d: sini,

' menmnaat tes1s am muial dlsusun pada saat Dib\:’ﬂ szdodo masm memabat sebaoax t\apoln BRLEE T

."aan paea tanap penyeiesaxan penuhsan dlg&nn oieh Rusmannad;

Pada saat Rusmanhad: masah men_;adz Kapoln pada tanggal 1 Apni 1999 secara

.' resmi Pﬂln dspasahkan dan ABRI, selanjutnya secara struktural Polri berdiri sendiri dibawah

Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pemisahan vang masih bersifat administratif ini
mefqpakan iangkah pertama untuk mewujudkan Polri yang mendiri, selanjutnya secara
bertahapakan di_sus_ull de_ngan langkah lain untuk mewujudkan Polri yang mandiri.

Pemisahan Polri ini menyusul arus reformasi yang menghendaki penyelenggaraan
negara yang bersih dan berwibawa. Tujuan pemisahan ini adalah agar polisi lebih mandiri
dalam meiaksanakan tugasnya. Sampai saat ini pemisahan Polri dari ABRI masih bersifat
administratif sudah berlangsung selama 3 bulan, selama ini belum ada perubahan signifikan
vang berarti untuk diamati.

Dari umian di ates maka sejak Awaloedin sampai dengan yang sekarang
(Rusmanhadi) terlihat kecenderungan behwa pimpinan Polri memiliki kebijakan yang

berbeda dalam arti mercka menjalankan kebijakan sesuai dengan visi mereka masing-masing

yang dianggapnya terbaik. Lebih dari itu bila disimak lebih jauh sebenarnya terdapat dua
gaya kepemimpinan yeng berbeda dalam memimpin Pold yakni pada kepemimpinan

Awaloedin dan Kunarto. Pada masa Awaloedin teriihat sentuhan organisasional dalam

"Mabes Polri, Op. cit,, hal. 35.




. _m ani& sabagal

' 23

. _!'_;J

o _-f;mengatas; pen‘nasaiahan yang sedm’sg;dmadapi sementara l{ll ixunan:ﬁ lebm mengandalhan_ REES

s -'_:_"motwam dln (w:’j m(mvmed) e VR

enomena untui\ dikauE daiam tnes;s ini; i’acia &emngha teori akan__

| . dxpapaman mengenaz npmog: gaya mpemampman yang dapat memnedakan &eauanya

LD Fermesiaban

' Be ;dasarkaﬂ penelitian _ﬁchahuiuan teriihat bahwa mulai dari Awraibedin sebagal
B Kapoin yang ._m:éi_e_ta:kk@ kebgakan }?o_lg__ Dasar -Pgn}ben.ahar; Pold, sampai éengan
" Rusmanhadi,di sadari atau tidék.t.iég;'.liaﬁ.:_éi;i riemiliki kebijakennya sendiri
| :-"I__Menyin_ggq;ﬁg. pennasalahanvang dih_adap_i poiisi,, Kunarto sendini  sebagai seorang
’_mgantan Kapoin juga melakukan ciciaiﬁk mengenal fenomena ganti pimpinan gant
kebijakan dan akibat yang dit_imbuikannya Fenomena tersebut oleh Kunarte dianggap
seﬁagéi saiah satu m_asa]ah yang har_us di atasi oleh Poiri, Dalam self critique-nya Kunarto
mengemukakan bahwa banyak masalah yang diatasi polisi namun peda dasarnya dapat
dikelompokkan menjadi empat yaitu:'®

Pertama, kontinuitas dan konsistensi sistem pembenahan yang dicanangkan

oleh pak  Awaloedin tdak dapat berlangsung, Larena setiap Kapolr
berikutnya punya model, punva cara, punya jargon, punya idea baru vang

dianggap baik atau lebih baik, sehingza pola pembenahan Poinl terputus-
putus, terkotak-kotak. Karena setiap idea vang berkembang relatif pupus,
hilang, musnah, mat, bersamaam gengan dnan{ma%amnm serah {enimsa
jabatan Kapoln.

Kedua, kondisi internal Polri sendiri sangat tidak mendukung. Man, Money,
Material, Methode [sicl] dalam kondisi serba memprihatinkan.

“Kunarto, Op.cit,, hal. 5-6.

4e_:tsuaxan yang menekankan pada' sentuhan—sentuhm Kejxwaan yang membangm&an.3"_':"'7*:"_ | | |

- --Aaanya pemeaaan #Ian“ menomoi paaa aua mantan Kapoin tcrsebut pt:nuils anmrapj G




ST Keﬁga, kondzsn masyarai\at indanesna yang berkembanﬂ sanﬂat pesat _ -
RoH '-heempat, Pemenntah dan Negara sendm sebenamya memlilh tunmtan yang o
. tinggl atas Poin yaxm ‘menuntut adanya Polri yang. tanggun tanggap,
~trengginas, Pold - yang’ mampu memaga keamanan memgakkan hukum
'.'-'denﬂan baxk, Paln-_va’ns meramasn gme artmya dlmaa'u apa pun hams
L .,ahfm:..p dan herhw! dengarz tmfas ' : :

-_.-.fenomena :.zanﬁ plmpman gant; Kebuakan : menylratkan Gua haj i&m vmmn adanya :

| pengamh prihada pemampm dalam kehgakannya dan kecendemn&an pimpinan yang tidak
membcriakukan csensn kebljai\an puth dalam kebqakan pxmpl nan.
lealtkan dengan cara pandang masmg—masmg pimpinan Polri, maka memang tidak
'._menutup kemunz‘iunan mereka meiahnritan !\ebgakan«kebgakan yang berbeda karena
_- mempe_rhnungkgn _pu_ia sn;uasz_ _dgn k_Ol’!dlSl_ yang ada pada saat itu. Tidak menutup
k&mungki_nan'pﬁ}a._ sztuasadan kondigi pada saat itu, yakni kondisi sosial politik yang faktual
terjadi me_r_;untuf dlberlakukannya .satu kebijakan tertentu yang pada dasamya berbeda
dengan kebijakan yang I_g_ma atau yang sudah ada. Di pihak lain suatu kebijakan publik itu
sendiri harus dibuat mé;lalui berhagal pertimbangan berdasarkan kepentingan publik.
Sebagai pejabat puﬁlik yang bertanggung jawsb atau yang menangani masalah
kamtibmas, produk kebijakan pimpinan Polri disamping kebijakan internal organisasi Poln
juga kebijakan yang mengatur mengenai pencegahan dan penindakan kriminal atau disebut

kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini bersifat publik dalam arti berlaku umum tapi

L "_-_Dlsampmg Lehaaaan konnnultas dan konszsteng Lehnakan dalam tumn Poln:_"

hanya mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Mengingat

“Hal ini diduga merupakan dampak pendidikan Polri yang bersifat sofitair (bersifat individual), Diherapkan
dengan sifat individual ini seorang anggota Polri dimanapun meskipun seorang diri dapat dan mampu bertindak
cepat mengatasi masalah dan mewujudkan ketertiban. Sifat ind bisa berdampak negatif manakala iz duduk sebagai
pimpinan, sikap solitair menajam akibatnya ja lebih menonjolkan pemikiran dan bertindak sendin-sendin. Lihat
juga, Kunarto dan Anton Tabah, Polisi Harapan dan Kenyataan, CV Sshabat, Klaten, 1995, hal. 55,
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i "':'i\eberlakuan Lebuakan immmai bersltat regulanf (mengatur dan menmkat) put)hi\ maka

- ;harus ci:pastman bahxm pmses penwsunannya memenum proses ht‘:bl_lai\an z\nmmal van _

'-ﬁdak Iam adaiah memenuhl esensz keszakan pubnk

Dan §1a31§ peneiman pendahu]uan temyam d:temuixan dua uaya Lepemlmpman yano

-;beri}eda sam sama lam uua ga}*a kepemlmpman ter*sd)ut antara Iam blsa daizhat aarn _

: -_-pendekatan yang mterapi\an aazam mengatasa permasaianan organisasi. ‘r ang periama lebih
" me;x;eka_nkan pendekatan_ organisasional (Awaloedm},_ dan_ yang kedua pendekatan yang
-ﬁméne?;a;_n_an scntuﬁan mentai kejiwazn yaég memb#ngkitkan motivasi din (Kunarto).

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian
sebagai berikut:

i. anﬁimanakah gambaran kebijakan dan operasionalisasi kebijakan pada masa
kepemimpman Awaloedin dan Kunarto?

2. Bagaimanakah perspektif kebijakan kriminai meianat kebijakan dan operasionalisasi
kebijakan pada masa Awaloedin dan Kunarte?

i. E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka penelitian diarahkan untuk
menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai kebijakan apa yang diterapkan
oleh Awaicedin dan Kunarto ketika mereka menjadi Kapolri. Kedua, melihat perbedaan

kebijakan vang diterapkan oleh Awaloedin dan Kunarto dengan menggunakan parameter

tertentu berdasarkan perspektif kebijakan kriminal,
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelttian ini bertujuan periama
mempercleh gambaran kebijakan dan operasionaiisasi kebijakan pada masa kepemimpinan

Awaloedin dan Kunarto, Kedua, menganalisa kebijakan dan operasionalisasi kebijakan pada
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masa kepemlmpman Awaioedm dan i\unarto dengan menggunakan pe:speknf hebnanan_

| immmai

E F Ivi'eteeie ?encistaan

SR berbagal teth pengumpuiaﬂ data dan alat pengumpuian dam. Guna mempemleh Jawaban
" _"atas pertamraan peneiman vam aixan dzhahas daiam tesns ini sesuai dengan masalah yang
' _chplhh penuhs mcnempuh b«erbaszai cara dalam upaya mengumpulkan data dan informasi

yang dibutuhkan

L :F;' 1. Pendekatan Pénelitian

| | Bc_ricgi._tén dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan di atas maka
pgnﬁeiaatén peﬁéiiﬁén yang dipiiih adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini
adalah pendekatan yang berusaha memperinei suatu fenomena secara mendaiam melalui
\%mm dengan nara sumber {(dalam hal ini informan), selanjutnya informasi yang
diperoleh disajikan dengan cara menggambarkan (deskripsi). Selanjutnya semua temuan-
temuan yang diperoleh baik dari wawancara dengan nara sumber maupun hasil telusur studi
dokumen dikaitkan dan diuraikan dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Hal ini

dilakukan untukmenjawab permasalahan.

* Manasse Malo, Metode Penelificn Sosial Modul 1-5, lakarta, Karunika: 1986, hal 35,

: :"’xanrr'a aisud.dennan metoae di smi adaiah cara men um uikan aata Gen n'
: g P O




g L F 2. Subvek i‘aneiman o _' :
Suhyek penennan aaaian k\apoin Awaieeam Djamm aan hunarto msena beri)aszal _

o _ .-'&ebuai\an vanL di‘haszikannva Dada saat memabat sebaaaz }\am‘ln

fp '-f'?_f'iE'.'::F'B. Tei‘.r;i Pengumpuian Data e

| Pangumpuian (iata duamﬁcan. uengan mémamaatxan. .béngn kepustai\aan meiaiui
pene?usuran kepustahaan Sebaﬁaamana cizkemukakan oleh Jrawati Singarimbun
penelusuran kepustakaan dﬂakukan ‘untuk memperoieh orientasi yang lebih luas mengenai
topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan menghindarkan duplikasi penelitian.””
‘Penclusuran kepustakaan terutama dilakukan untuk memperoleh pemikiran yang
berkaitan dengan studi kebijakan. Pemilthan hteratur-literatur didasarkan atas ada tidaknya
refevansi bagi studi ini. Selain itu tidak kalah penting adaiah penclusuran kliping-kliping
baik itu dari surat kabar maupun majaléﬁ sebagai informasi penunjang.

Studi dokumen di sini akan memperoleh penckanan yang lebih mengingat obyek
vang akan diteliti adalah suatu peristiwa yang telah tegadi. Sudah barang tentu bahwa data
yang berupa kebijakan akan di dapat dan dokumen. Stud:t dokumen, merupakan penelusuran
suatu kumpulan data verbal berbentuk tulisan yang disebut juga dokumen dalam arti sempit.
Data verbal seperti vang terdapat dalam surat-surat, catatan harian (jowrnal), kenang-

kenangan {memoirs), laporan-laporan dan sebagainya. Data verbal ini memiliki sifat

istimews karena mengatasi ruang dan wakiy, schingga membuka kemungkinan bagi si

*Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, Metode Peneliiian Survey, Jakarta, LP3ES, 1987, hal. 45.
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O depii menmw) terhadap mfoman vazw teiah éltefapkan

_:'-i\ezemahan misainym mengenm ketersemaan aokumentasn mmjaixan z{apom mengmszat S

' _pensuwa ke’bakaran vana hziah meianda Mar%cas Besar Poln beberapa wakiu yang laiu
. _.::termasuk tempat penv:mpanan arssp dan produk dokumen Kapo!n
Untuk menutupl keiemahan ini penuhs berusaha memperoleh informasi dari kliping-
| _:_hilpmg Loran yang mehput l\ebuakan Gan kegiatan Kapolri yang bersang&umn Salain itu
'penulas 3uga menggah iangsung mfonnasn kepada nara sumber {Kapolri Awaloedin Djamin
| ;ian_Kunarto).-__ D_n: _s_z_m_pun -z’_:a_mp_a};nya_ akan muncul kendala mengenai daya inget nara
sumber, _@eﬁgﬁ_ngﬁt yang pe.nuiis.t_aﬁyakan adalah kegiatan nara sumber yang telah terjadi
uet)erapa tahun yang i_alu__. ‘Namun untuk menutupi  kelemahan itu penulis juga
mewawancaraz beberai:a informan vang dulu pernah bekerja bersama dan mendamping!

kedua Kapolri tersebut.

I F. 4. Unit Analisa

Yang dijadikan unit analisa di sini adalah kebijakan Kapoiri (Awaloedin dan

nelm untui\ mempemleh pengetahuan tentang z:e:aia qosmi \;ano teiah musnan Daiam am '

| malend\apl data dan miormas; maka akan dxiakukan puia wawancara menda]am (m- S

~hut unﬂa dengan_-_pengumpuian data ml dlpem:ahan akan nuncui beberapa"':'" GEa

Kunarto) baik itu yang tertulis maupun tidak tidak tertulis. Di samping itu juga produk

“Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Diokumen®, dalam Koentjaraningrat, Metode-betode
Penelitian Masyarakay, Jakarta, Gramediz, 1991, hal. 46,




sl --kébl;anan yanﬂ dltandatangam oleh Kapoin atau pelabat vang diberti. &ewenanﬂan khusus'___ S

3 "untuh mewahﬁmya

o buatu kebi_zakan -meniuat berbaaax asnek omamsasx vanw narus dltamzam ciaiam —

-:-_'_oi"ﬁénisasi. Polri tex%agl atas dua \faltu bzdang pembmaan dan operasmnal Bldaﬂ"’.

"'-_r'-:pembmaan menputl acimlmsﬁasx persomi perencanaan éan anggaran keuangan iegzsnk' R

R _.yang menunjang peiahsanaan nxgas Bldﬂl’lé Operasaona} mehpun fungsi teknis s\epc)hslan _
.-Brzgade Mobﬁ (Bnmeb) Pohsl peralran POiiS! udara Shabar& Laiu-lintas, Bimmas,
'Inteluan dan Reserse. Denuan cara lain dapaz ‘dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
bidang operasional adalah bidang tugas yang _iangsu_ng tez]un ke dalam urusan masyarakat
'aﬁtaxa lain tugas-tugas pengaturan {lalu-lintas), penjagean, pengawalan dan  patroli,
penyuluhan dan penerangan sérta penyebaran informast yang_bcrkaitan dengan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penyelidikan dan penyidikan tersangka pelaku kejahatan dan
fain-iain. Dibandingkan bidang pembinaan sebagai bidang tugas yang sifatnya lebih ke
dalam (intern) organisasi, maka bidang operesional adalah bidang yang orientasi tugasnys
keluar (ekstern}, yskni menangani masalzh-masalah yang ada dan berhadapan langsung

dengan masyarakat

I.F. 5. Rencanz Analisa

Analisa akan dilakukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Awaloedin dan Kunarto

dengan menggunakan perspektif kebijakan kriminal. Yang akan difihat dari kebijakan
Kapoin fersebut adalah visi, misi, preses pembuatan kebijaken dan operasicnalisasi dani
kebijakan tersebut ke dalam kebijakan yang bersifat operasional. Yang akan dilakukan

adalah pertama, memaparkan bagaimanakah sebenarnya masing-masing kebijakan tersebut.




S jSelangutnva masnInﬂrun'nasﬂm"° kehnakan temehut dihhat apakah keleblhan dan ke&uran%nm*a L

i -'.'jﬁmenurut perpsektlf Lebijakan kmnmai‘?
| Badan_g operasmnai adalah iums kepohslan vang lam,aung._\ meny entuh dan_

berhadanan denqan aknﬁtas kehxdupan masyamkat Oieh Larenanya peiaksanaan bxdamz. :

o mﬂas 'lm sanﬂat m&n&ntukan pemialan dan kesan masyarakat terhadap pohsx

Mengmgat sxfai tugas bzdang oparasuonai dl atas maka poko& perhatlan penehtlan di
sm: akan dxarahkan pada kebuakan dan operas:onahsasz kebljakan Kapolri (Awaloedin dan
..'-hunasto) yang mcnyangiut tugas b:dang opcraszonai mcngmgat bidang ini amat erat
'kaztannya. dengan tuyjuan pencegahan kejahatan. Penckanan perhatian pada bidang

: 6p¢m$_iona] ini sekaligus guna membatasi kajian penelitian agar lebih terfokus.

: i G. Kg::;ada!a dalam Penelitian

| Sehubungan dengan pengumpulan dats, diperkirakan akan muncul beberapa kendala
misalnya, mengenal ketersediaan dokumentasi kebijakan Kapolri, mengingat peristiwa
kebak_a;‘an yang telah meiandé Markas Besar Polri beberapa wektu yang lely, termasuk
terﬁpat penyimpanan arsip dan produk dokumen Kapoln. Untuk mengatasi kendala ini
penulis beruseha memperoleh informasi dari kliping-kliping koran yang meliput kebijakan
dan kegiatan Kapoln yang bersangkutan.

Selain itu penulis juga menggall langsung informas: kepada nara sumber (Kapoin

Awaloedin Djamin dan Kunarto). Di sinipun nampaknya akan muncul persoalan mengenai
daya ingat nara sumber, mengingat vang penulis tanyakan adalah kegiatan nara sumber yang

telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun untuk menutupi persoslan itu penulis juga




. '_ mewauancaral Debempa mforman yang dulu pemah be&er;a bersanm clan mendampmm '
: _Redua txapoin tersenut

- 'i Hai iam menszenal Reiemahan ya nw dxdum alan munoui daiam tesns m: adaiah statuq

pemzizs vant’r adaiah anmfota pohsn Dmadarl atau hdai\ i\OﬂdlS% ni ai\an Derpezwamh paaa

' '-kamna aaanya i\ecenaemmgan unm memalaz “perspeimr orang daiam saat memandam

o ?oin semm‘ga aﬁ\an men\guran,g,: kepekaan dalam menganaiisa senak terjamz' ?oln Upaya

yang dliakukan penuhs untuk tidak selaiu terbawa ‘perspeknf orang 'dalam™ -adalsh
menempatkan diri semampu mungkin untuk menjadi pengamat atau orang juar yang
mezigamaﬁ Polri seobyektif mungkin. Serta meminta pertimbangan pemikiran orang iain,

sgéérti pembimbing,

I.H. Pembabakan,

Secara singkat, tesis ini akan membahas tentang fenomena ganti pimpinan ganti
kebijakan yang selama ini dikenal terjadi dalam pergantian Mendikbud nampaknya juga
terjadi dalam pergantian Kapolri. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena bila
demikian maka tujuan organisasi yang skan dicapai takkan pernah terwujud. Mengingat
keberlakuan kebijakan kriminal Kapolri sangat luas dan bersifat regulatif terhadap publik

maka proses penyusunan kebijakan itu harus benar-benar  bebas dari dominast kepentingan

pribadi pimpinan, kalau tidak publik vang akan menjadi korban,
Dari hasil penelusuran pustaka mengenai kepemimpinan yang dimulai dari Kapolri
Awaloedin sampai dengan Rusmanhadi diperoleh informasi bahwa ada dua pendekatan yang

menank yang pernah diterapkan dalam memimpin Polri yakni oleh Awaloedin dan Kunarto.

e -_'__._keﬁeraman unhii.._meiaiukan anaizszs yang cenciemng i.urang vananr Hai 1m dapat ter:acn R




'. 'Awaloecim menerapkau penaei\atan orﬂamsasmnai sedangkan ixunaﬂo menerapkan.f-_
- "':_'pendei\amn memal Lejlwaan Selan}umya Rem;gakan dua mantan Rapoln yana beﬁ\mtan_ﬂ e

e :éemmn pencegahan }\elahalan 1m a}.an dmrmian dan dzana‘im dem:an mrwei\tﬁ keblja&an S '-

L _._::"kerangaa teon Namun seaeiumnya pembabai\amzya senacm berxkut

Bab i, ymtu Bata Fendanuiuan nensn uraian tentang iatar beiakanw masmah mlevanm :

| _-'.sebaam siudx %\nmmcﬂou penehuan pendahuluan permasaiahan tujuan penehuan dan

i metode penehtxan kendaia dalam penelman serta pembabakan tesis.

| _'_B_ab i, _}faztu_ Bab Kerangka Teoritis, berisi tentang konsep dan teori berkenaan dengan
_ aspt‘-i\ permasalahan yang dltelzn Pada bagian ini diuraiken mengenai konssp kebijakan
 publik, kebijaken kriminal scbagai kebijaken publik, kebijakan Kriminal sebagai kebijakan
: p#ﬁlfk, kcbijai:an_ Kapolri scbagai kebijakan knminal, kebijakan publik di Indonesia,
kepé:mimpjinan:.. Bab 1m diakhinn dengan rangkuman berbagai konsep yakni kaitan antara
kebijakan publik, kebijakan kriminal dan kebijakan kapoiri dalam bentuk visualisasi
kebijakan.

Bab {II, yaitu Bab Gambaran dan Analisis Kebijakan Kapolri Awaloedin Djamin
(1978-1982). Bab ini merupakan hasil penelitian tentang kepemimpinan Awaloedin Djamin.
Pada bab im diuraikan tentang Awaloedin sebagai Kapolri, visi, kebijakan dasar, serta

operasionalisasi kebijakan pada saat Awaloedin menjabat Kapolri. Bab ini diakhin dengan

im mai F‘erspemf Rebnakan mmmai ml akan dlurarkan daiam ban beniut menﬂenax e

analisis kebijakan Kapolri Awaloedin Djamin.
Bab. IV, yaitu Bab Gambaran dan Analisis Kebijakan Kapolo Kunario {1991-1593)
Bsb ini merupakan temuan lapangan mengenai kepemimpinan Kunarto. Pada bab ini akan

diuraikan tentang kepemimpinan Kunarto sebagai kapolri, visi, kebijakan dasar, serta
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© Pada sub bab pertama dari bab kerangka teori ini akan diuraikan konsep dan teori

:_ tentang kebgaj\an serta béfbag_ai ﬁi_njé.uaﬁ_ pﬁstﬁka :111_cngenéi __-ke.ﬁija;kan__publik. Pembahasan
keb;;akan pubhk ini juga diperlués .dar_éan_ura_ian r_n.en_genai proses pembentukan kebijakan
pubhk P_.a.da.. sub béb_ kedua dibahas tentang kébijakan_.krimina! sebapal salah satu wujud
' :keﬁijékan publik.

Kebijakan Kapolri sebagai kebijakan kriminal dibahas lebih lanjut pada sub bab

k.etiga. Selanjutnya pembahasan diperfuas dengan menguraikan kebijakan publik di

Indonesia. Terakhir pada sub bab ketiga diuraikan mengenai gaya kepemimpinan,

il A. Kebijakan Publik

Istilah kebyjakan publik sering kita temukan terutama dalam literatur studi ilmu
administrast dan ithnu politik. Selain itu kebijakan publik sering discbut dalam istilah lain
sepertt, Ilmu-ilmu Kebijakan (Policy Sciences), Studi-studi K eby'ak.s‘aﬁaan (Folicy Snudies)
dan Analisis Kebijaksanaan (Policy Analvsis).”” Tanpa mempermasalahkan mana vang benar

atau salah istilah terscbut di atas, maksud penulis adalah ingin menjelaskan konsep

kebyakan publik rpudlic policy/ 1tu sendin untuk membedakannya dengan istilah-istilan lain.
Namun demikian sebelumnya akan dipaparkan pendapat beberapa ahli tentang arti

kebijakan (policy) 1tu sendin, David Easton, sebagaimana dikutip Solichin menjelaskan

SLihat. Solichin Abdul Wahab, Penguntar Analisis Kebijaksanuan negara, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal.l.
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 Sutukebijan,

fz’_-iﬁenééidkésikﬁn
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yang. n'fc@:mandan0 kebljakan sebaaai

:1.--331: of. .znferrelated dec:szon

selection . of goals .and Jze nzeczm of acz’zzew}zo f!zem wsf}’zm a peczﬁea’ \szmanozz

' '-_'-'yang salmo terI\alt berkenaan dengan pem:hhan tuluan-tu]uan dan cara~cara untul«. e

. ﬂ‘mencapamya dalam sxtua51 tertentu" .'
S Dan kedua peﬁdapat ci: at.as dlperoleh kesamaan bahwa dalam setlap Lebgakan
te.fdapat uﬁsm’ keputusan dan tmdakan uniuk mencapal sesuafu Jadi dapat dikatakan bahwa
'_"keputusan dan tmdakan Hu merupakan baman dan kebuakan Sementara 1tu. Carl Fnedench

. .'memandang se_b'agal b_erikut:

Policy as... a proposed course of action of a person, group, or government
within a gzven environmeni providing obsiacles and opportunities which the
policy was proposed o utilize and overcome in an effort to reach a.goal or
reah:e an ob;ecf;ve or a purpose. Sy

- Kebijakan sebagai..suatu tindakan yang dikemukakan oleh seseorang,
‘kelompok,  atau pemernintah dalam suatu lingkungan tertentu yang
menawarkan kendala-kendala dan kesempatan- kesempatan untuk digunakan

~ dan dipecahkan dalam suatu upaya untuk mencapal fujuan atau mewujudkan

- tujuan,

.-:terdm dan serangkalzm I\eputusan'keputusan dan tmdakan»tmdakan untukl“.- F 3
ntlax~nzl _Selamutm’a pendapaf 131“ dlkemukakzm oieh .Wi Tenkms. E
canqeminq ffffi. .

.n2> n_ U

';'-.Pemyataan Jenkms tersebut dapat ditezjemahkan sebagal benkut “seranwkalan keputusan e

Fr ;\,d\..x ich-secara ju;a:; menckankan-babiwa-datanrsaatn kcbijakan HAT dinya{akan

adanya suatu tindakan dalam rangka mencapai sesuatu. Senada dengan itu dikemukakan

*golichin, Op. Cit, hal, 21.
BIbid., hal. 21 - 22,

*Sebagaimana dikutip oleh James E. Anderson dalam bukunya, Public Policy Making, Nelson, London, 1975,
hal. 3.
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&S bahwa kebx_;akan ada}ah ”A pz.rrp()wve course of acn(m ;()//’owed by rm actor or \ef (}f actors =~

iR dea/mg wzf!z a p} (Jhlem or maf‘fef of concern”. Suam tmciakan tertentu yang memihm

";'tu;uan yano d;]akukan oleh SLOI‘anU aiau qe;umlah pelaku dalam menanaam | suatu masalah_

3__.'atau persoalan tertentu -

: _éerangkamn keputusan dan tmdakan tertentu yang, dllakukan oleh seseorang atau sejumlah
- ofang da!am .rangka menéa}ﬁax at#u mex@; udkan tujuan.
- Mengcnal I\ebz;akan publik (pubhc policy), dalam literatur didapati beragam definisi
| _ }féng dik¢mukakan sesuai sudut pandang masing-masing. Misalnya James E. Anderson
méngungkap_kan , "Public Policy are those policies developed by governmental bodies czncf
- oﬁ?ual.s " Kébijakan publik adalah kebijakan yang dihasilkan oleh badan pemerintah dan
o péjabatapejabat. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, “rthe special characteristic of public
policies stem from the fact that they are formulated by what David Easton kas called the
“authorities” in a political system namely, "elders, paramount chiefs, executives, fegislators,
Judges, administrators, councilors, monarchs, and the like." "Karakteristik khusus kebijakan
publik berasal dari kenyataan bahwa ia dirumuskan melalui yang oleh David Easton disebut
sebagai "kewenangan” di dalam suatu sistem politik yaitu "negarawan, pemimpin-pemimpin
puncak, pemerintah, parlemen, hakim, administrator, bzidan-badan, raja-raja dan seterusnya.”

Sementara itu R.S. Parker, seorang analis kebijakan mengemukakan hahwa kebijakan

Dan pendapat Leempat ahlx d: atas dapat d;s;mpulkan bahwa I\ebgakan adalah :

pUblik adalah Suatl Tijudn tefeniu alau séranpkaian asas fertentu vang dtlaksanakan oleh

Z fbid.




(e _ .}pthhan atau 1mdakan vang dllaku!\an oieh pemermtah

o -.'."fpemermtah pada suatu Vvaktu tertemu da]am I\altannva dengan sesuatu sub\, ek atau Scbagai_ |

g ; :
respon terhadap suatu keadaan vang kr;sm 28

Ahh iam Thomas R Dye mennatakan bahwa kcbuakan pubm\ adaiah ”semua L

"2 Im beram bahwa kebual\an publtk .

i'xtu menyangkut semua pzhhan-plhhan \,ang dﬂakukan “oleh pemenntah bal}\ untul\.__-_ g

| me}ai\ukan sesuatu ataupun untuk ndak meiaku}\an sesuatu

- Pencertlan yang aoak mirip dengan Dye namun lebih jelas, adalah seperti apa yang
dll;cmukakan oleh Edward dan Sharkansky yang mengemukakan bahwa kebijakan publik
ada!ah "apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak
dﬂakukannya ..ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program
péla_ksanaan niat dan peraturamperaturan."‘m Apa vang dikemukakﬁn oleh Edward dan
Sharkansky di sini kurang lebih menyangkut semua pernyataan dan tindakan vang dilakukan
oleh pemerintah, termasuk didalamnya langkah untuk tidak mengambil tindakan terhadap
suatu masalah.

Uraian yang agak rinci mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah
seperti yang dikemukakan oleh Amir Santoso - seorang pemerhati masalah kebijakan
publik. Ia mengatakan bahwa "kebijakan publik terdiri dan serangkaian keputusan yang
dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk vang diperlukan

untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit

pemennian.

R S, Parker, Policy and Adminisiration, in Public Policy and Administration in Australia: A Reader | Iohn
Willey and Sons, Australia Py, Lid, Sydney, 1975, kal. 144,
*Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1978, hal. 3.
*George Edwards and Ira Sharkansky, The Policy Predicament, W H. Freeman, San Fransisco, 1978, hal. 2.
! Amir Santoso ,Public Policy Implementation: Rice Policy at the Regional Level In lndonesia, 19701934,
Ph.D Thesis, The Australian National University, Canberra Australiz, 1986 hal. 7.




Dari "bebe_rapa pen“értjan vang dikemukakan ‘para éhfi diatas, maI\a dapat_'_ R

_-diéimpulkan '.bahwa yanU dlmaksud dc.ngan kebuakan publtk pada dasamva adaiah . :

B -tmd'lkan—tmdak'm yam dtlakuk'm oleh pemermtah termasuk pilihan untuk tidak melakukan

L 3'sesuatu I‘*Ial ani cukup kontroversral namun sah bahwa;keput_usan untuk tidak melakukan

.:-_-_tmdakan 1tu adalah suam }\ebj_;a]\an ;ug,a Tindakﬁh&indakan tersebut  merupakan

: ':- pelaksanaan dan seranvkamn keputusan yang memuat petunjuk petunjuk pelaksanaan.

Ii._A. 1 P.r.oscs pembentukan kebijakan

Penetapan suatu Kebijakan publik melalui berbagai tahapan yang dinamakan proses
kebijakan. Di daiam kepustakaan ada beberapa pandangan mengenai tahapan dalam proses
kebajakan Dalam studinya mengenai kebijakan publik, Bullock dkk, mengemukakan 6 tahap

proses (permbentukan) kebijakan vaitu:’

1. Perumusan masalah
dalam tahap perumusan masalah, hal-hal penting vang menghasilkan
kebutuhan, keprihatinan dan ketidakpuasan masyarakat diperhatikan dengan
scksama. Diupayakan agar pemerintah memperhatikan masalah tersebut.
Masalah tersebut harus bersifat pubiik atau menyangkut orang  banyak.

2. Pembuatan agenda
dalam tahap ini, beberapa masalah yang memperoleh perhatian serius dari
pemerintah dimasukkan ke dalam apenda untuk dibicarakan, diharapkan
pemerintah mulai merencanakan tindakan atas masalah tersebut.

3. Pembuatan kebijakan

serangkaian tindakan yang berhubungan dengan masalah tersebut mulai

dikembangan, dan pemerintah membuat usulan jalan keluar bagi masalah
tersebut.

4. AJQODSE Kebijakan
tahap dimana dukungan masyarakat, biasanya dilakukan melalui parlemen.
Diusahakan agar kebijakan yang dibuat bisa memperoleh legitimast.
5. Penerapan kebijakan
kebtjakan yang telah diputuskan dilaksanakan dengan mengerahkan birokrasi
pemerintah.

*James B. Anderson dkk, Public Policy and Politics in America, California: 1984, Brooks/Cole Publishing Co.
hal. 6,




6 E»aiuasx Lebnakan - : . TR o -
~hasil . dari 'penerapan keblaakan yanv telah dsputus!_\an dlmlm apakah
kebljakan tersebut beqalan dengan efekuf atau tldak ' : S

Semuntara 1tu Char]es O Jones mcngemui\akan bahwa dalam proses i\ebgai\an ada

S _}1 Leudtan vang berka:tan dengan cara !\u;]a pemermtah dan tlﬁp«tiap Le&z;atan ztu dapat s

i '_’.::’dununculkan pertanvaan untuk mengetahm apa yang d;keqakan pada Lefnatan terqebut

- 1. Persepsi/definisi: pada tahap ini bisa d;pertanyakan mengenal apa yang menjadi
- permasalahan pada saat proposal diajukan ?

S

O +-'.w s

Agregasi: Berapa banyak orang yang berpikir bahwa hal ini merupakan persoalan
penting?
Organisasi: Bagaimana orang-orang tersebut diorganisasikan?
Representasi: Bagaimana memelihara akses pembuat keputusan?
Penyusunan Agenda: Bagaimana status agenda didapat?
Formulasi: Siapa yang mengusulkan solusi? Slapa van_s: mengembangkannya dan
bagaimana?
7. Legitimasi: Siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dipertahankan?
8. Penganggaran: Berapa banyak uang yang disediakan? Apakah dirasakan cukup

memadai?

9. Pelaksanaan/Implementasi: Siapa yang menjalankan dan bagaiamana mereka memelihara
dukungan yang didapatkan?

10. Evaluasi: Siapa yang menilai prestasi-prestasi tersebut dan apa metode penilaiannya?

11. Penyesuatan/Terminasi: Bagaimana penyesuaian-penyesuaian dilakukan dan bagaimana
penyesuatan tersebut terjadi?

Tahapan-tahapan dalam proses kebijakan pada dasarnya adalah sama; namun yang
membedakan adalah pada detail dari tiap tahapan yang dilakukan. Sebenarnya, secara garis
besar proses kebijakan itu dapat dilihat dalam tiga tahapan yakni, Formulasi, implementasi

dan Evaluasi. Dalam perkuliahan “Kebijakan Kriminal di Indonesia”, pada Program Pasca

Sarjana Universitas Indonesia Program Studi Sesiologi Kekhususan Kriminologi, Adrianus

** Charles O. Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, California:1984. Brooks/Cole Publishing
Company. hal 27-28.




i \mﬂ-dxbay ke alam twa tahapan yaztu

nuatan kebl}akan A, dan Iam«-lam

pe]a}xsanaan kebijakan tertentu sehmgga tu;uan dapat. tercapai

L3 Tahap evaluasi, “pada tahap ini bisa diperoleh jawabar menoen'al p\,rtanyaan baoaunana '

'-':'_mengukur keberhas:lan/kegag,alan suatu kebijakan. D:tarapkannya keszakan lam
g menyusul dxber]akukan/tldak dlberlaku}\annva suatu I\ebqakan sebe]umnva '

Penggodokam suatu kebz_]akan pubit!\ dtiakukan olch pejabal pejabat yanu duduk
-daiam lembaLa icmbaoa ncuara (pubhk) antara Iam ~Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
:Preszden dan para mentenn\,a (pemenniah) dan !\eiompok i\e!ompok vang berkepentingan
":'__:.Iam Penetapan suatu undang undanﬂ m;salnva ﬁdai\ bisa dilakukan dalam waktu singkat
_- .'ka;ena ada p_r_oses ya_ng harus difalui.
stamplng uralan mengenat penﬂeman kebijakan publlk dan prosesnya di atas,
E kebgakan pubhk ity Juga mehpuu beberapa hat sbb: ™
. Pertama mempunyai tujuan atau kegiatan yang diorientasikan pada tujuan bukan
s ‘perilaku yang tanpa arah yang menjadi perhatian kita. Kebijakan publik
dalam sistem politik modemn bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi.
Kedua kebijakan terdiri atas kegiatan atau pola kegiatan pejabat pemerintah
' dan bukan keputusan yang terpisah-pisah dan berdin sendiri. Sebagai
contoh  kebijakan melibatkan tidak saja Keputusan melaksanakan

hukum pada  bidang tertentu tetapi juga keputusan lain yang
menyangkut pelaksanaan dan penegakannya.

: "E .'.Mefla]a mt,m,emul\ak'm mengenal tahapan proses kebgakan pubh}\ secara iebIh q;duhana' R

Tahap formulasn pada tahap ml b:sa diketahu} Jawaban pertan}adn yang muncu!;.. i
misalnya mengapa kebijakan A d;p]ilh bukan Leb;_;a}\an B Bacaimana format dan'

Tahap. - lmplementa51 pada tahap menjauab pﬁrtanyaan tentang baﬂalm ana

ketiga Kebyakan -adalan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah
R dalam  mengatur  perdagangan, mengendalikan inflasi  atau
mempromosikan perumahan untuk rakyat, bukan vang akan dilakukan

_ dan dikatakan untuk melakukan sesuatu.
Keempat kebijakan publik bisa berbentuk positif ataupun negatif. Secara positif,
menyangkui keterlibatan pemerintah untuk memecahkan masalah

* Adrianus E. Meliala, Catatan Kulich Kebijakan Kriminal di Indonesia, tanggal 2 Oktober 1997.
Plames B. Anderson, Public Palicy Making, Nelson, 1975, hal. 3-4.




- tertenfu; . secara -ﬁggam menvangkut Lepuiusam pe}abat

: i_'pemermtah yang . tidak . melai\ul\an ‘sesuatu s atau . tidak - melai\ukan o

o sesuatu” sama. sekali: terhadap masalah yang ‘mana. keterhbatanma I
.d:harapkan R -

*kebijakan publik, palmg Udak daiam buntuk posrt:fnya dzdasarkan

- pada -hukum dan kewenangan vang sah. ‘Anggota - masvarakat_'

_'_"-"merxerlma sebaﬂa; sesuatu yang ‘sah. ‘bahwa pajak . harus dibayar;

s '_.penoandahan Impor dlpatuh: Undangg undang antltrust dilaksanakan =

- kecuali -ada orang vang - ingi. [menerima: res,lk{) denda hukuman

__-"--"pen;ara atau pengenaan sanksi lain yang sah atau ketidakmampuan,

B -kebgakan publik dengan demlkxan memﬂli{i kewenangan ‘potensi
~kualitas pemaksa secara sah yang tldak dimlhkl oleh Lebuakan '
E oroamsasz privat. o :

Sementam 1tu menymgtruno mengenai pentmg dan rumitnya proses pembuatan

}\ebljakan pubhk ini Yehezkel Dror menvatakan bahwa

- A very complex, dynamics process whose various components make different

- contributions to if. It decide major guidelines for action directed at future,

. _mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving
- what Is in the public interest by the best possible means.

Suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis terdiri dari berbagai unsur
yang memberikan sumbangan berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan
publik tersebut. Kebijakan publik ini menetapkan pedoman-pedoman umum
untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi

- lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman—pedoman umum fersebut secara
formal dimaksudkan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh publik
{(kepentingan umum) dengan cara sebaik mungkin.

Dari apa yang dikemukakan Dror mengenai kebijakan publik di atas dapat dikenali

paling tidak ada 12 ciri yaitu:

sangar Kompleks, prosesnya Bersifat dinamis] unsur-unsir pembentuknya berancka ragam;

sumbangan yang diberikan unsur-unsur tersebut berbeda-beda; menetapkan; sebagai

pedoman umum; untuk mengambil tindakan; diarahkan pada mase depan; dilakukan oleh

**Yehezkel Dror, Public Policymaking Re-examined, Chandler San-fransisco, 1990, hal. 12.
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| "Ieznbaga~le:nbaua pemermtah secara formal dtmaksudkam untuk mmcapal suatu tuauan _:
- ._merupakan kepentmgan umum dllakukan dengan cara sebaik mung}\m
R _ Mahqud dan kebua‘nan pubh}\ scbaaal pcdoman umum adalah bahwa pada umumnya

N ".'..'_;I\cbljai\an publzk dirumuskan da!am bentuk pedoman atau pﬁtUB}UI\'Pemme\ umum dan

':_:-'.'.'bukan da]am bentuk mstruk&-mstruksx Vang rmcz semacam petunjuk pdaksanaan @uklak)_ i A

 '___'.atau”petunjuk”t;ekms (_;ukms) yang mengganskan mengenai tindakan-tindakan vang harus
.'dn}\utl

| ' Suatu 'kebija_kan' publik bila telah dinyatakan resmi berlaku maka ia mengikat
masyarakat, tidak pandang bulu, siapa saja entah itu pejabat, raja atau rakvat biasa. Bersifat
m_e_ngikat dalam arti masyarakat harus mematuhi kebijakan tersebut. Dengan demikian bila
.a(_:.i_a yang mc.ianuoar kebijakan tersebut bisa dikenakan sanksi.

- Salah satu ciri dani kebijakan publik adalah bila dilaksanakan maka akan berdampak
iua_s._pada kehidupan masyarakat. Kebijakan publik ini meliputi semua bidang kehidupan
antara lain, politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan dan keamanan (hankam).
Beberapa contoh kebijakan publik misalnya kebijakan luar negeri , kebijakan dalam negeri,
kebyakan moneter, kebijakan perpajakan, kebijakan di bidang kebudayaan, kebijakan
pendidikan, kebijakan pertanahan, kebijakan pers, kebijakan kriminal dan lain-lain.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kebijakan kriminal antara lain Undang-Undang

Dasar 1945 (UUD 45), Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Undang-Undang tentang

scpohisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-
Undang Psikotropika, Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan

Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) terkait di bidang ini.




. l_.)‘
H P

Z_II B Kebljakan Knmmal sebagai Baman dau chual\an Publik
. Untuk men_)alankm roda pemenntahan dan pembanaunan pemerintah mpfnerILkan.
- suatu p den ..:m_ ygng_memberi arah bagalmana pembanounan akan dilaksanakan dan ager
:._méiicapm tdj.uan. yan;r te"ﬁ'. f"*ﬂtap}mn Pedomarx ity d}kenai denvan Garis-Garis Besar
:-_Haluan Neaara (GBHN) GBHN adaiab contoh suatu Lebnakan pubhk ‘yang isinya
.' _ mencakgp berbagax renc_a_na pembanguna_n yang akan chiaksanakan oleh pcmenntah. Bidang-
'Ejdgng_ yang dicakup meliputi seluruh aspek kehidupan antara lain ideologi, ekonomi,
_politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, agama, kesenian, pertahanan dan keamanan
(hankam) dan sebagainya.

Dalam GBHN dapat dilihat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, misalnya
kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan politik, kebijakan pendidikan, kebijakan
pertahanan dan keamanan, kebijakan kniminal dan lain-lain. Kebijakan knminal atau
kebijakan pidana biasanya bisa dilihat pada pembangunan bidang hukum. Sedangkan
kebijakan yang menyangkut pembangunan polri bisa dilihat pada pembangunan bidang
hankam, hal ini mengingat meskipun poirt sudah dipisahkan dari ABRI namun secara
administratif dan pengelolaan anggaran pembangunan masih berada di bawah Departemen
Pertahanan dan Keamanan.

Kebijakan kniminal (eriminal policy) adalah salah satu jenis kebijakan pemerintah

diantara sekian Jenis kebijakan misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan,

<eppakan poliik, kebijakan perdagangan dan masih banyak yang lamn. Kesemua kebtjakan
tersebut pada dasarnya adalah langkah-langkah vang ditempuh oleh pemerintah dalam

menyelenggarakan apa yang menjadi keputusan di bidang tersebut. Kebijakan kriminal




'_im'_ehggan}'barkan langkah-langkah ‘yang 'ditempuh 'peme"ri'n:tah di bidang vang berkaitan

dengan penceaahan dan penmdakam I\e)ahatan (pidana)

Perlu dlsebut bahwa pro*:es pembuatan kebnakan knmmal ttdak berbeda denoan cn
L :ﬁ '_ I\cbuakan pubhk vam d!buat olch aparat atau pe;abat publsk yaltu harus me}alm suatu proqes y

sebagaimana Lebijakan pub]xk d;bemuk Berhaatan dentran hal Shil Stuart Naoel vanﬂ_:

T

o mengutip Rhodes, menyatakan bahwa pa!:cv fofmatzon in this areas is not mzzciz different

| ﬁ_'o__n:r_ _pohc_y ﬁ)mzaﬁon .m. ot!z_er areas and therefore doesn’t warrant special tfreatment”.
.Iéc_mrr.lu_.;.‘an kgbﬁakan_défam kebijakan kriminal tidak jauh berbeda dengan kebijakan lain
o?eh_karena imu tidak memerlukan perlakuan khusus.

| Meskipun bidang yang dicakup atau diatur oleh kebijakan kriminal lebih sempit vaitu
s;:gala hal yang berkaitan dengan kejahatan, namun kebijakan kriminal ini secara esensi
antara lain harus mengandung ciri-ciri kebijakan publik (mencerminkan cini suatu
kebijakan = publik). Mengingat keberlakuan kebijakan kriminal dan akibat yang
ditimbulkannya yakni adanya ancaman hukuman yang bisa dikenakan kepada siapa saja
yang melanggar hukum, menjadi sangat penting untuk memberikan perhatian lebih kepada
proses pembuatan kebijakannya. Proses penyusunan kebijakan kriminal juga perlu
melakukan langkah-langkah yang sama seperti proses pembuatan kebijakan publik lainnya
yang mendasarkan pada adanya kebutuhan publik, bukan atas dasar kepentingan kelompok

ataupun pimpinan lembaga. Bisa dibayangkan apabila suatu kebijakan kriminal dibuat atas

Jasarkepentingan privadi afatpun kKeIompok orang maka yang akan menjadi korban adalah

masyarakat luas.

*"Stuart Nagel dkk, Fhe Political Science of Criminal Justice, Charles C Thomas Publisher, linois, 1983, hal.
5
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Suatu ]\Lbljakan kr:mmai harus meng;atur miengenai strategi dan langkah-langkah
. .yang membeni\an petuﬁjuk (tuntunan) I\epada masyarai\at uﬁtuk menzzhmdarl\an diri dari
'__.tmdai\ ke;ahatan ataupun men;adt korban ke;ahatan Disampmw 1tu Lebqakan kriminal harus

' .' : menﬂatur mengenai Ianﬂls.ah Ianukah yan(v harus d;lakukan oleh qparat hukum daiam rangka

[ memndak nara pe]anwar huhum atau mereka V&I]L berbuat ke;ahatan berzkut ketentuan

_. _a;_nc_.a_n}_an hul_{umannya {denda ata_u_ pen__lafa_). _P_emb_erian ancaman hukuman ini sebenamya
zﬁemﬂiki tujuan ganda, pertama adalah memberikan hukuman pada seseorang karena ia telah
berbuat jahat. Kedua dengan disebutkannya ancaman hukuman diharapkan bagi mercka yang
akan berbuat jahat akan berpikir berulang-ulang mengingat mereka akan mendapat hukuman.
Dengan kata lain kebijakan kriminal adafah kebijakan yang mengandung dimensi
pencegahan kejahatan dan penindakan hukum.

Dalamn  menerapkan kebijakan kriminal harus dipertimbangkan secara matang
mengenai dampak yang akan timbul terhadap masyarakat. Hal ini mengingat masyarakatlah
yang akan menanggung akibat atau menjadi korban penerapan kebijakan kriminal tersebut.
Sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan kriminal inf adalah kepentingan publik bukan
kepentingan kesenangan pribadi pemimpin ataupun kepentingan tertentu dari suat lembaga,
misalnya untuk mengejar tercapainya tujuan organisasi. Sebenamya selalu ada beberapa
pilihan cara dalam mengambil suatu kebijakan, ini semua bergantung pada orang yang akan

menerapkan kebijakan tersebut (user), Pilihan cara tersebut selalu akan memiliki sisi

PeHgugkan ™ (posit) dan merugikan (negatify, ~ Dalam hal “pemilihan Lebijakan

kriminal maka yang harus menjadi pedoman adalah kepentingan publik.




L L

..Be.rkai_'t.a:_} dengan pemilihan kebijakan kriminal ini (Muladi, 1996) .1ﬁengemukgkan_ :

mengenal syarat-syarat mengkrniminalisasi suatu perbuatan :

Jangan menaﬂunakan hul\um pidana untui\ pembalasan semata—mata Kepentmwan :

" pribadi pelaku juga harus di_lamm

w .10”.

ﬁ.i*»' i

oo~

10.
11,

“Jangan mengﬁunakam hukum pidana apab;[a korbannva tidak ]elas -
_-_”Jangan menfmunakan hukum pidana; untuk ‘mencapat . tujuan vang. dapat dicapai dengan :
*cara lain yang sama eiekntnya namun dengan kerugian yang lebih kecil. o

:'Jangan mcnggunal\an hukum pldana jika kerugian akibat pemldanaan lebih besar dari

“kerugian akibat tindak pidana sendiri.

‘Jangan menggunakan hukum pidana jika hasil sampingan yang ditimbulkan lebih

merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan.
Jangan menggunakan hukum pidana jika tidak mendapat dukungan masyarakat.

Jangan menggunakan hukum ptdana Jika diperkirakan tidak efektif.

Hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan antara kepentingan negara, masyarakat
dan individu.

Penggunanaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang
bersifat non-penal.

Penggunaan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen.
Perumusan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan perbuatan yang

‘dilarang.
. Perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas,

Berbeda dengan kebijakan publik lainnya, keberlakuan kebijakan kriminal bersifat

regulatif (mengatur) dan sekaligus mengatur ancaman hukumannya baik itu denda maupun

penjara kepada siapa saja yang melanggar hukum atau berbuat kejahatan. Oleh karenanya

lembaga aparat hukum yang berkecimpung dalam pencegahan kejahatan dan penegakan

hukum hendaknya lebih melihat kepada kepentingan publik dalam menerapkan suatu

kebijakan kriminal yang berada dalam lingkup kewenangannya, salah satu lembaga tersebut

misalnva Polri

38 Adrianus Meliala, Caiatas Kuliah Kebijakan Kriminal di Indonesic, 9 Qktober 1997,




| _"_11 C Kebljakan I\apoln sebagax Kebuakan i&nmma!
o Pciri adalah badan atau instansi pemermtah yang me.mpunyal tugas pokok tertentu.
.. Tugas pokék tersebut dlatur dalam suatu Undano-Undang mengingat sifat tugas yang
e iacntmo yakm yancr berka;tan denwan pénecrakan hu!\um dan bersmggunoan langsung dengan
: '_ ..':al\trf tas. }\e}uduﬁan masyara]\at Dengan dasar undaﬁgﬂ«uﬁdang tcrsebut anggota polisi
_"'menuhkl pljai\an. yang kokoh secara yuridis dalam melaksanakan tugasnya.

‘Beberapa Undang-Undang yang mengatur tugas pokok dan wewenang Polri dalam
melaksanakan tugas sedikitnya antara lain, UU No. 13 tahun 196} tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diperbaharui dengan UU
No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU No.8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bila dilihat dari stratifikasi undang-
undang maka berturut-turut dari yang ftertinggi (juga sebagai sumber hukum) adalah
Pancasila dan UUD 1945, GBHN dan TAP MPR.

Kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Kapolri tidak hanya kebijakan vang
mengatur masalah penegakan hukum (bidang operasional) saja tetapi Juga vang berkaitan
dengan pengelolaan intern organisasi Polri untuk mendukung tugas operasional (bidang
pembinaan). Kebijakan Kapolri yang mengatur atau yang mengandung dimensi penegakan
hukum dan pencegahan kejahatan tersebut bisa digolongkan sebagai kebijakan kriminal.

Dikatakan demikian karena kebijakan tersebut menyangkut langkah-langkah yang diambil

oietrPolrrdatanr rangla melaksanakan wigasnya sepagat penegak hukum,
Kebijakan kriminal vang dikeluarkan oleh Kapolri merupakan  kebijakan pada
jenjang strategi khususnya bila dipandang dari kebijakan publik yang berada di atasnya.

Kebijakan ini juga merupakan elaborasi kebijakan-kebijakan kriminal lain yang berada di




e

| ataanva Namun wafaupﬁn demi}\lan I\ebgakan Kapolri juga bersifat umum atau merupakan
._"garis besar penhai bagaiﬁlana lanﬁkah langkah yang ditempuh berkaitan dengan pencegahan
ke;ahatan I\ﬂbl akan ini masm perlu dl;abarkan lagi dalam kebijakan yang Iebxh opbrasmnal
}a("l si fatnya ; |

. D hhal dan Sis] peﬁegal\an .hukum vang dilakukan olcﬁ plhak kepolisian, maka
I\ebljaﬁan. Lapoiﬁ adélah kebtjakan yang bersifat umum. Kebijakan yang bersifat umum
artinya hanya mengatur garis-garis yang hendak ditempuh dalam kerangka penegakan
hukuwm oleh polisi. Lebih jelasnya Kebijakan Kapolri adalah kebijakan "induk" ( mentinjam
istilah yang dipakai oleh Lemhannas). Oleh karenanya sebagpai suatu kebijakan induk,
kebijakan Kapolri masih harus dielaborasikan lagi dalam kebijakan-kebijakan lain vang lebih
operasional sifatnya.

Ditinjau dari segi keluasan jangkauan suatu kebijakan, kebijakan Kapolri terbatas
pada wilayah tugas polisi dalam penegakan hukum. Meski lingkupnya terbatas yakni hanya
di bidéng penegakan hukum saja, esensi suatu kebijakan publik harus dipenuhi. Jadi suatu
kebijakan yang dibuat oleh Kapolri, misalnya harus mencerminkan kehendak publik vang
mendesak untuk dicetuskannya kebijakan tersebut. Begitu pula dengan pembuatannya harus
melalui proses atau siklus kebijakan yang berupa tahap formulasi, implementasi dan
evaluasi.

Ketiga sikius dalam proses kebijakan publik (induk) tersebut memang tidak harus

8 .

sarig ditatai-olel Susta kebhjakan kapolfi Namun démikian £sensinya yang harus sama vaitu
suatu proses yang tidak didominasi oleh kepentingan pribadi pemimpin.
Dalam organisasi Polri terdapat stratifikasi kebijakan yang mengatur  dan

menjelaskan berbagai kebijakan yang berlaku di lingkungan Polri. Staritifikasi dimaksud




LTS

'dz!\enai dengan Stratlhkam Buku Petun_;ulx di Lmszkun‘gan P01r1 Strdtif La51 mi dzbag; ke -

- _'daiam U ga bafnan yaxtu

o Pertama, Buku Pemnguk Dasar (Bugukdas) buku imt sebagal pedﬁman pokok tentan;g tata
- “cara pe’iaksanaan fun;_,sn—fungsz utama . Polri. Kedudukan buku ini sebagai sumber

9

penunusan pcnggunaan dan pembmaan kekuatan Po!n Sif&t buku it opemsxonal e

strategis.

I\edué ‘Buku Petunjuk Induk (Bu;uhn) buku i~ sebanat pedoman tentanfr tata cara

pelaixsanaan fungsi org,amk pembinaan, teknis dan khusus, K.edudukannva sebagai

“sumber perumusan Petunjuk Pelaksanaan (Juldak) kegiatan (Petunjuk Lapanoan
.+ Petunjuk Administrasi, Petunjuk Teknis). Slfatnya operasmnai taktis. .

- Ketiga, Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak), buku ini sebagai pedoman tenta% tata cara

- pelaksaan kegiatan operasxonal dan pembinaan (metode, proses dan pmsedur)

~ Sitatnya operasional taktis teknis, vang secara konkrit dapat dilaksanakan.

Dalam stratifikasi kebijakan dilingkungan Polri, Buku Petunjuk Dasar menempati
t_atéran tertinggi, hal 1ni bisa dilihat pada tataran kewenangan Kapolri dalam menyusun
kebijakan. Kewenangan Kapolri dalam menyusun kebijakan berupa Petunjuk Dasar tidak
dilegasikan ke pada siapapun, namun penyusunan materinya  dipertanggungjawabkan
kepada Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri.*

Sedangkan dalam Petunjuk Induk kewenangan Kapolrl untuk menyusun kebijakan
didelegasikan kepada pimpinan komuniti/bidang sampai pada tingkat konsep sementara
dalam rangka uji coba. Kewenangan Kapolri untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan

didelegasikan kepada pejabat pembina fungsi yang bersangkutan, sedangkan untuk naskah

sementara selama uji coba dipertanggungjawabkan kepada pimpinan komuniti/bidang.

% Mabes Polsi, Stratifikasi Buku Petunjuk di Lingkungea: Polri, SKEP Kapolri No. Pol: Skep/1 /X1/1995,
mnggal 17 November 1995,

“ Wabes Polri, Buku Petunjuk Adminstrasi, No. Pol. Jubmin/02/VII/{995 tentang Tata Cara Penaizan
Pernyusunan, Pengesahan Penerbitan serta Pemasyarakatan Piranti Lunak di Lingkungan Polri Jakarta. 28 Juli
1995, hal. 13.




A

:Kapblri 'me'ndélégasikan kew'éﬁarliwéﬁn‘y’é kepadé '--para 'Kepaia -Kepo]isian Daerah
I '_(hap()ida) untuk menyusun Buku Peiun}ul\ Lapangan dan Buku Petumuk Admm:stras; yang .

: _dasequaikan derman karaktenstlk daerah mat‘.mo-masmﬂ e

S '_'__:11;-1}.3--.Kébijak'an -Pubiik'-di"ln'déiiééia' S

D1 lndonesm dlkenal taia~umt peraturan Derﬁndang—undangan ﬁegara Republik
Indonesia sebagalmana dnetapkan dzﬂam TAP MPRS No. XX/1966 sebagai berikut:

uuD 1945 TAP-TAP MPR, Undanmundanﬂ Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan
pelaksanaan lainnya, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan yang paling rendah
di tingkat Pemerintah Pusat adaiah_ Pgraturan Direktur Jenderal, di tingkat daerah ada Perda |
dan Perda 1l. Peraturan perundaﬁg—undangan vang rendah tidak boleh bertentangan dengan
vang lebih tinggi dan harus meupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan vang
lebih tinggi. (Awaloedin, 1991)

Tata urut perundang-undangan di atas mencerminkan pula kebijakan publik yvang ada
di Indonesia, Tata wrut perundang-undangan di atas juga menggambarkan tingkatan
partisipasi berbagai kelompok masyarakat yang ikut dalam perumusan suatu kebijakan,
urutan tertinggt adalah kebijakan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang merupakan representasi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan oleh MPR

misalnya GBHN. GBHN ini harus dijabarkan oleh pemerintah ke dalam kebijakan-kebijakan

lain yang lebih rendah.
Lembaga-lembaga negara lain seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, BPK, DPA.
Masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai

dengan tugasnya, sepanjang kebijakan tersebut menyangkut kepentingan publik maka




o '.Z.djsahkan keberlakuannya

kewenangan untuk membuat kebijakan namun sifatnya lebih khusus sesuai dengan Hngkup

tugasnya. Meskipun berupa kebijakan khusus keberlakuannya sama dengan kebijakan publik

- kebijakan tersebut merupakan kebijakan publik. DPR misalnya salah satu tugasnya adalah

L 'mcinbahas Undang-undang vang rancangannya diajukan oleh presiden, bila disetujui dan

'_':Prc:51dcn jma berwenano untuk membuat kebijakan scndm mlsdlnya keputusan . presiden,
- kebljakan zm kedudu}\ax}nva lebth rendah dani Undang-undang,
Plr_npman lembaga negara yang lebih rendah misalnya dalam lingkup departemen,

Bank Indonesia, Bappenas, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain, juga memiliki

tetapi hanya mengatur bidang tertentu.

Dalam kepustakaan mengenai kebijakan publik dikenal adanya stratifikasi kebijakan

publik di Indonesia yang metiputi ;*!

(%

. Kebijaksanaan Puncak, adalah kebijaksanaan publik tertinggi yang dilakukan MPR

dengan hasil yang dirumuskan dalam bentuk TAP-TAP MPR termasuk GBHN.

. Kebijaksanaan Umum, dalam kebijaksanaan umum ini Lemhannas memasukkan :

UU, yang kekuasaan pembuatannya terletak pada Presiden dengan persetujuan
DPR;

Peraturan Pemerintah, untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang
penerbitannya berada di tangan Presiden ;

Keputusan atau instruksi Presiden yang berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan
penyeleggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di langan
Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan nasional dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, pasal 4 avat (1))

. Kebijaksanaan Khusus, wewenang pembuatan kebijaksanaan khusus ini terletak

pada menteri (yang fungsional membldangmva) berdasarkan dan sesuai dengan

kebijaksanasn pada~tingkat — diafasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk
Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri. Dalam keadaan
tertentu dapat dikeluarkan Surat Edaran Menteri

. Kebijaksanaan Teknis, meliputi penggarisan dalam suatu sekior dari kebijaksanaan

khusus departemen yang bersangkutan dalam bentuk Peraturan Digjen mengenai

“! Awaloedin Dijamin, Legal Drafting dan Public Policy Tanangan bogi Aparatr Negara, Makalah, Jakarta, 9

April 1991, hal. 14-16,

kebi;’akan ini sangat luas keberfakuannya dan bersifat tumum,




prosedur dan tehnik mengimplementasikan:rencana, program dan kegiatan dari
Direktorat Jendral yano bersangkutan.

'IE.E. Kepemim;ﬁnan

| Membahas i\cbuakan plmpman tidak bisa d:p:sahkan darl Lepemtmpman vang
o 'dt.tampllkan oleh pemlmpm sebab tercap.am)a tujuan suatu kebijakan salah satunya
ditentukan oleh kepemimpinan.

Kebijakan publik yang baik dihasilkan oleh kepemimpinan yang baik pula. Setiap
pribadi manusia itu berbeda satu sama lain demikian halnya tiap pimpinan dalam organisasi
memiliki gaya atau tipe yang berbeda-beda dalam memimpin. Gaya (styvle) kepemimpinan
seseorang dalam organisasi tidaklah bersifat tetap. Artinya seseorang yang menduduki
jabatan pimpinan mempunyai kapasitas untuk “membaca’ situasi yang dihadapinva secara
tepat dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan agar sesuai dengan tuntutan situasi vang
dihadapinya, meskipun penyesuaian itu mungkin hanya bersifat sementara.*

Meskipun belum ada kesepakatan dalam tipologi kepemimpinan, namun paling tidak
ada tipologi vang telah dikenal luas dewasa ini vaitu:

Tipe yang otokratik,
Tipe yang paternalistik,
Tipe yang kharismatik,

Tipe vang laissez faire dan
Tipe yang demokratik.

™o oEo

Masing-masing tipe pemimpin tersebut memiliki karakteristik tertentu vang

membedakan satu sama lain. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis terhadap tipe-tipe

kepemimpinan. Cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai karakter vang dimiliki

4 Sondang P. Siagian, Teori dan Prakiek Kepemimpinan, Rineka Cipta, Jakarta. 1991, hal. 27.
* Ibid,




'-:'"t_;‘__pg'-'ti_';ﬁg'_ke_pe'ifﬂimpjné_n di atas 'iai_a_h dengan melakukan kategorisasi dari '_Igerbaga_i_.kar_akt_e_r |
i 'fa"ti'x_:berdés_ar_kan -

1 persep31 seorancr pzmpman tentanv peranannya seiaku plmpman
VA ‘nilai-nilai yana dianui _ : _
3..sikap dalam men(remudikan jalanny‘i orﬁamsasz
NE ;perllaku dalam memlmpm dan’

: _"'f:aya i\apemimpman yang domman

o Berdasar}\ankehma hal di a_{as maka secara singkat dapat dijelaskan ciri-ciri dari masing-
a .Im'z'_isi..n'g' _ti;ﬁe kep_em_im_pinan: .
a -'Tig.)_e otokratik. Berdasar persepsinya, seorang pemimpin vang otokratik adalah seseorang
: yang sangat egois. Egonya yang sangat besar menumbuhkan dan mengembangkan
~persepsinya bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadinya dan oleh
: -Rarcnanya organisasi diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi tersebut.
b Tipe Paternalistik, persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya
dalam kehidupan organisasional diwamai oleh harapan para pengikutnya kepadanya.
Harapan itu berwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak
vang bersifat melindungi dan tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk. Sebaliknya
pemimpin yang paternalistik mengharapkan bahwa kehadiran atau keberadaannya dan
legitimasi kepemimpinannya dalam organisasi tidak lagi dipertanyakan oleh orang lain.
Pemimpin patemnalistik bersikap sebagai seorang bapak dan ;;ara bawahan dianggap

sebagai anak yang belum dewasa. Oleh karenanya perilaku  pemimpin menggambarkan

hanya dia yang mengetahui segala sesuatu mengenai seluk beluk kehidupan organisasional.

i (Sondang, 1991). (iaya kepemimpinan paternalistik lebih bercorak pelindung, bapak dan

* Ibid, hal 26




s,,uru. Amn\}a iebersa*naan bacﬁ para anu:ota._ orgamsam _sedéngkaﬁ pemi_z_]_‘ipih}ﬁng
: 'bersézllgkutan beréda dt atas para a.r.l.‘ggota. e | |
c Tlpe hharlsmamk pemimpm ml memllikl daya tank yaﬁv muml\at sehingg ga m.ampu.

.' _-zjmem.g.)era!eh penﬂ:kut vanw lumhhnya kadanﬂ-kadanﬂ sanﬂat bcsar Juml hnva seofﬁna
nem:mpm vang Rhansmat;k ada].ah seseoranv vanfr. dikaﬁuml oleh. banvak penm}\ut _ .
: n.lésku.)un“para pengﬂ\ut tersebut ndak seléiu dapat men;elaskan secara konkret mengapa

. 5rang _terter_l_t_u itu d.i_kag_t;mi.
{li.._T_ipc_ Laislscz. Faire, pemimpin ini berpandangan bahwa pada umumnya oreamisasi |
bérja]an lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang
yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus
ditunaikan oleh masing»fnas:_’ng anggota dan seorang pimpinan tidak perlu terlalu sering
melakukan intervensi dalam kehidupan organisasional.
e. Tipe Demokratik, dari segi persepsinya pemimpin demokratik memandang peranannya

sebagai koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga

sebagal suatu fotalitas. Dari segi nilai-nilai yang dianut pemimpin demokratik

memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi. Memperlakukan organisasi
sebagai wahana untuk mencapai tujuan bersama.
Nilai-nilai organisasional yang dianut di atas tercermin dalam sikap, misalnya dalam

pengambilan keputusan, sejauh mungkin bawahan diajak berperan serta, dengan keyakinan

balwa ~Keikutsertaan ™ para ~bawahan ~dalam proses pengambilan keputusan akan lebih
menjamin bahwa para bawahan akan mempynyai rasa tanggung jawab vang lebih besar
dalam pelaksanaan keputusan vang diambil, karena merasa dan mengetahui  bahwa

keputusan itu adalah keputusannya juga.




Uraxan mengenai. ciri-ciri gjava l\epemimpman di atas mt.nggambar}\an adanva-

"-berbagal cara dalam memlmpm suatu orgamsam Perbedaan dalam gaya kepemampmam :

berkaltan denga_n_ pcr_be_daan warna pnb_adr tla_p individu pemimpin dan kondisi organisasi,
LR :‘?’is_ualisa_'_sfi_chbijakau
| '_Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apabila kebijakan publik, kebijakan

kriminal dan kebijakan Kapolri hendak divisualisasikan adalah sebagai berikut:

Bagan. 1.Visualisasi Kebijakan

Telah discbutkan di atas bahwa kebijakan publik pada dasamya adalah tindakan-

tindakan vang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut merupakad

pelaksanaan dari serangkaian keputusan. yang memuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

Kebijakan publik terdiri atas berbagai kebijakan sebanyak bidang kehidupan yang diatur oleh

PCIncringin. Saian satunya adalan Kepijakan knmnal.
Sebagai suatu kebijakan publik, maka proses penyusunan kebijakan kriminal perlu

mengandung: Pertama, secara esensi harus sama dengan kebijakan publik, Kedua disamping




.i;ﬁ.'_:ha.rﬁs'. mcngandung diﬁlcnsi. ;3'enceg.ah_an kejahétah c__ién penégakaﬁ _hu'}{L.zm,. Ketiga

' mengandungdimemi ';.)__i__iihén cara dan ﬁ:efert?ﬁsi keﬁijékan. ' L

- -Un_fiuig: me]aksanakanmgasn}a K_apéiri sebﬁ.g._ai _-pe-_iabat .yar_l.g._ b__elxianggu_ng Jawab

tcrhadap terwu;udnya 'ka_m:tib.m_.és,_IIb.erwe;zz.mg.'m_embuafkébi_jai_cén te,rmasuk kebijakan

 taimina. Pada perbahasan mant akan it apakah kebijaken Kapoli memenut krer
perspektlf kebljakan .'i_nl_.ri__minal atau tidak. Pada bab_-béb berikut ini akan dibahas mengenai

| kasus sebagaimana telah d_iuraikan pada Bab I, yakn1 Awaloedin Djamin dan Kunarto.




CBAB I

* GAMBARAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN
. KAPOLRI AWALOEDIN DJAMIN (1978-1982) -

. :':HE A Awaloefim ﬂjamul sebagai Rapclr:

_ Awaloedm D_;a.mm Iahzr dz kota Padang tanggal 26 Septemher. 1927, pendidlkan |
léekc.)lah dasar sampal dengan sekolah menengah atas diselesaikan di sana. Setamat SMA di
Buklttmggl Awaloedin melanjutkan pendidikan ke Jakarta di Pergurvan Tinggi llmu
'.Kepolisian (PTIK). Setelah lulus PTIK Awaloedin mendapat kesempatan sckolah ke luar
negeri uniuk mengambil gelar Master in Public Administration (MPA) di Graduate School of
Public and International Affair University of Pitsburgh, Pensylvania, USA dan gelar Doktor
dalam bidang yang sama di School of Southern California, Los Angeles, USA.

Setelah menyelesaikan sekolah, Awaloedin Djamin lebih banyak berada di luar
struktur organisasi Polri seperti misalnya menjadi anggota DPRGR/MPRGR, Menteri Tenaga
Kerja R], Ketua Lembaga Administrasi Negara RI dan Duta Besar RI untuk Republik Federal
Jerman sebelum akhmya ditunjuk menjadi Kapolri. Disamping jabatan di atas, Awaloedin
juga merangkap tugas-tugas penting lainnya yang berkaitan dengan keahlian yang
dimilikinya yakni di bidang administrasi negara (publik), misalnya sebagai Ketua Proyek 13
(Proyek Penyempurnaan Aparatur Pemerintahan dan Ekonomi Negara), Ketua Tim Pembantu

Preciden uniuk Ppnvanuma-:an Admanistrasi..dan Aparatue-Pemerintahan {Fim—PAAP) ¥

Penasehat Ahli Menpan dan lain-lain.
Dalam strukiur organisasi Polri, Awalcedin pernah menjabat sebagai Kepala Seksi
Umum/Bagian Sekretariat, Markas Besar Kepolisian, Dosen PTIK, Dosen Seskopol, Kepala

Bagian Umum merangkap Wakil Kepala Dinas Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian,
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: D:ir_ek:tur Kekaryaan Kepolisian dan Deputy Kapolrﬁ Urusan Khusus. Kini setelah pensiun dari
._.:di:.a'as kcpo_i_isian masih dip_c.:rcay:.i. menjadi Dekan Perguruan Tinggi HImu Kepolisian ( PTIK}
| di Jak‘_aria. ..
L .__.“'Pé.:nup.ju};an A@yalot—:d_i_n seb.agai Kapolri tanggal 26 September 1978, tidak terlépas
' dansﬂuamdan}\ondisz P_.oi_x:“i _pé_dé;.séat _ﬁtu yan.g menurut penilaian Presiden Socharto sangat
fn.e;_llﬁrun_.ci}.:_ra dan }ﬁgéwanya di mata masyarakat.
Selain itu dalam tubuh Polri sendiri nampaknya memang telah terjadi suatu masalah.
Hal im dapat diketahui dari pengungkapan Awaloedin dalam bukunya yang berjudul
“Pengalaman Seorang Perwira Polri”. Beberapa hari sebelum pelantikan Awaloedin sebagai
Kapolri, ia mengatakan bahwa “Kapolri (Widode Budidarmo) bercerita banyak tentang
berbagai keruwetan di tubuh Polri sampai pukul 24,00 tengah malam™ (Awaloedin, 1995).
Bila dilihat dari segi moment (ketepatan waktu) dan kompetensi, maka penunjukan
Awaloedin sebagai Kapolri memang tepat. Setelah ditunjuk menjadi Kapolri berbagai
langkah kebijakan telah diambil untuk membenahi organisasi dan mengangkat citra Polri di
mata masyarakat. Langkah paling mendasar adalah ditetapkannya kebijakan “Pola Dasar
Pembenahan Poln”, suatu kebijakan untuk membenahi Polri secara menyeluruh.
Dibawah kepemimpinan Awaloedin terdapat beberapa hal yang patut dicatat sebagai
kemajuan bagi Polri, antara lain : Ditctapkannya konsep Pola Dasar Pembenahan Pold

sebagai kebijakan dasar untuk membangun Polri secara menyeluruh yang menyangkut bidang

operasionaldan perbinadn; sebagai evaluasi pelaksanaan kebijakan Pold Dasar Pembenahan
Polri tiap tahun dibuat laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaan tersebut terdiri atas laporan
pclaksanaan satu tahundan dua tahun.; Naiknya anggaran belanja Polri tiap tahun;

ditetapkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum




-Acara Pldana (KUHAP) I\UHAP iRl telah lama dnnmnkan oleh burbagal kalangan Lmtuk

"menggantlkan HIR yang mempakan produk Jaman penjajahan dlbentuknya Satuan_

P@nﬂamanan (Satpam) yang. tugasnya rnembantu po!m !kut mewyy dkan kamiibmas o

menvmfrat jumlah persomi Poln yarw sancat terbatas d;b ndmckan Jumiah penduduk

.'_terbentuknya wadah ker_]a sama antara kepohszan negara—negara Asean (ASEANAPOL)_ : o

tahun 1980 di Marula salah satu pemrakarsanya adalah Awaloedm Djamin.

o Beberapa ‘permasalahan yang dihadapi Polri ketika itu berkisar pada buruknya sikap
mental dan mutu pelayanan Poln kepada masyarakat. Permasalahan tersebut berawal dari
pertama, kemampuan teknis profesional Polri yang bersifat khas kepolisian nampak menurun
oleh karena itu maka pelaksanaan tugas pokok juga terasa menurun. Kedua, sikap kurang
peka dan tanggap atau responsip dalam memberikan pelayanan kepadé masyarakat . Ketiga,
keadaan personil (terutama pendidikan dan latihan), hubungan tata cara kerja, keadaan
matenll/logisttk, dan sarana-sarana pendukung lainnya vyang harus diteliti dan
disempurnakan.® Beberapa masalah lain yang perlu penanganan adalah meningkatkan
pandangan dan pengertian masyarakat terhadap Polri agar mereka lebih mengenal dan faham
mengenai seluk-beluk Polri. Sementara itu organisasi Polri sendiri memerlukan pembenahan
yang lebih intensif agar para personelnya dapat tampil dengan citra yang jauh lebih baik. *

Banyak kendala yang dihadapt saat Awaloedin menjadi Kapolri, beberapa diantaranya

menyangkut masalah sumberdaya yang langka dan dana yang sangat minim khususnya bila

ditiadupkarr dengan tuntaen ugas vang haris dipenahi
Pada saat menjadi Kapolri Awaloedin telah melakukan berbagai langkah dan

menerapkan kebijakan untuk membangun Polri secara menyeluruh., Kebijakan terschut

“Op.cit., Pola Dasar Pembenahan Polri. hal. 7.
“Mabes Polri, Setengah Abad Mengabdi Memperingaii Hari Bhayengkara Emas, Jekarta 1996, hal. 32,




~s0 ¢

dikenai_ dengan “Pola Dasar Pembenahan Polri”. Kebijakan ini bisa dikatakan scbagai
keb'ijai_\'an dasar pé_c_ia masa . kepemimpinan Awalcedin yéng merupakan landasan bagi
~ kebijakan lain..

i "Persptf':kt_i.f kebijakan yang _dimé.ksz;d_di _Si_nf__'mé_iihat_ apakah suatu kebijakan muncul

L melaiu: pmses t@_rt__eé_tu'f vang khas -:yak_n'i : fﬁ_é'n}pe_ﬂimbangka_n_ kepentingan publik. Untuk

| Lepentmgan ifu éﬁieta_pk.&m ada b.éber_épa. segi j!a_ng dapat dianggap sebagai unsur-unsur
kritqiﬁ_pcrspektif kebijakan. Unsur-unsur tersebut merupakan urutan dari yang bersifat
abstrak sampai kepada yang operasional. Suatu kebijakan yang baik paling tidak harus
didasari oleh visi tertenty dan misi atau tujuan, vang diwujudkan dalam kebijakan dasar, dan

selanjutnya kebijakan tersebut harus diturunkan ke dalam kebijakan yang lebih operasional.

HEA.1. Visi

Yang dimaksud dengan Visi dalam hal ini menyangkut pandangan jauh ke depan
mengenai tujuan yang akan dicapai oleh seorang pimpinan  organisasi yang sedang
dipimpinnya. Membicarakan mengenai visi berarti membicarakan suatu hal pada tataran ide
atau gagasan. Ide atau gagasan mengenai bagaimana Polri harus diwujudkan sesuai dengan
sasaran yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi empiris organisasi Polri pada
saat itu. Dimiiikinya ide atau gagasan tersebut juga dipengaruhi oleh kesiapan orang yang

ditunjuk untuk memimpin organisasi dalam hal ini Polri.

Datarmmasa-kepeminrpinaniye, visi-Awaloedin dapat dibaca datan kebijakan Pold
Dasar Pembenahan Polri di sim dijelaskan bahwa dari semua upaya yang dilakukan tujuan

akhirnya adalah mewujudkan Polri yang dicintai rakyat, pengabdi dan peEngayom
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1nas_yarakai.47'ﬂal int karena umuk__meﬂingka:tka_n citta dan wibawa Polri vang sedang
'térpuruk caranya adalah dengan_.mez;i_enuhi _tﬁga._s' pokok Polri, bila ini terpenuhi tidak
_n:w.st_a.hi] masyarakat akan mencint#i polisinya. |

s '. _V._isi.}’an.g diungkapkan di atas ﬁdak te_rlépgs_ dan kondisi empiris Polri padé saat itu
. xaﬂg sedangmenurum -é_itra_- dan w:_'iba\yva'r::ya-_di “m.;.,ita masyarakat menurut penilaian Presiden
daﬁ Meﬁhankanﬁ?angab pada saat itﬁ. Gambaran kondisi Polri yang demikian itu secara
tidak langsung juga diakui pula oleh Kapolri pada saat itu Widodo Budidarmo (sebelum
Awaloedin) yang menceritakan mengenai adanya keruwetan dalam tubuh organisasi Polri
kepada Awaloedin. Awaloedin mengatakan bahwa Kapolri (Widodo Budidarmo=pen)
bercerita banyak tentang berbagai keruwetan di tubuh Polri sampai lewat pukul 24.00 tengah
malam. (Awaloedin, 1993}

Menghadapi kenyataan bahwa kondisi Polri yang dinilai citra dan wibawanya menurun,
langkah yang pertama kali diambil oleh Awaloedin adalah melakukan konsolidasi ke dalam,
artinya mengidentifikasi dan mempelajari permasalahan yang ada. Langkah ini memakan
waktu berbulan-bulan yang diisi dengan kegiatan rapat, yang dipimpin sendiri oleh
Awaloedin sebagai Kapolri bersama dengan para asistennya.** Sebagaimana diceritakan oleh
mantan ajudan Awaloedin yang lain yakni Pamudji R. Sutopo bahwa hampir tiap hari ada

kegiatan rapat staf yang dilakukan dari pagi hari sampai dengan sore hari. Bahkan banyak

7 Dalam wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber tanggal 13 Juli 1998 menjelaskan bahwa
visinya bisa dilthat dalam kebijakannya vang dituangkan dalam buku Pola Dasar Pembenahan Polri. Dalam
buku tersebut dijelaskan bahwa Awaloedin akan mewujudkan Polri yang diciatai, pengabdi dan pengayom
masyarakat..

* Hasil wawancara dengan Kol. Pol Drs. Guntur Ariadi MSi, salah seorang mantan ajudan Awaloedin (saat ini
mengajar di PTIK sebagai Guru Utama) tanggal 14 Juni 1999,
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| dari ."'pa_ra asisten membawa pekerjaan sehan-harinva untuk dikerjakan di ruang rapat sambil
: 1ﬁ¢_ﬁgikuti rapat yang dipumpin Awéloediﬁ_. ¥ .
~Setelah b.anya..k mendengar dan  bertanya kepada para aéistenn_va mengenai
pennabalahan‘#ang é}ihadapi méka disusunlah suatu .}cebijakgn mgndasar dan menyeluruh
.. untuk membenamorgamsast .?oi_ré Sza_r;g saat itu perlu panangaﬁan ang seriﬁs. Sebagaimana
- di_llilxilgkap;kan ééﬁdiri oleh Awaloedin dalam bukunya “Pengalaman seorang Perwira Polri
“«( 1.995:210) bahwa “Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat moment opname
vaitu mengidentifikast scluruh keadaan dan seluruh masalah Poiri . Dan situ kemudian
ditentukan arah tujuan jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang yang kelak saya
rumuskan dalam buku Pola Dasar Pembenahan Poln.”

Langkah moment opname int bisa dikatakan merupakan standar kerja Awaloedin pada
saat 1a ditunjuk menjadi pimpinan suatu organisasi. Pada saat ditunjuk menjadi Menteri
Tenaga Kerja dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
sebelum menjabat Kapolri, langkah yang sama juga dilakukan vaitu moment opname.
Kerangka pemikiran dibuatnya kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polri itu sebelumnya telah
diterapkan dengan baik pada Lembaga Administrasi Negara oleh Awaloedin. Jadi bisa
dikatakan bahwa pada saat moment opname itu Awaloedin sedang menyerap informasi dari
lingkungan disekelilingnya. Ketika sedang melakukan moment opname itu, sebenarnya

Awaloedin sudah memiliki kerangka pemikiran tentang Pola Dasar Pembenahan.

sepagarmana telah dijelaskan oleh Kedua mantan ajudan Awaloedin vaitu Pamudyt RS dan

“ Sebagaimana diceritakan oleh mantan ajudan Awaloedin, Mayjend. Pol (Pur) Drs, Pamudji R. Sutopo S.H
terakhir menjabat sebagal Gubernur Akademi Kepolisian di Poln, sekarang anggota DPA (wawancara tanggal
17 Mei 1999) mengenai kegiatan sehari-hari Awaloedin pada hari-hari pertama menjabat sebagai Kapolri.
Bahkan karena seringnya rapat, para asistennya banyak yang mengeluh dan membuat pembicaraan di antara
mereka sendiri, misalnya rapat terus sampai tidak pernah melihat matahari karena mulai sebelum matahari terbit
sampai terbenam matahari. Kalau ada panggilan rapat maka para asisten cepat-cepat menanyakan kepada
Pamudji sebagai ajudan apa menu makan hari ini.
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- _ Gt_m_tur Aradi yang menj elaskan bahwa pada intinya Awaloedin sudah_ mempun‘;‘ai kerangka
: pem:klran mengenal Poia Dasar Pembenahan Polri. I\erangka pemlkiran tersebut Jjuga telah

_ diterapkan oleh Awaloedm di LANRI yang pemah dlplmpmnya

_HI A2. chi_}akan Dasar
heszakan PoIa Dasar Pembenahan Polri tidak muncul dengan serta-merta, akan tetapi
melalui suatu proses pengamatan yang sungguh-sungguh dan memakan waktu cukup lama
untuk memahami dan mengetahui akar permasalahan dalam organisasi Polri yang pada saat
itu dintlat kacau balau dan ruwet. Apa yang dihadapi oleh Awaloedin sebagai kapoin baru
nampaknya cukup berat karena berbagai masalah yang menyelimuti Polri. Tugas yang berat
ini diakui oleh Awaloedin sebagai berikut;
Tugas yang saya emban sebagai pimpinan tertinggi Polri di penghujung tahun 70-an
adalah membenahi Polri dan mengangkat citra Polni yang sangat rendah ketika itu,
Ditambah lagi tugas pokok Polri dan tugas pokok angkatan prang maupun tugas pokok
antara penegak hukum lainnya telah menjadi kabur. Banyak instansi yang mengklaim diri
sebagai yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan. Ini

menimbulkan kebingungan di lingkungan masvarakat dan citra Polri semakin luntur.
(Awaloedin, 1995)

Masa-masa awal sebagai Kapolri yang dilakukan oleh Awaloedin adalzh menyerap
sebanyak-banyaknya informasi dan mempelajari segala hal berkaitan dengan organisasi yang

dipimpinnya, sebagaimana dikatakannya bahwa:

Setelah saya jadi Kapolri , saya tak berpretensi bahwa saya ahli. Waktu baru masuk,
saya mendengarkan apa yang dikemukakan semua staf saya. Semuanya. Waktu saya
masuk berbulan-bulan saya belajar dari bawahan saya. Apa yang telah dikerjakan
mereka. Di Mabak, saya masuk jam empat pagi. Berbulan-bulan. Satu persatu asisten

* Kedua mantan ajudan ini telah diberitahu oleh Awaloedin sendiri mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri
bahwa Pola yang sama telah diterapkan dalam lembaga LAN-RI yang telah dipimpin oleh Awaloedin,
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‘saya ‘tanya. Saya hanm mendengar dan bertanya, tanpa berkomentar. dulu. Tak ada_
penga{’ahaq duin ﬁpngor dan tanya hanun ho' \r-::nn- f-ﬂ.‘_je lag {Vornn Qon

s, 1
et u.su._} R n_ru K Mpiciay, &7 L f

héi .im_' Awa!o;:d;n mengatakan bahwa “Setelzh sekian bulan dan saya mulai paham, saya
perintahkan apa vang harus dikerjakan para anggota Polri. Saya kan sudah punya gambaras
Saya rumuskan pola pembenzhan Polr. Pada Japuari 1980 keluar buky saya yang
pertama."(Kompas, 1992)

Penyusunan kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polri melibatkan beberapa personil yang
dianggap menguasai benar bidangnya. Awaloedin mengatakan bahwa “Saya ikut sertakan
seluruh pejabat teras Mabak dengan inti para perwira menengah yang muda-muda sebagai
pokja (Kelompok Kerja). Sekaligus kaderisasi secara tidak langsung.perwira menengah
tersebut  berpangkat kolonel Polisi yang memahami bidang tugasaya™.  Kebijakan
pembenahan secara menye]uruﬁ dalam tubuh organisasi Polri nampaknya merupakan
keharusan mengingat kondisi Polri yang menurun citranya.” . Menhankam/Pangab selaku

pimpinan juga memerintahkan dan memberi petunjuk langkah-langkah perbaikan Polri.

Kapoliiscbagai bawaham Pangab selalu membern perhiatian dan wajib melaksanakan perintah

& Hasﬂ wawancara dengan Guntur Ariadi tanggal 14 Juni 1999 dan Pamudji B Sutopo tanggal 17 Juni 1995,

*2 Tim inti inilah sebenarnya yang bekerja keras menyusun konsep kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polri. Tim
ini dinamakan juga tim bayangan karena para pejabat teras (asisten) Kapolri yang ada di Mabak tidak
sepenuhnya bekerja dengan baik untuk mewujudkan Pola Dasar Pembenahan Polri. Untuk menjaga
kelangsungan penyusunan kebijakan tidak macet ditengah jatan maka dibentukiah tim bayangan,
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Paﬁgab.ﬁ Amanat-amanat dari Ménh_gnkam/_[’angab _ _dan Presiden dipakai sebagai pedoman
. untuk _melakukah upaya pambezzahan'_secé'r_a men}?éluruh.dalam tubuh Polri (overall reform).

. 'Mengenai hal ini Awaloedin mengatakan bahwa: -

- Amanat—amanat dan p1mpman tersebut selalu saya bawa kemana saya pergi, temtama _ o
i dalam set;ap kunjungan kerja saya ke berbagai. daerah. umuk memberikan pefunjuk- =
L -_petunjui\ yang jelas menentukan langkah-langkah yang tegas yang harus saya ambi} -

. selaku pimpinan Polri. Tantangan cukup berat, yaitu membenahi Polri yang sangat

- kacau sekaligus memngkatkan citra Polri dalam masa jabatan saya. Berangkat dari

: pctun;uk-petun;uk di atas. Berarti saya harus meiakukan overall reform di tubuh
kepehszan (Awaloedm 1995) :

Setelah mengka)l permasalahan yang ada dalam organisasi Polri, menurut Awaloedin ada
empat masalah yang mendesak untuk ditangani yaitu ;>
Pertama, pembenahan diri dalam segala bidang sebagai sarana utama agar
mampu melaksanakan tugas pokok Polri. Kedua, meningkatkan kemampuan
dan ketrampilan di bidang teknis profesioan! khas kepolisian. Ketiga,
mengembalikan wibawa Polri dan memperbaiki citranya dan keempat,
memantapkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat.

Pembenahan yang ingin dicapai dalam Pola Dasar Pembenahan Polri adalah
pembenahan yang menyeluruh (overal! reform), bertahap dan berkesinambungan. Oleh
karena itu, nantinya, diharapkan Kapolri berikutnya harus menjabarkan lebih lanjut kebijakan
56

tersebut.™ Pembenahan menyeluruh yang dimaksud meliputi bidang: Tugas Pokok, Fungsi

dan Peranan Polri; Organisasi; Personil; Hubungan dan Tata Cara Kerja; Logistik; Keuangan;

Pengawasan:; dan tain=iaii,

* Dalem wawancara dengan Guntur Aradi dan Pamudji R. Suiopa dipem{eh informast behws kondisi ciira
Polri yang terpuruk tidak terlepas dari keterlibatan salah seorang Deputy pimpinan Polri di bawah Kapolr
W:dodo Budidarmo dan beberapa oknum pimpinan lain yang terlibat kasus Korupsi.

* Dalam buku Pengalaman Seorang Perwira Polri, Awaloedin meagutip amanat-amanat yang diberikan baik
oieh ‘-Aenhankanﬂpangab maupun Presiden mengenai Polri, hal 208-209.

Kompas, 22 Agustus 1979,

* Hasil wawancara dengan Awaloedin Djamin tanggal 12 Juli 1998.
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- Beberapa masalah yang perlu penanganan adalah peningkatan pandangan dan

. ‘pengertian masyarakat terhadap Polri agar mereka lebih mengenal dan faham mengenai

seluk-be_]uk Po!r.i. Sementara itu dalam orﬂanisasi Poiri sendiri diperlukan pembenahan yang

- lebth mienszf agar para pbrsorleinva dapai tampd denﬂan citra yan Jauh lebih _bai.k.57

Bﬂa dx gambari\an dalam quatu baéan adalah SGOaE{al benkut

' Baga_n 2. Pola Dasar Pembenahan Polri

Ku [Mat/Logistik | Hub/Tata Personil Susunan Tugas Pokek
: Cara Kerja Oreanisasi
| standart *Tata cara kerja: | Kemamp | Mabes Polri Diatur oleh
sasi sesual -Veruikal teknis prof U &
Tugas -Horisontal Opsnal/ Kodak PertiU-an
< Pokok -Diagonal Bin pada Lainnya
g |Juk | Unsur2 *Hub keluar dg | tempat yg Kowil mis;
- |Bin | Polri instani2 lain tepat dlm -Ul. 13/61
'f Ku | & Ormas yg ber | waktu yg Kores -HAP Baru
2 Perora hub dg wipok | tepat -Disb.
£ ngan Polri Kosek
Pos Pol

Pola Dasar Pembenahan Polri yang akan

diterapkan dalam organisasi Polri ini

sebenarnya sesual dengan strategi dasar penyempurnaan aparatur negara RI yang pada

hakekatnya bersifat universal, dan merupakan satu keseluruhan dan saling berkaitan.*

Bagian-bagian yang ada dalam organisasi dipandang sebagai komponen-kemponen yang

satu sama lain saling berkaitan dan tak terpisahkan dalam satu sistem menuju satu sasaran

terlentu yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Kekurangan atau tidak bekerjanya

satu komponen saja akan mempengaruhi pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan. Oleh

Rarendnya - permbenahian ™ Haras - ditakukan secars mienyeltrih térhadap sémua kKomponen

sistem,

Mabes Polri, Sefengah Abad Mengabdi Memperingai Hari Bhayengkara Emas, Jakarta 1996. hal, 32

"% Mabes Polri, Pola dasar Pembenahan Polri, No Pol. SKEP/02/1/1980. Jakarta, hal. 19
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Ibei}aLan vang tt,rtuang daiam Pola Dasar Pembu}ahan Polri ttu berupa Letentuan—

e '_ ketentuan pokok dan garis-gaﬂs besar Untuk melaksanakan keblja!\an tersebut pa,riu disusun

- 'kebl akan lam yano ieblh opurasmnal sebag‘u pc,mabaran Pola Dasar Pc,mbt:naham Polri.

: "_E\ebl_gai\amkebl Jakan lam se‘uaoai pcmabaran Pola Dasar Pembenahan Polr; antara lain ada[ah

':.' d;suqunnya nzam;a/s* ( prosedur Ler;a yang bisa dxpaixal sebaga: bu}\u pedoman RLI}a) oleh- _'

_ pmlpman masmg—masmg fung51 d1 imgkuno"an Po!r;

HIA.3. Operasionalisasi Kebijakan
Operasionalisast kebijakan vang dimaksud di sini adalah penjabaran suatu
kebijakan kedalam kebijakan yang lebih operasional sifatnya. Berbagai kebijakan telah
diambil sebagai pelaksanaan kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polri. Berbagai kebijakan
yang bersifat operasional tersebut mencakup semua bidang sebagaimana yang digariskan
dalam Pola Dasar Pembenahan Polri. Pelaksanaan daripada pembenahan Polri dilakukan
secara bertahap dan “sambil berjalan terus” sesuai dengan skala prioritas yang digariskan
untuk mencapai sasaran-sasaran jangka pendek, sedang dan panjang.(Mabes Polri, 1982).
Pelaksanaan kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polri dimulai dengan disusunnya
" berbagai kebyjakan lain sebagai implementasi kebijakan dasar tersebut. Beberapa
diantaranya adalah:

- Buku saku untuk para Kapolsek, merupakan buku panduan di tingkat Kepala

KepolistanSekior yang menjadi qung 1omibak pelaksanaan operasional Pl

Stra{e&s dasar penyempurnaan aparatur negara RI ini merupakan hasil pemikiran Awaloedin Djamin yang
cukup lama teribat dalam tim penyempumaan aparatur negara sebagai ketua, staf ahli Men Pan dan pernah
menjadi Ketua LAN RL
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S Bukusa}xu untuk para té_gjta.ma yang masa -péndjdikannya dianggap kurang,
B ._g;_e.i._ii::.lggz.i:bagi_tamt_amayéng gudah _I.u_I.:us di_bﬁ*&aii bukﬁ saku l.neng_e'nai kep(.)lis_i.a_n

. untuk ;iié_@mbah pengéiah_ﬁéll te_ntang lketram;.)ih.a_ﬁ_kqﬁlqiils.i_an_ﬁo

: ;..;.."Per_.iyzfisi._g;}ah_maéuaf sfa'ﬁg ké;ﬁt&dian.di.seb_ut. Jukia‘vj uklak dan jpknis—jﬁknis tentang

-_-fg_n'gs_i_-fun'gs'i_ -_sepéﬁi- 'Int_e}i_j;m_ -'Kepo_}sjan,-_.}{esér'_sea- -Laiumljmas,-_Bj_mmas .Po]rjg

 masalah Logistik, Personil Polri dan lain-lain®' Manual ini dimaksudkan sebagai

: 'pado.m.a:n': bagi para anggota masing-masing fungsi untuk melaksanakan

R pe:!::érjaaﬁnya sesual prosedur. —

Beberapa buku dan manual di atas adalah beberapa contoh kebtjakan (produk) tertulis

yang dibuat oleh pimpinan Polri untuk meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme
.a.nggo_ta_Polri dalam melaksanakan tugas.

: .:Kebijakan_-kcbijakan lain misalnya di bidang pendidikan. Pendidikan bagi Perwira
Poln yéng diambil dari sarjana dinilai kurang mateni pelajaran kepolisiannya. Hal ins
dikarenakan mereka dididik secara gabungan dengan tigat angkatan (Angkatan Darat,
Angkatan Laut, Angkatan Udara) di Lembang Bandung. Setelah dilantik menjadi perwira
tanpa dibekali pelajaran kepolisian yang memadat, mereka langsung terjun di lapangan.
Padahal sesuai undang-undang (KUHAP), para perwira Polri sejatinya adalah penyidik, oleh

karena itu mereka harus mendapat pelajaran kepolisian lebih banyak. Untuk itu Awaloedin

“ Menurut Awaloedin pendidikan tamtama Polri yang hanya empat seperti pendidikan tamtama angkatan

perang kurang memadai sebab wakiu empat bulan tersebut sudah habis untuk latihan dasar mititer dan latihan
fisik sedangkan pengetahuan kepolisiannya sangat minim sekali. Di masa Awaloedin menjadi Kapolri
pendidikan untuk tamtama diperpanjang menjadi enam bulan. Buku saku dibuat untuk membekalt para tamtama
yang terlanjur hanya dididik selama empat bulan. Buku saku int memuat secara rinct dasar-dasar pelaksanaan
tugas bagi para prajurit Polri.

& Awaoedin Loc. Cit. ,, 1995. hal.213.
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memerintahkan para perwira Polii ini dinventarisir kembali dan dipanggil untuk mendapatkan
_.pe_ndidikan tambahan tentang dasar-dasar kepolisian selamé:tiga ﬁulan di Sukabumi, &
. Sejumlah . kekurangan yang dialami Polri _untt_;k_‘ melaksanakan tugas operasional
_sehari-hari pada masa Awaloedin secara bértahap &iiénﬂkapi Misalnya alat komunikasi yang
ada di polsek, Lendaraan bermotor, senjaia kapal dan mob;l pairoh dan he]zkopier Am},aran :
.kepohsmnpun juga dlx;azkkan sangat pesat. Dari empat milyar (1979 1980) menjadi 19, 2
miiyar (1980 1981) dan naik lagi menjadi 65 milyar di tahun 1981-1982, Dengan peningkatan
anggaran ini penampilan secara fisik postur satuan-satuan maupun para prajurit Polri secara
bertahap dapat ditingkatkan, sebagai contoh pembenahan kantor-kanior polist, asrama-
asrama, standarisasi seragam polisi sabhara dan polisi lalu-lintas baik uniform, helm maupun
kendaraannnya,

Untuk meningkatkan kemampuan teknis profesionalisme khas kepolisian diadakan
pengiriman perwira-perwira Polri untuk dididik ke luar negeri melalui program kerjasama.
Beberapa diantaranya kerja sama dengan Bundes Kriminal Amt (BKA) Jerman di bidang
reserse (dikirim 25 orang). Untuk pendidikan reserse di dalam negeri diadakan peningkatan
fasilitas Pusat Pendidikan Reserse Polri di Mega Mendung Jawa Barat. Untuk memperdalam
masalah lalu-lintas dikirim 20 perwira ke Jepang. Sedangkan khusus bidang manajemen
kepolisian dilakukan kerja sama dengan Inggris agar bisa belajar di Bramshill Police College

di Bramshill. Menurut Awaloedin, pengiriman perwira-perwira Polri belajar ke luar negen

mutlak-ditakukan-untulk meningkatkanpengetaian dan protesicnalisme Polr.

Dt dalam negeri, para perwira Polri vang ingin meningkatkan pendidikan jenjang

sarjana dalam bidang ilmu kepolisian bisa masuk Perguruan Tinggi IImu Kepolisian (PTIK).

62 Op. Cit. hal. 214




'_Pada masa Awa]oedm menjadl Kap()}n status PTIK memperoleh Leje}asan yaJ\m bahwa
_dalam b;dang akadem:k PTIK dttempatkan di hawah pembmaan Unlversnas Indonesm (un.

Berkaltan denoan dlperoiehnya dana baoi pembanounan Polr; terutama dana bantuan

o :-luar neoen pada tahun 1980 dalam rapim ABRI di Pckanbam Riau d;teoaskan bahwa Polri

e fdapat duLutsertaLan daiam program Lerja smna IGGI dan ker}a sama tel«.ms antara"'-- e

.pemermtah Indones:a denga.n negara laln Sejak itu Polri masuk dalam ° buku biru” (B!z:e
quk_)-nya_ Bappgna;. : Dampak positit masuknya Polri dalam program kerja sama di atas
adalz%lh_ m_ﬁ]ai mengalirnya bantuan dari negara lain kepada Polri.

Pada masa kepemimpinan Awaloedin, kejahatan regional maupun internasional dirasa
terus meningkat. Untuk itu perlu antisipasi sejak dini. Menurut Awaloedin, kerja sama
i{epoii_sian dengan negara lain dalam wadah Interpol harus ditingkaékan dan diefektifkan.
Padé sidang Interpol ke 49 pada tahun 1980 yang diadakan di Filipina para Kepala Polisi
Negara-negara di Asean mulai membicarakan kemungkinan membentuk wadah ké:ja sama
kepolisian Asean. Awaloedin dengan demikian merupakan pemrakarsa lahimya Aseanapol.
Aseanapol in1 perlu dibentuk karena dirasakan kebutuhan kerjasama yang lebih erat antara
kepolsian Asean selain upaya preventif dan represif dan dalam rangka pertukaran informasi
meupun pengalaman atar kepolisian Asean.

Mengingat terbatasnya jumlah anggota Polri dibanding dengan jumlah penduduk

sangat timpang sedangkan anggaran biaya untuk menerima anggota Polri baru terbatas ada

pefiikiran Untuk menggalang partisipasi masyarakat dafam menciptakan kamtibmas. Untuk
itu Awaloedin mencanangkan sistem Kamtibmas Swakarsa termasuk sistem keamanan

lingkungan (siskamling). Pola ini disusun dengan jelas untuk daerah pedesaan dan daerzh

8 Loc. Cit, Awaloedin , Hal. 217,
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puhotaan unm}\ kawasan pemuk;man dan. hngkungan usaha serta perkantoran Meiaim SK -

__Ixapoln tanagal sO Desember 1980 Awaioedm membentuk Satpam (Satua.n Penoamanan)

Pada tahun }981 ditetapkqn UndanO-Undano Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kltab

Undancr-Undanﬂr Hukum Acard Perdata Polri mcmpunym peranan dalam membenkan

' .'_masukan men&cnaz mater; yang diatur dalam undang undang tersebut Poln sangat e

berkeper;tmgan dengan terbentuknya undang~undang ini karena d1 daiamnya Jjuga meﬁgatur
: t_en_tang_ kewet_l_angan penyidikan yang dimiliki ol_ch Polri. Awaloedin sgbagal kapolri_sangat
: 1ﬁ¢ﬁar_uh pe_fhatian terhadap kejelasan mengenar penyidikan sebab menurutnya wewenang
peﬂyidikam adalah wewenang “melanggar hak azasi manusia secara sah”, karena itu harus
jelas pengaturannya dalam undang-undang(Awaloedin, 1995) Sebelum diatur dalam
KUHAP wewenang penyidikan diatur dalam HIR.. Pada masa berlékunya HIR tidak ada
kejelasan wewenang mengenai lembaga mana yang bisa menahan dan menangkap, seperti
polisi, Hansip, anggota Koramil, polisi pamong praja dan jaksa.

Untuk menyamakan persepsi di kalangan anggota Polri, Kapolri menginstruksikan
stafnya untuk menyusun suatu pola penanggulangan kriminalitas. Pola Penanggulangan
Kriminalitas ini memuat cara dan strategi penanggulangan kriminalitas secara terpadu dalam
arti melibatkan unsur-unsur lembaga lain selain Poirl dalam upaya penanggulangan
kriminalitas.

Scbagal sarana monitoring pelaksanaan Kebijakan Pola Dasar Pembenahan Polr

nitakapada-periodeterteriva (Satu; dud dar empat EhuR) disst Taporan pelaksanasn Pola
Dasar Pembenahan Polri. Laporan fersebut dipertanggungjawabkan oleh Kapolri di depan

Menhankam/Pangab ABRI oleh Kapolri




- ._Hi ﬂ Anailsxs Keszakan Kapair: Awainedm Djamm

Suatu kebuakan bxsa dlkatakan balk apablla tf:lah memeuuhx beberapa pcrsyaratan

':;_"antara ialn 'a/arlf7 akan diulas dlS!I‘ll adalah masa]ah konsxstens; dan 1mplement351 Suatu_'._ S

-::-':_:f}_'._-_-lis.ebgakan blsa dxkatakan mempunya; konmstensx apabﬂa antara kebi}akan dasar yang teIah'--__:.-j_.- L

' djtetapkan dan kebljakan operasxonal d1 bawahnya tldak terjadz penyzmpangan dalam aru

o -_tatap__d_ala_m jalur kﬁ_bga_!_can_ yang tc}a_,h_ di_pu_tuskan d_alar_n _kebajakan d_as_ar._ __I_mple_m_entasx

| be)r_z.iﬂi. pglak.s_a.m_fai,ép dan _ﬁpa yéng telah _ditet_épkan dal_am_ kebijakan dasar. Kebijakan dasar
:yahg.mési.h bersifat kons_epsioﬁa] dan hanya mencakup garis-garis besar.kebijékan harus
' dgabarkan }agl ke daiam kebgakan—kebgakan yang lebih operasmnal

K.apolrl sebagaz seorang pejabat pubhk memtliki kcwenangan untuk membuat suatu
-kebijékan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Mengingat tugas pokok polisi antara
lain adalah alat negara penegak hukum terutama di bidang kamtibmas maka kebijakan yang
ditetapkan Kapolri bisa disebut sebagai kebijakan kriminal sepanjang mengatur tentang
penindakan kejahatan dan penegakan hukum. Disamping ity ada juga kebijakan intern
organisasi karena Kapolri adalah pemimpin organisasi Polri.

Berkaitan dengan pembuatan kebijakan, menurut perspektif publik proses penyusunan
suatu kebijakan (publik) harus benar-benar mendengarkan atau memperhatikan kepentingan

atau kehendak publik. Sebagaimana dikemukakan Adrianus E. Meliala dalam kumpulan

tubisannya banwa perspektit publik mehhat suatu mstitust publik sebagar representas
kemavan publik untuk turut mengusshakan tercapainya keseimbangan pada saat terjadi
dinamika publik. Publik dalam hal ini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan

bagaimana dirinya seharusnya diatur. Termasuk pula saat menyerahkan sebagaian hak dan
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~kewajibannya kepada entitas yang bertugas menyejahterakannya yakni negara (the siate).
.'-'(Adzrianus, 1999). Dengan demikian berarti Polri sebagai salah safu alat (institusi) negara
. penegak hukum, dalam pengambilan kebijakan harus mendengar aspirasi publik bukan
' kepentingan pribadi Kapolri bahkan kepentingan organisési Polri.
o Ha_]_ip;' Iﬁengi_ngat masyarakatlah yang menjadi obyek ke_bijaka_n te;sebut sékéligus :
m.e.ngik.z;lt dan meﬁ_gétﬁf anggota masyarakat untuk mematuhinya. Yang harus disadari oleh
pejabat publik termasuk Kapolri bahwa kebijakan yang dibuatnya mempunyai dampak
kepada masyarakat. Bisa dibayangkan akibat dari satu kebijakan yang tidak didasari
kepentingan publik, yakni bahwa selain kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang
diharapkan juga merugikan masyarakat.

Menengok proses penyusunan kebijakan Pola Dasar Pembcnahén Polri (sebagaimana
telah diuraikan pada bagian terdahulu) bahwa dilatarbelakangi  adanya penilaian
Menhankam/Pangab terhadap citra dan wibawa Polri yang menurun. Menhankam/Pangab di
sini sama dengan Kapolri, dilihat kedudukannya sebagai salah satu pejabat publik. Bisa
dikatakan di sini bahwa penilaian yang dilakukan oleh Menhankam/Pangab adalah
representasi penilaian masyarakat. - Apabila penilaian ini ditanggapai oleh Kapolri dengan
menyusun suatu kebijakan yang merupakan respon atas penilaian tersebut untuk memperbaiki
organisasi yang dipimpinnya berarti bahwa disusunnya kebijakan tersebut didasarkan atas

tekanan publik, bukan atas kehendak Kapolri sendin.

Bite-disimak-{ebitrdatam~Pola- Dasar Pemvbenalian Pols adalaf kebijakan intemn
organisasi yang disahkan oleh Kapolri. Kebijakan tersebut dimaksudkan untul memperbatki
dan meningkatkan penampilan kerja polri agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi tiap-tiap bidang dalam menjalankan tugasnya dipecahkan dan
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dj_tegéskan lagi tugas dan kegiatan vang harus diiakukan. Tugas dan kegiatan yang dilakukan
-d:i_;da_sarkan pada tujuan yang hendak dicapai,

A - Sebagai kebijakan intern organisgsi, Pola Dasar Pembenahan Poiri_ti_dak _me_nganciung
. ﬁﬁgu;_aimensi pénindakan kejahatan dgn_ penegakan hgkum. Awa!ot_:dir_l nampaknya memang

--_-méﬁyadan’ seﬁa‘t_aréuhnya bahwa akar masalah yaﬁg ada berasal dari personil polisi. - yang

kura.n_g. profesional dalam menjalankan tugasnya dan ketrampilannya rendah. Oleh karenanya
yang harus dibenahi dan diatur kembali adalah organisasi untuk menyiapkan personil dalam
rangka memenuhi harapan masyarakat dan mengurangi kejahatan.

Kapolri sebagai pimpinan salah satu institusi yang diberi kepercayaan oleh publik
untuk menjaga kamtibmas dituntut untuk mewwjudkan kamtibmas itu sendiri. Caranya
adalah dengan membuat atau menyusun satu kebijakan yang mengatﬁr mengenai cara-cara
untuk secara minimal mengurangi atau menanggulangi kejahatan, karena pada dasarnya
kejahatan tidak akan dapat dihilangkan. Cara-cara tersebut menyangkut strategi, teknis dan
bahkan taktis yang harus dilakukan polisi untuk menekan terjadinya kejahatan. Yang tidak
kalah penting adalah kebijakan bagaimana mencegah terjadinya kejahatan baik itu secara
perorangan maupun kelompok. Selain itu  harus ada pula kebijakan yang mengatur
bagaimana mendorong potensi masyarakat untuk ikut dan bekerja sama dengan polisi
mewujudkan kamtibmas di lingkungan masing-masing,

Berkaitan dengan dimensi penindakan kejahatan dan penegakan hukum dalam rangka

raengantspasi perkembangan kejahiaan yang tenadi, Awaloedin menyusun suatu kebijakan
“Pola Penanggulangan Kriminalitas” yang berbentuk buku. Kebijakan ini merupakan
pedoman bagt anggota Polri dalam rangka menanggulangi kejahatan yang terjadi. Kebijakan

ini mengatur mengenai tugas dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka
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penindakan kejahatan dan penegakan hukum. Pola Penanggulangan Kriminalitas disusun
berdasarkan instruksi Kapolri. Instruksi tersebut didasarkan pertimbangan antara lain bahwa
pér}cembangan kriminalitas secara kualitas dan kualitas cenderung meningkat, dan keresahan
E 1ﬁas§afa_kat vang meningkat. ** |

| o --:;Euk_u Pola Penanggulangan Kriminalitas- memuat pertama tentang gambaran
kriminalitas di Indonesia dengan menyajikan keadaan pola kejahatan (crime pattern) yang
terjadi di Indonesia (berdasar time series data 1970-1980), kecenderungan kejahatan (crime
trend), angka kejahatan (erime rute), angka penyelesaian kejahatan (clearance rate) dan
waktu kejadian kejahatan (crime clock) pada periode tertentu dan wilayah tertentu. Kedua
Penangguiangan Kriminalitas dan terakhir Polri dan Stabilitas Nasional.

Di samping itu pada masa Awaloedin menjadi Kapoln telaﬁ ditetapkan kebijakan
tentang proses penyidikan tindak pidana berbentuk buku Himpunan Juklak dan Juknis
tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Himpunan Juklak dan Juknis mengenai Proses
Penyidikan Tindak Pidana ini berisi petunjuk—petunjuk mulai dari proses penyidikan tindak
pidana sampai dengan pra peradilan.

Juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana ini disusun sebuah tim yang
ditunjuk oleh Awaloedin berdasar Surat Keputusan Kapoln No. Pol. :SKEP/04/1/1982.
Penyusunan buku petunjuk ini dalam rangka penerapan KUHAP ke dalam pelaksanaan

penyidikan. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP scbagal pengganti HIR, mengatur

mengenal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ofeh polisi, Tebth menghargai hak-hak
tersangka.
Kebijakan Pola Penanggulangan Kriminalitas dan Himpunan Juklak dan Juknis proses

penyidikan merupakan contoh dalam perspektif publik, kebijakan yang mempertimbangkan

* Mabes Poldi, Pola Penanggulangan Kriminalitas, Instruksi Kapolri No. PolIns/17/VI/1982.




E _' -unsur esen51 I\ebuakan pubhk dan seka]zgus mmgandung dmenm penmdakan I\ejahatan clan o

o penegakan hulxum

o Kebgakan yano te!ah dtambil oieh Awa!oedm setdah ditetapkannya kubijakan Pola

| '.""'*Dasar Pembenahan Po]rl ada}ah dzbentuknya Satuan Penoamanan (satpam) Pembentukan. o

o ....'_;.:."'_'-satpam 1n1 dldoronc oleh beberapa kond151 pertama anggaran bnaya Poln Vang terbatas untuk - .

| menambah sumber daya manusia, kEdua mcnggalang Paﬁlslpm masyarakat dafam sistem - o

- .'__I\.amtlbmas Swakarsa termasuk keamanan Imekungan (szskamhnO) Setelah mengadakan
per.le];t;a.n .serta stud; .pf.:rbandmoan Awaloedin sebaoaz ﬁéng,gagas sistem tersebut
membentuk satpam dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 30 Desember 1980.(Awaloedin,
1995, Hal 239) Faktor lain yang mendorong dibentuknya Satpam adalah adanya beberapa
“pémséh_aan” yaﬁg menye\vakan tenaga satpam kepada yang meme‘rlukan. Dikhawatirkan
“perusahaan” seperti ini berkembang seperti Mafia dan Yakuza di Amerika tahun 30-an yang
“memberikan jaminan keamanan” kepada pihak yang memerlukan dengan imbalan tertentu.
Kapolri bersama Pangkopkamtib waktu itu menyarankan agar “perusahaan-perusahaan”
satpam yang demikian dibubarkan Kedua penyewaan tenaga satpam dari “perusahaan
satpam” tidak menanamkan kepada yang berkepentingan bahwa keamanan adalah tanggung
jawab  merecka dan sebaiknya mereka mengamankan perusahaannya  dengan
orang/pegawatnya sendiri. (Awaloedin, 1999, Hal. 178).

Bila dilthat dari kaca mata perspektif publik, kebijakan Kapolri membentuk satpam

tir-sebenarmyaberart-mengikutserakan publik dalam memikl tanggung jawab sebagai
penjaga kamtibmas. Padahal, sebenamya, institusi publik dalam hal ini Polri telah diberi
kewenangan dan kepercayaan oleh publik. Publik yang sudah membayar pajak kepada

negara, yang antara lain untuk membayar gaji polisi, di sini berarti harus pula menanggung
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--b_cbah menjaga kamtibmas. Walau kepentingan publik dalam kt:bijal_;an kniminal
émbgnﬁukan satpani nampaknya dikedepankan, namun sebenamya_masyarékat 'dibe_bani
un_tu_k ik_uf bertanggt;ng Jawab dalam terwujudnya kamtibmas. .
' Kebijakan kriminal lain yang telah diambil oleh Awaioedi_n antara lain:
2 3 :_:Kc_ia.ija}gaﬁ.-m'gmﬁ_uat buku panduan_.untuk para Kapolsek |
b. _Kébijékan rﬁernbuat buku saku yang berisi dasar-dasar pelaksanaan tugas bagi para
témtama. Poln
¢. Penyusunan manual yang disebut jukiak-juklak dan juknis-juknis untuk masing-masing
bidang atau fungsi yang ada dalam Polri.
Ketiga kebijakan diatas disebut sebagai kebijakan kriminal mengingat ketiganya mengatur
bahwa secara langsung maupun tidak langsung, mengenai cara-cara y?mg harus dipedomani
oleh polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya antara lain menindak kejahatan dan
menegakkan hukum.

Pembentukan Aseanapol sebagai wadah kerja sama antara polisi negara anggota
Asean juga merupakan kebijakan kriminal. Hal ini mengingat latar belakang dibentuknya
Aseanapol antara lain adalah semakin meningkatnya kejahatan yang bersifat transnasional,
schingga untuk mengantisipasinya perlu diadakan kerja sama polisi antar negara-negara
anggota Asean. Perlunya diadakan kerja sama dalam jalur kepolisian (Interpol) mengingat

sislem hukum yang berlaku di negara-negara anggota Asean ternyata berbeda-beda.

Keveradaan Taerpol dan Aseanapol i memudahkan Polti unfuk meminta bantuan negara
lain untuk menangkap si tersangka yang telah berbuat kejahatan kemudian meloloskan diri ke
negara tersebut melalui jalur Interpol meskipun sistem hukum yang berlaku di kedua negara

tersebut berbeda.
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' :_._j__-Aﬁfaloe'din--adalah salah.'s:;itu-:pcmnikar_sa_' dibéz_lmknya-_ A_seanapol. 'M_elihat-ll__atar.' : o

e : b‘eliﬁxang pémbeﬁ_tqkaﬂh}’_a..-.:}rakni untuk . -ménanggulaﬁgi | kéj;i_hatﬁn._'yéﬁg _:b_ls‘-fsrfs_ifat_. B

o t;:a_ns'_ha_sjlo_nal, berarti b_a_hwa _kebij:akan_ ya_ﬁ_ig _:di_ambi] é;(iaiah jd_aia_lﬁ . r_a_ﬁgka mel_aksa:r_lla_kan

~tugas menindak kejahatan dan menegakkan hukum dalam skala yang lcbih luas (antar =~

o _' _Kébij_zikan_kebijakan yang diambil oleh Awaloedi_ri _jsa'ba;gai -K;ipalﬁ nampaknya lcb_ih_

mencei_m_inkan _atéu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman kedinasan
serta \Qama pribadi _(kebribadiaﬁ) dibéndingkan pe:.lgarﬁh-.pcngamh lain . seperti kendisi
sosial dan politik yang ada pada saat itu. Sebagaimana telah diuratkan di latar belakang
pendidikan pasca sagana diperolehnya di Amernka (gelar master sampai doktor) dalam
bidang administrasi publik. Sedikit banyak pendidikan barat yang ménjunjung tinggt nilai-
nilal ilmiah dan rasionalitas akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang
termasuk Awaloedin.

Kebijakan Pola Dasar Pembenahan Poln merupakan salah satu comtoh pilihan
kebijakan yang diambil Awaloedin yang mencerminkan latar belakang pendidikan sekaligus
pengalaman dinas. Dipilihnya kebijakan pembenahan secara menyeluruh terhadap organisasi
Poln yang dinilai menurun citranya dan bukan kebijakan yang lain sangat tergantung dan
cara pandang masing-masing Kapolri dalam melihat permasalahan yang sedang dihadapi.

Sebenamya  selalu ada pilihan cara yang dapat digunakan dalam memecahkan

masalah yang sedang dihadapi begitu pula dengan cara yang lebih disukai (preferensi).
Pilihan cara, misalnya, dalam rangka meningkatkan citra yang buruk bisa diambil langkah
memperbanyak pos pelayanan masyarakat di tiap satuan baik itu pos polisi, polsek, polres,

polwil, polda dan Mabes, atau cara lain menggelar operasi-operasi kepolisian untuk menekan
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L _penstma ke_]ahatan dakam rzmg,l\.a munank s;mpan pubhk atau deng,an Cara membentuk tim
atau, umt umt reaks1 cepat yang bisa bergerak menuju tempat perrstlwa kejahatan dengan_

cepat daiam ranoln mdayfim masyarakat dan lam~Ia:n Diantara berbaaal pihhan cara yano o S

_.fsebenamya tcrscdla mana akhlrnva yanﬁ lebih dlsukaildlplhh ini, tergantum pada faktor S

-_'-'-'--'_-antara Idm pengutahuan dan pengalaman dalarn dmas ]atar beiakang pendezkan latar. e

} '.'belakang budaya warna prlbach dan ia.m—lam

- Bila dilihat latar belakang pendldlkan yano dimiliki (sekolah di luar negeri
mcﬁperoieh geiar master dan doktor di bidang administrasi negara) dan pengalaman bekerja
sebciumnya (Ketua tim Pembantu Presiden untuk Penyempumaan Administrasi  dan
Aparatur Pemerintahan Negara, Penasehat Ahli Menpan, Ketua LAN RI, Menteri Tenaga
Kerja, Duta Besar) maka pilithan kebijakan yang diambil ketika rﬁemimpin Polri yakni
membuat Pola Dasar Pembenahan Polri, bisa diduga merupakan cerminan latar belakang
pendidikan dan pengalamannya.

Hal yang sama bila dilihat lagi semua kebijakan yang telah diambilnya baik itu
kebijakan intern organisasi maupun kebijakan kriminal. Pada kebijakan tersebut tercermin
bahwa pengambil kebijakan tersebut ahli di bidang administrasi publik. Salah satu contohnya

adalah penerapan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Pola Dasar Pembenahan Poiri.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan dibuat pertahun yang dibukukan dengan judul Laporan Satu

Tahun, dan Dua Tahun Pelaksanaan Pembenahan Polri. ® Sebagai scorang doktor di bidang

adirinistrasi publik Awaloedin memang sangat Menguasa bidang 1imunya dan diaplikasikan

dalam bidang kerjanya. Sebagai gambaran yang mendukung pemyataan tersebut, selama

* Setelah berupaya secara maksimal namun penulis tidak berhasil memperofeh Laporan Tiga Tahun
Pelaksanaan Pola Dasar Pembenahan Polri.
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~ masa Awaloedm menjadl Kapofn hampzr semua perangkat hma!\ (keblja}\an) yang

dlbutuhkan Polrx telah se!esaa dlbuat
Dalam hai gaya kepemlmplnan perilaku Awaloedin dalam memimpm oroamsam

Poiri Iebzh banyak men ambarkan tlpe demofi\ratlk Dalam rapat bersama staf mlsalnya

. --Zl-_-daiam proses pengamb:lan keputusan pam pembantu sejauh mungkm d;hbatkan Mempunyax; e

) ':kem__a__mpuaﬁ memimpin organ_isasx_secam efektif. Secara uwmum pen!aku yang ditampxlkan
ﬁaiam mcmjmpin -.Poln' banyak memenuht kriteria gaya kepemimpinan demokratik
sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahutu.

Faktor latar belakang pendidikan nampaknya sangat berpengaruh terhadap perilaku
dan sikap vang ditampilkan Awaloedin dalam memimpin Polri. Demikian pula pengalaman
dinas sebagai pimpinan dalam berbagai instansi pemerintah (misainya sebagal Menteri
Tenaga Kerja dan Duta Besar RI untuk negara Jerman) sebelum menjadi Kapolri sedikit
banyak juga berpengarub dalam pembentukan gaya kepemimpinan. Sedangkan wama
pribadi nampaknya muncul misalnya dalam memimpin rapat yang selalu dominan dalam

berbicara dan sering lupa memikirkan kepentingan anak buah.®’

Sebagaxmana diutarakan oleh Guntur Ariadi salah seorang mantan ajudan Kapolrt Awaloedin Djamin.
Sebaaazmana dikemukakan oleh kedua mantan ajudan /spri Kapolri Awaloedin Djamin.




CBAB IV

SRR GAMBARAN DAN ANALISIS o
'KEBUAKAN KAPOLRI KUNARTO(1991-1993)

N IVAKunarto Sebagai Kapol.ll'i . |
e -Kt_inar_io :diiuﬁj uk menjadi Kapolri ke 11 periode tahun 1991 — 1993 menggantikan M.
Saziuéi yang teiéi.l ﬁabis masa dinasnya. Mencapai karier menjadi pucuk pimpinan Polri
rﬁﬁ_ngkin tak peméh terbayangkan sebelumnya dalam benak Kunarto. Namun berkat
ketgkuna_.n dan prestasi yang baik dalam belajar dan bekerja yang senantiasa ditampilkan
dalam.setiap tugas diberikan, menjadi Kapolri bukanlah suatu yang muﬁtahil bagi Kunarto.

= | Ee_kal untuk menjadi seorang pimpinan Polri dipenuhi, ketika jenjang pendidikan di
lingkungan dan di luar Polri dilalui Kunarto dengan prestasi yang baik; antara lain di PTIK,
Seskopol (sekarang Sespimpol) dan Seskogab ABRI. Jalan makin terbuka bagi Kunarto
un;uk menjadi pimpinan Polri saat dipercaya menjadi Ajudan Presiden selama kurang lebih
tujuh tahun  (1979-1986). Sudah menjadi aturan tak tertulis (pada era Orde Baru) bahwa
Ajudan Presiden adalah jabatan “prasyarat” yang harus dilalui oleh calon pimpinan di
lingkungan ABRI

Setelah selesai penugasan sebagai Ajudan Presiden, Kunarto dipromosikan menjadi

Wakapolda Meiro-Jaya desngan pangkat Brigien Pol (1986, Rapoidd Suniatra Utra (1987-
1989) dan menjabat Kapolda Nusa Tenggara dengan pangkat Mayjen Pol (1989-1990).
Selesai bertugas sebagai Kapolda Nusa Tenggara selama 11 bulan, Kunarto pada tahun 1990

diangkat menjadi Asisten Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepala Staf Umum ABRI
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(Askamtibmas Kasum ABRI). Tepat tanggal 20 Pebruari 1991 Kunarto yang ketika itu
~ berpangkat Letjen Pol dilantik oleh Pré_siden Soeharto menjadi Kapolri.
| | Sctei_ah dilantik menjadi _:Kaﬁolr.i, Kunarto mengatakan belum mempunyai konsep
_'.'L;hu_su's perihal - kebijakan apa yang akaﬁ_ ditefapkan pada masa kepemimpinannya. Yang
: akan :d_ﬂai.{uka_n:-_:oieh_ Kunarto setelah serah terima jabatén sebagai’ Kapoln 'bar_ﬁ adé!ah
melanjutkan kebijakan pejabat lama, merubah kebijakan yang sudzah tidak cocok lagi serta
membuat kebijakan baru yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan
tugas.67

Sehubungan dengan itu, yang pertama-tama akan dilakukan adalah menghimpun
data awal mengenai semua masalah yang ada dalam Polri guna menentukan langkah-langkah
kebijakan yang diperlukan bagi pembangunan Polri. Kekurangan—kekurangan vang sclama
ini ada, menurut Kunarto, harus diketahui dan dipikirkan bersama guna diatasi melalui suatu
program kerja. Semua staf pimpinan Polri akan dilibatkan menghimpun data awal dan
menyusun kebijakan.®®

Menurut Kunarto, terdapat lima sasaran tugas pelayanan Polri yang akan dicapai
selama ia menjabat: Pertama, menurunkan angka kejahatan, Kedua meningkatkan angka
penyelesaian perkara, Ketiga menciptakan tertib lalu-lintas, Keempat meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat, Kelima menegakkan disiplin dalam tubuh Polri. Terakhir,

kelima, keberhasilan kesatuan-kesatuan Polri (Polsek, Polres dan Polda) yang nantinya akan

ditkurdan dinifal dari Kialitas pelayanannya terhadap masyarakat,
Diutarakan oleh Kunarto, bahwa selama 33 tahun menjadi anggota Polri, hampir 14

tahun lebih {a bertugas di luar lingkungan Polri yakni di jajaran Mabes ABRI. Ketika

%7 Angkatan Bersenjata, I Maret 1991,
 bid
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~ bertugas di luar lingkungan Polri itulah Kunarto mengamati bahwa banyak perilaku, sikap

_dan tindak tanduk polisi yang mengecewakan dan menyakiti hati rakyat, mlsalnya sxkap
Iaknya (eoI\ kuasa—pen)

Sciama bertuuas di Mabcs ABRI 1tu Kunarto baﬂyak menyerap dan menﬁamati

-_.tangg,apan orzmg yang bukan pOhSJ kemud:an ‘mengkaji. dan merenungkannya Kunarto :

mencenmat, manakah dar tindakan dan kebijakan Polri yang selama ini bf:rlangsung yang
harus dibenahi.

Pada saat Kunarto menjadi Kapolri, pada era tahun 90-an dinamika masyarakat
Indonesia telah ditandai oleh berbagai kemajuan sosial, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan
teknologi yang merupakan hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan sosial. Pada sisi lain
ternyata keberhasilan tersebut diikuti dengan makin meningkatnya kejahatan, Kejahatan
menampakkan wajah baru karena memanfaatkan peralatan canggih dalam modus
operandinya. Hal ini tentu saja makin menyulitkan tugas polisi dalam mengungkap kejahatan
tersebut. Tugas Polri semakin berat karena:*’

Kejahatan yang semakin meningkai, berupa:

-Jenis tindak pidana baru sebagai akibat dari modernisasi kehidupan
masyarakat .

-Kejahaian konvensional dengan taktik dan teknik yang semakin canggih
sesual  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
perkembangan masyarakatnya.

-Kejahatan di bidang ekonomi antara lain kejahatan: korporasi.

- Kejahatan dalam lingkungan profesi.

-Kejahatan yang berlingkup internasional seperti; narkotika, uang palsu,
perdagangan wanita, teronsme,sabotase akibal persaingan bisnis dan lain

sebagainya;
Dalam hal in1, Kunarto memiliki sejumlah konsep yng penjabarannya akan diuraikan

di bawah ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kunarto untuk mengantisipasi

%%Srena Polr, Pembangunan 25 Tahun Polri, Jakarts, Pebruari 1993. hal, 28,
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" menmgkatnya dmamﬂ\a kejahatan  tersebut dxantaranya adalah dengan menveienggarakan _

berbagal pertemuan studi dan pengkajlan serta serangkalan operasx strateg;s i\epohsizm

o IVAlVlSi %

Sebagalmana, telah dljeiaskan pada bagmn terdahu!u v151 menyangkut pandanoan

B Jauh ke depan mengenal tujuan yang akan dicapai oleh seorang pzmpman orgamsasz yang

sed_ang dapampm_nya. Dalam hal -ini Kunarto menginginkan terwujudnya polisi yang
profesional, berwibawa dan dicintai rakyat. Cara untuk mencapainya adalah dengan
mémben’kan pengabdian terbaik kepada rakyat. Pengabdian terbaik yang diberikan harus

ditanamkan dengan tekad yang kuat dalam sanubari setia anggota Pols.”

Dengan
'pgngabdian terbaik itulah Kunarto yakin semua tugas yang menjadi beban akan terlaksana
dengan baik.

Ketika mengetahui akan ditunjuk menjadi Kapolri oleh Presiden Soecharto, Kunarto
sempat ragu terhadap diri sendiri apakah mampu memimpin Polri karena sudah cukup lama
tidak bertugas di lingkungan Polri. Dalam keraguan itu Kunarto minta pendapat Presiden
Soeharto yang kemudian dijawab, “Untuk memimpin Polri itu tidak susah. Sebagai
pemimpin, asal kamu baik semua akan baik”

Setelah mendengar kalimat itu, Kunarto kemudian merasa ditantang oleh suatu

keadaan, bahwa “untuk menjadikan Polri itu baik harus berawal dari diri saya”.”' Ditambah

dengan pengalaman dan pengamatan pribadi sejak menjadi polist sampai diangkat menjadi
Kapolri, nilai-nilat yang berlaku dalam polisi yang diajarkan oleh para instruktur

terinternalisasi ~dalam diri Kunarto. Dari semua pengalaman dan pengamatan pribadi

7 Has:l wawancara dengan Kunarto tanggal, 18 Juni 1998
! Hasil wawancara dengan Kunarto, tanggal 12 Juni 1998,
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térsebut Kunarto merasakan bahwa Polri adalah jalan hidupnya. Oleh karenanva tidak
bérlebihan kiranya bila segala kemampuan dan hidupnya diabdikan untuk Polri. Rasa terima
k_asih_ dan tekad hidup itu kemudian dirumuskan dalam ‘kata-kata “Tekadku Pengabdian
Terbaik. ™" |

: i Dam sinilah awal mula munculnya motte Tekadku Péngébdian Terbaik yang dapat

dikatakan sebagai visi Kunarto dalam memimpin Polri.

IV.A. 2. Kebijakan Dasar
Kebijakan dasar yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan yang dijadikan pedoman

atau dasar untuk menerapkan kebijakan lain. Awal mula dintrodusirnya kebijakan Tekadku
Pengabdian Terbaik dalam kepemimpinan Kunarto adalah pada pen‘ng.atan ulang tahun Polri
ke-45. Kunarto dalam pidato sambutannya mengemukakan tema tema tersebut yang lebih
diposisikan sebagai semboyan dalam bekerja. Adapun tujuannya adalah untuk menanamkan
dalam sanubari masing-masing anggota Polri agar dalam bekerja benar-benar setulus hati
untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik dari segenap hasil kerja. Selanjutnva
dikemukakan bahwa:™

Tekadku Pengabdian Terbaik" mempunyai makna, suatu niat, keinginan atau

kemauan yang sudah kuyakini dan kupateri di dalam hati sanubariku, bahwa

aku harus mewujudkan niat, keinginan atau kemauan itu, yaitu melaksanakan

tugas kewajiban dengan penuh kepercayaan kepada lingkungan pekerjaanku,

termasuk kepercayaan kepada kawan-kawan sekerja dan atasanku, sesuai
dengan kemampuan yang maksimal, sehingga akan mendapatkan hasil vang

frraksinal puis

™ Hasil wawancara dengan Kunario tanggal 18 Juni 1998,

"Ibid. Lihat pula dalam Pesan-Pesan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
“kita harus sanggup mempersembahkan kerja keras dengan sikap rela berkorban demi Nusa dan Bangsa. Untuk
itulah kita harus mematok ikrar disanubari kita masing-masing;: "Tekadky Pengabdian Terbaik", hal. 27.
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Ungkapan imi -.'d.imakéudkan untuk menggugah dan mewajibkan Setiap 'i.'nsan
- Bhayangkara untuk mtmspeksx mem!al kembah apa yang te!ah dibenkaa olehnya untui\
'Poirl dan apa yang sebenamya dapat dlberlkan untuk PoIrl

Proses terbentuknya kebljakan TPT tldak sep{:rti lazxmnya suatu kebgakan yano

o :-.'_melajm beberapa tahapan atau sxkius kebijakan Terbentuknya TPT sebagazmana tei h._ _ :::_ S

| 'dlura1kan terdahulu, muncul dan proses pﬁngamatan pnbach tarhadap respon masyarakat
te_rhadap perilaku Polisi yang selalu mengecewakan serta internalisasi nilai-nilai yang
diajarkan para Instruktur pada saat dalam pendidikan Polri yvang dialami Kunarto. Proses
pengamatan dan internalisasi nilai-nilai yang dilakukan Kunarto tersebut diperkuat lagi
dengan komentar Presiden Soeharto terhadap pertanyaan Kunarto yang sempat ragu-ragu
ketika dipercaya menjadi Kapoln. Proses inilah yang pada akhirnya ‘melahirkan apa yang
disebut kebijakan TPT.
| Jadi proses ferbentuknya kebijakan TPT dan munculnya ide sampai dengan
ditetapkan sebagai kebijakan terjadi dalam pemikiran Kunarto sendiri tanpa melalai tahap-
tahap proses penyusunan suatu kebijakan. Kunario sebagai Kapolri menetapkan TPT sebagai
kebijakan tanpa partisipasi aktif dari staf pembantu Kapolri. Partispasi staf pembantu Kapolri
terlihat setelah TPT ditetapkan sebagali kebijakan dalam bentuk interpretasi penjabaran TPT.
Menurut Kunarto, permasalahan Polri perlu dan dapat dipecahkan melalui kebijakan

TPT yang salah satu penecrapannya adalah pendekatan kasih sayang. Pendekatan ini akan

mieriggantikan pendekaan kekerasan yang selama ini menonjol dalam penanganan tindak
kejahatan. Artinya, penampilan polisi yang selama ini identik dengan sikap-sikap keras dan

angker, akan dikurangi dan diganti dengan sikap-sikap yang ramah, terutama dalam




melayani masyarakat. Begitu pula peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat

akan lebih ditonjolkan.

TPT d_imanfaatkan oleh Kunarto sebagai sarana untuk mengetuk hati atau menggugah

B nuram tlap anggota Poirl agar benar—benar bekerja dan memberzkan yanw terballx semaksunal :

. mtmgkm untu}\ suatu pencrabdian TPT secara sengaja tldak dlmmuskan ataupun dgabarkan
dalam bentuk buku atau kebijakan tertulis yang sistematis karena khawatir akan menjadi
jargon yang kosong dan kemudian dilupakan seperti yang sudah-sudah. 7

Sebenarnya kebijakan TPT yang diintrodusir pada han Bhayangkara ke-45, 1 Juli
1991 itu merupakan salah satu tema kerja dalam tahap pertama dari tiga tahap konsep
pembangunan Polri, tahap kedua adalah Sukses Melalui Kebersamaan dan tahap terakhir
vaitu  Senyummu adalah Suksesku. Bila tahap kedua berarti -menghadapi masalah
dipecahkan secara bersama atau mencapai tujuan melalui kerja sama (Success frough team
work), maka sasaran pada tahap akhir adalah kepuasan masyarakat. Bila masyarakat puas
terhadap pelayanan Polri yang diwujudkan dalam bentuk senyuman, maka itu berarti juga

adalah keberhasilan Poin.

IV.A 3. Operasionalisasi Kebijakan
Operasionalisasi kebijakan di sini dapat diartikan scbagai penjabaran kebijakan dasar

menjadi  kebijakan-kebijakan yang lebih operasional sifatnya. Sejak dicanangkannya

Keoyjakan 111, maka semua kebijakan yang diambil oleh pimpinan selalu dijiwar atau
dengan kata lain merupakan implementasi kebijakan tersebut. Selama menjabat sebagai

Kapoln, berbagai kebijakan yang telah diterapkan Kunarto antara lain gebagai berikut:

™ Hasil wawancara dengan Kunarto tanggal 18 Juni 1998.
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Pertama, melakukan kunjungan kerja dan pemeriksaan fapangan ke Polres-Polres
: d.an_ Polsek di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk Iﬁéiih&t kenyataan kondisi personil
| .-p_{)l_i.s_i di lapangan dan bangunan fisik perkantorannya. K_unar_to berpendapat bahwa bangunan
3 ﬁsﬂ\ perkant_oran yang megah dan ruang-ruang kerja yang be'_:r.sih akan menimbulkan gairah
dan semangat Ler_] a'yang tinggi kepﬁda pegawainya. Peras’ﬁan bangga dalaﬁ .hati bila melihat
k_a_r;t_o; pol.isi yang megah dan bersih selanjutnya akan memunculkan semangat kerja. Untuk
me_wujudkan apa yang diyakininya, selama Kunarto menjadi Kapolri cukup banyak kantor
polisi yang dibangun dengan cara menggalang dana swadaya masyarakat. Di samping itu
kunjungan ke berbagai Polres dan Polwil juga dipergunakan untuk mengumpulkan data awal
kondisi di lapangan dalam rangka mencari masukan yang nantinya dijabarkan dalam
program kerja Pola Pembangunan Polri 25 tahun mendatang.75 |
Kedua, mengadakan perlombaan antar kesatuan-kesatuan kewilayahan setingkat
Polres untuk mengetahui Polres mana yang terbaik di seluruh Indonesia. Perlombaan ini
dilakukan dengan cara melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu dengan skor
tertentu. Perlombaan Polres terbaik ini adalah wujud nyata dari “tekadku pengabdian
terbaik™ untuk mengetahui apakah TPT tersebut telah dilaksanakan pada jajaran tingkat
bawah.
Ketiga, penerbitan secara berkala (setahun sekali ) buku “Polri dalam Angka” yang

dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan vang dialami organisasi Polri dalam bentuk

yang dapat diukur. Buku Poln dalam Angka benst informast dalam bentuk statistik
mengenal semua bidang-bidang yang ada di Pelri. Dengan demikian khalayak umum juga
dapat mengikuti perkembangan/kemunduran yang terjadi  dalam Pdlri,"éekaligus juga

diharapkan khalayak tersebut untuk mengawasi organisasi Polri khususnya.

" Anpkatan Bersenjata, | 7 Juni 1991




- Untuk meningkatkan mutu statistik kriminal yang berasal dari sumber data kepolisian
juga telah diadakan kerja sama antara Kapolri dan Kepala Biro Pusat Statistik. Melalu ketja
. 176

sama ini maka selanjutnya akan dibentuk pula Pusat Informasi Krimina

Keempat, dalam rangka mengubah citra Polri yang selama ini tampak angker dan

. kerasmaka 'péﬁdek_atan kekuasaan yang selama ini berlaku diga_.n_ti. dengan pendekatan kasih = '

séy_ang yang mengesankan perlindungan dan pengayoman. Salah satu bentuknya adalah para
petugas (terutama yang melayani pengaduan masyarakat) diinstruksikan berpakatan preman,
rapih dan berdasi untuk menghilangkan kesan seram.

Kelima, berbagat kebijakan vang telah ditetapkan Kunarto tersebut dibuat dalam
himpunan buku petunjuk yang berupa petunjuk induk, petunjuk pelaksanaan, petunjuk
administrasi, petunjuk teknis, dan petunjuk lapangan, secara fuas kesémuanya berjumlah 22
buku. Kebijakan tersebut dibuat kemudian dibagikan ke Komando Operasi Dasar (KOD) dan
dijadikan sebagai pedoman petugas di bidang operasional untuk kelancaran dan ketertiban
tugas.

Hampir semua produk kebijakan diafas, merupakan gagasan Kunarto sendin. Latar
belakang munculnya gagasan dari Kunarto 1tu adalah keinginan berbuat sesuatu untuk Polri.
Ini merupakan prinsip hidup Kunarto yang selalu dipegang teguh bahwa dimanapun dirinya
berada harus berbuat sesuatu perubahan vang baik.”’ Oleh karenanya pada saat menjabat

sebagat Kapolri, memunculkan gagasan-gagasan yang menurutnya baik untuk Polri

Terbentuknya kebiyjakan yang muncul dari ide Kunarto itu polanya hampir sama yakmi

gagasan diutarakan kepada staf pembantu (asisten) dalam suatu rapat yang dipimpin oleh

4

Kunarto.” Dari beberapa gagasan vyang dikemukakan Kunarto kepada para staf

% Kompas, 7 Agustus 1991,

™ Hasil wawancara dengan nara sumber tanggal 18 Juni 1998,
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Iﬁﬁii;'bam%lﬁ}’ﬂ:_ semuanya menjadi kebijakan Kapolri. Kebijé‘ian»k:bijakah tersbeul misalnya
Tckadku Pcngaﬁdién Terbaik, buku “Polri dalam Angka*’,' Stﬁtistik Kﬁmina} sumber data
' _"ﬁééolisian_ yang __k_.cl_r'_nu_dian_ dipublil;asikan_untul% umuim, Peninjauan ke poires—pélr;:s saiuruh
Indonesxa, pe.x_a_;yus__ﬁ.ﬁén_ him.pun_én_.:j;uk!_a;k_ dz_m jgknis_.Pc::iri, _:da.n'_-:lain-léinnya. Staf .pcﬁ_}ban_tu

. Kapolri berperan membuat pcnjab_é;ran kebijakan yang telah ditetapkan.

IV._T.B, Analisis Kebijakan Kapolri Kunarto

o Alat an#iisa keﬁijakan yang dipergunakan di sini pada dasarnya sama dengan ketika
melakukan analisis terhadap kebijakan Kapolri Awaloedin vyaitu perspektif kebijakan
kriminal; hanya saja yang membedakan adalah obyek atau kebijakan yang dianalisa.

Tiap pemimpin memiliki cara dan gaya sendiri dalam meneﬁtukan kebijakan apa
vang akan dipilihnya dalam rangka membawa organisasi yang dipimpinnya mencapat tujuan
yang hendak dicapai. Mengenai kebijakan apa yang akan dipilih dan bagaimana
menggunakannya, sangat tergantung dari pengetahuan dan pengalaman hidup serta latar
belakang pendidikan serta, yang tak dapat diabaikan, adalah latar belakang budaya yang
bersangkutan.

Sebagaimana telah dikemukakan, TPT muncul dari proses pengamatan dan
pengalaman pribadi Kunarto selama menjadi anggota Polri. TPT sengaja tidak dijabarkan

atau dituliskan dalam bentuk buku karena, menurut Kunarto, bila dibuat secara tertulis

dikhawatirkan nasibnya akan sama dengan kebijakan-kebijakan Kapoln terdahulu yang
hanya menjadi jargon saja. Agar tidak menjadi jargon saja, maka TPT dijadikan tema kega
yakni semacam himbauan atau motto yang setiap saat bisa selalu diucapkan dan didengung-

dgengungkan.
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Bila dilihat dari tujuannya, seperti telah diuraikan terdahulu, adalah baik yakm
hahwa hendaknya kita senantiasa selalu membernkan yang terbaik dalam bekerja. Ditinjau
dan perspektif publik, kebijakan TPT yang proses penyusunannya telah diuraikan seperti di
o ata_s._ -fer_ﬂyam, bukanlah kebijakan kriminal melainkan kebijakan intern organisasi. Bahkan
' diiseibu_t sebag.ai_'-z"kebijakan intern organisasipun ternyata sulit, sebab proses kemunculan
Kebijakan itupun berdasar pengalaman dan pengamatan pribadi yang sangat subyektif
sifatnya. Demikian pula TPT bukanlah kebijakan yang diambil setelah dibahas dan
difomulasikan secara bersama; paling tidak dengan para asisten Kapolri.

Sebagaimana diuraikan dalam hal proses penyusunan suatu kebijakan, secara teoritik
dipersyaratkan dilaluinya tahapan-tahapan tertentu atau paling tidak dibahas ferlebih dahulu
dengan beberapa staf atau asisten untuk menerima masukan atau pemil;iran yang mengkritisi
suatu pendapat. Kebijakan TPT  ditetapkan tanpa melalui tahapan proses pemyusunan
kebijakan karena kebijakan tersebut adalah ide pribadi Kunarto. Dengan kata fain proses
penyusunan kebijakan TPT sangat didominasi oleh kepentingan pribadi Kunarto, kendatipun
dalam kepentingan pribadi itu ada niat luhur untuk berbuat baik.

Bila ditinjau dari unsur adanya dimensi penindakan kejahatan dan penegakan hukum
dalam kebyakan TPT, maka TPT tidak memenuhi dimensi tersebut. Suatu kebijakan
merupakan kebijakan kriminal apabila kebijakan tersebut menyinggung mengenai upaya-

upaya vang berkaitan dengan penindakan kejahatan dan penegakan hukum. Hal yang

rkaitan dengan penindakan kejahatan misalnya mengatur tentang kegiatan dan strategi
untuk mengurangi kejahatan. Sedangkan yang berkaitan dengan penegakan hukum misalnya

kebijakan yang mengﬁtur tidak hanya tentang kegiatan pencegahan terjadinya kejahatan
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akan tetapl juga penmdakan pelaku kejahatan dan memblmbmg_, masvarakat untuk ikut
' menczptakan Lmntlbinas
Namun demlklan dan berbacaa produk kebi_;akan Kunarto sebenamya terdapat pula

I\ebxjakan-kebljakan Iamnya yanv dapat dlkateﬁonkan menganduno dimens1 sepem di atas

L antara lam 22 buah buku mencakup petunjuk mduk petunjuk dasar petunjuk admmstras; BE

petu_n}_uk pelaksanaa_.n, petunjuk_t_ekm_s dan _petu_njuk lapangan. Semua buku petunjuk_ter_sebut
mengé.tur mengenai tindé_kan—ti_ndakan yang harus dilakukan oleh polisi sesuai dengan
fungsi.-kepolisian masing dalam fangka melaksanakan tugas penegakan hukum.

Perihal buku Pembangunan 25 Tahun Polri, yang juga adalah produk kebijakan
Kunarto, merupakan strategi pembangunan 25 tahun Polri jangka panjang tahap Il tahun
1994-2018. Buku tersebut sebenarnya merupakan strategi pembangun@ Polr yang sebagian
diantaranya dapat dikategorikan sebagai kebijakan kriminal. Buku ini berisi tentang sasaran
pembangunan 25 tahun Polri tahun 1994-2018, kecenderungan lingkungan strategik,
hakekat ancaman dan strategi penanggulangannya, kondisi awal, postur dan pembangunan
25 tahun Polri tahun 1994-2018. Bila melihat isi buku ini pada dasamya merupakan
kebijakan kriminal pula karena memuat rencana kegiatan penanggulangan ancaman
kejahatan yang berkembang dalam jangka panjang yang harus dilakukan oleh Polri.

Kebijakan mengadakan kerja sama antara Polri dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk

meningkatkan kualitas penyusunan statistik kriminal sumber data kepolisian dan

pemoentukan Pusat Intormasi Kriminal juga dapat dipandang sebagai upaya pihak Polni
untuk membuka diri dan membuka peluang terhadap akses publik. Penerbitan statistik
kriminal yang baik dan periodik memungkinkan publik melakukan kontrol terhadap cara

kerja dan kinerja kepolisian.
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Melalui statisttk kriminal akan dapat diketahui banyak hal berkaitan dengan cara
kerja dan kinerja kepolisian. Misalnya, akan dapat dilihat pengaruh kebijakan tertentu (dari
pimpinan Polri) terhadap peristiwa kejahatan yang terjadi. Dapat pula diketahui pengaruh
.:'kcr.u.“iisi sosial . politik dan ekonomi terhadap perkembangan kriminalitas. Dengan statistik
_ knmmai juga j.d.a..;.)a.t diketahui kondisi keamanan suatu wilayah tertentu dalém }c.url.m waktu
tertentu dan lain-lain. Dapat diperkirakan Kapolri Kunarto dalam hal ini sebenarnya
mengajak publik untuk ikut serta mengawasi polisinya. Setidak-tidaknya pada masa Kunarto
sudah mulai ditumbuhkan kesadaran bahwa publik sangat berhak untuk mengawasi sepak
terjang institusi publik seperti Poln.

Kebtjakan pimpinan Polrt menerbitkan buku Polri dalam Angka secara periodik (per
tahun) menambah lengkap akses kontrol publik terhadap kepolisian. -Apabila dan statistik
kriminal hanya dapat dilihat kinerja salah satu bagian darn fungsi kepolisian yakni reserse,
maka dari buku “Polri dalam Angka” dapat tergambar dengan jelas apa saja vang ada dalam
organisasi Polri. Sebagai contoh, jumlah personil, fungsi-fungsi kepolisian yang ada, jumlah
polda, polwil, polres dan polsck, lembaga pendidikan, sarana dan prasarana pendukung
(kendaraan bermotor, alat komunikasi, satwa anjing dan kuda dan perlengkapan lain seperti
senjata api, borgol,. pentungan dan lain-lain). Dengan data yang lengkap ini publik dapat
melakukan kontrol dengan akurat. Misalnya di suatu wilayah tertenty, ada Polres atau Polsek

dengan jumlah personil dan perlengkapan memadai, tapi mengapa angka kejahatannya dalam

statistik kriminal masih tinggi?
Kebijakan-kebijakan lain yang ditempuh Kunarto lebth menggambarkan kebijakan
internal organisasi ketimbang kebijakan yang secara langsung mengantisipasi perkembangan

kriminalitas. Misalnya kebijakan menerapkan pendekatan kasih sayang dalam melayani
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_ publl.ill_{. adalab strategi untuk lebih mendekatkan .d_jri kepada publik schingga tugas polisi
- sebagal éelindung pengayvom dan pemimb;ng masy_arakat agar terasa lebih menonjol.
B Tu;uannya adalah menarik simﬁa_ﬁ pu_b_.li_k agar da;.)_at.d_iajak ikut serta membantu polisi
) : menjaga kémtibzﬁ_a_s. Tu_}uan fersebut tldak akar.xi dapéi ;i_ic_gpai .apab.iia pendekatan kekuasaan
_: yangd]terap}\andalam mélaﬁni mé'sya'm_k.a.t_:_._:-;,: | B § L TR
o "I{.ebij'.o',kan _m.e.ngadakan lomba antar polres seluruh Indonesia adalah upaya pimpinan
Polri untuk mengetahui sampai di mana sebenarnya kebijakan pimpinan dipahami dan
diiak_sanakan oleh jajaran kepolisian di bawah. Kebijakan ini lebith merupakan langkah
semacam konsolidasi dalam rangka mempersiapkan din untuk senantiasa siap melayani
masyarakat. Namun kegiatan yang mestinya diadakan tiap tahun ini, tidak berlangsung lama
setelah kepemimpinan Kunarto usai. |
Kebijakan Kapolri mentnjaun langsung ke seluruh polres yang ada di Indonesia adalah
dalam rangka mencari data awal sebagal bahan untuk menentukan kebijakan yang akan
diambil dalam rangka pembangunan 25 tahun Polri. Di satu sist kebijakan peninjavan secara
langsung ke polres-polres oleh Kapolri int mengesankan adanya perhatian pimpinan tertinggi
Polri terhadap keadaan bawahannya. Di stst yang lain secara organisatoris kebijakan Kapolri
yang memotong jalur-jalur organisasi ni, menyiratkan beberapa hal, pertama adanya
ketidakpercayaan Kapolni terhadap sistem pelapoman berjenjang yang selama ini berlaku

yakni Mabes Polri sebagai kesatuan tertinggi tempat Kapolri berada pasti telah menerima

taporan dan kesatuan-kesatuan kewilayahan seperti polda, polwil, polres dan polsek. Kedua,
adanya ketidakefektifan dalam bekenja bahkan cenderung menghabiskan tenaga dan biaya
mengingat sebagal pimpinan tertinggi Polri bisa menugaskan staf pembantu untuk

melakukan hal yang sama. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan Kapolr dalam hal
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_-penentuan kebijakan Polr. Ketiga, adanya perilaku vang memposisikan diri sebagai bapak
- yang akan menengok anak-anaknya.

. Sisi yang menarik dari kepemimpinan Kunarto adalah sikap kesederhanaan, tidak

L l\aku da}zﬁﬁ_hal protokoler, kete_l_adanan dan apa adanya. Banyak pihak yang menyatakan

dem;kmntemtmnadan ‘kalangan warféwan yahg 'sering_meliput_ kegiatan Kapolri. Bahkan <
_p;ﬁé pémﬁantu terdekatnyapun membenarkan hal jtu. Sikap lain yang patut diteladani dari
'seo_r_z_mg pimpinan yang memiliki kekuasaan adalah kejujuran dan bersih dalam hal yang
meny.a.ng.kut keuangan.”" Namun demikian karena sikapnya vang teguh tersebut ada
beberapa pihak (di lingkungan pembantu terdekatnya) yang merasa tidak suka, sehingga
sering tampak, Kunarto dalam menjalankan kepemimpinan berjalan sendiri (one man show).
™ Dalam suatu kesempatan wawancara, Kunarto mengemukakan képada penulis bahwa
sebetulnya banyak gagasan-gagasan dan keinginan dirinya untuk melakukan sesuatu yang
berarti bagi kemajuan Polri namun kurang mendapat dukungan para staf pembantunya.
Sebagai orang yang mempunyai latar belakang budaya Jawa nampaknya Kunarto
sangat paham dan menerapkan nilai-nilai budaya Jawa dalam kepemimpinan meskipun dia
adalah seorang Jenderal Polisi. Hal ini nampak ketika Kunarto merasa ragu-ragu pada saat
ditunjuk menjadi Kapolri. Namun setelah mendengar nasehat dari presiden Soeharto bahwa
“sebagai pimpinan asal kamu baik semua akan baik”, Kunarto seakan ditantang untuk

membuktikan mampu atau tidak menjadi Kapolri.

Bila dicermati nasehat tersebut mengandung niai-nilai paternalistik yang masih

hidup dan diakui dalam masyarakat kita teruitama budaya Jawa, bahwa pemimpin adalah

* Hasil wawancara dengan Kol. Pol Drs. Paulus Purwoko tanggal 15 Juni 1999, Yang bersangkutan adatah
mantan perwira penghubung dan protokol Kapolsi Jend Pol (Pur) Drs. Kunario dan saat ini menjabat sebagai
Kepala Departemen Interpol di Set NCB Mabes Polri,

7 Ibid,,
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-.s'eofahg' ba_ipak_ atau .:raja'yan_g hafus memberi teladan yang baik pada _.rakyf;i_ﬁaya._. Ternyata .

' na:_'sf_:hat"di_ atas me:jﬁé_rig' dipegang '_ﬁeggh_eieh Kunarto saat menjadi Kapolri. Sa_la_h satu alasan

-_zncnvéfja Kunarto sei'inc menun'ukkan sikap-sikap memberi contoh.dan sering kali Iebih _

" :dulu mencambli 1n131at1f untuk bertmd.—,.k Meuurut Kunarto hal ini d;karenakan adanya_

o 5:.::'_sebaglan staf pembantunya }ang ie‘mh banyak bertmdak pasaf Kunarto mengumpamakan i

mereka seputl gong gamcizm yang tidak akan berbunyi kalau txdak ‘dipukul terlebih
'dahulu Permnpamaan ini menggambari\an suatu kondist beberapa “bawahannya vang
.ccnd_emng pa_sxf, bahwa bila tidak ada gagasan-gagasan baru yang dliontarkan oleh Kapoln
untuk. kemaj uan Poln, selamanya tidak akan ada kebijakan baru.

Bila dikaitkan dengan tipologi gaya kepemimpinan sebagaimana telah diuraikan pada
bagian terdahulu maka Kunarto lebih cenderung menerapkan nilai-niiaé kepemimpinan yang
paternalistil.

Sebagaimana diketahui Kunarto akhirnya menjabat sebagai Kapoln 2 tahun 2 bulan (
Pebruari 1991 sampai dengan April 1993). Masa jabatan Kunarto relatif sangat singkat
dibandingkan dengan para Kapolni pendahulunya yang masa jabatan rata-ratanya 4 tahun.
Barangkali ini ada kaitannya dengan gaya kepemimpinan dan kepribadian Kapoln Kunarto.
Dengan gaya kepemimpinan personal dan paternal seperti telah diuraikan di atas, tidak
tertutup kemungkinan bahwa Kunarto pada akhimya merasa tidak bisa bekena secara

optimal di lingkungan Polrl mengingat lingkungan kerja yang tidak kondusif. Menurutnya,

bekerja dengan Tekadku Pengabdian Terbaik berarti bahwa dalam bekenja harus dilandas
dengan semangat dan tekad pengabdian yang tulus untuk memberikan yang terbaik, Karena
mungkin merasa tidak bisa memahami dan bekerja dengan baik bersama lingkungan yang

ada di sekitarnya, dengan besar hati Kunarto mundur dari jabatannya sebagai Kapolri.

* Hasil wawancara dengan Kunarto pada tanggal 18 Juni 1998.




BAB V

PENUTUP.

VA KESIMPULAN

| | Tesis ini mengambil dua kasus kepemimpinan dalam Polri uang mengangkat masalah
. penerapan kebijakan dan kepemimpinan masing-masing Kapolri yang ditinjau dari perspektif
kebijakan'kriminal. Hasil penelittannya adalah sebagai berikut:

Kasus pertama, Awaloedin Djamin ditunjuk menjadi Kapolri pada saat Polri tengzh
menghadapt masalah ¢itra dan wibawa yang menurun di mata masyarakat. Setelah diadakan
penelitian, penyebabnya antara lain kemampuan teknis profesional yang menurun dan sikap
kurang peka dan tanggap anggota polisi dalam melayani masyarakat.

Setelah mempelajan permasalahan yang ada dengan seksama Awaloedin mengadakan
pembenahan secara menyeluruh yang meliputi semua bidang dalam organisasi Polri.
Kebijakan tersebut dikenal dengan Pela Dasar Pembenahan Polri. Kebijakan lain yang
ditempuh antara lain adalah menyusun buku Pela Penanggulangan Kriminalitas, membuat
buku pedoman untuk para Kapolsek dan buku saku untuk para prajurit Polri.

Dari sudut pandang perspektif kebijakan kriminal ditemukan bahwa kebijakan Pola

Dasar Pembenahan Polri yang dibuat dalam masa kepemimpinan Awaloedin lebih

merupakan kebijakan vang mengatur masalah pembenahan intern organisasi, bukan
kebijakan kriminal. Hal ini mengingat Pola Dasar Pembenahan Polri tidak mengandung
unsur dimensi penindakan kejahatan dan penegakan hukum. Sebagaimana telah diuraikan

‘sebelumnya bahwa kriteria kebijakan kriminal tidak hanya menempatkan kepentingan
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k ...pi;lbﬁk sebagal parameter utama tapi juga adanya unsur dimensi penindakan kejahatan dan

penégakan hukum.
Namun dem;ktan ada beberapa keszakan Awaioedm yansz merupakan kebi]akan

| : krnnmal sepu‘tz Poia Penanﬁguianoan Knmmahtas dan Buku Hunpunan 1uldai\ dan }ukms

: Proses Peny;dlkan deak Pldana dan Iam—iam Kedua kebljal\an tersebut dlkategorikan

. -s_ebagaf_ kebijakan kriminal karena memenuhi kriteria teknis pembuatan kebijakan kriminal
antara lain kebijakan tersebut dibuat atas dasar kebutuhan mendesak yakni adanya
kepéﬁtingan publik dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
dalam kebijakan tersebut telah diatur mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
rangka pencegahan dan penindakan kejahatan.

Pemilihan suatu kebijakan atau preferensi kebijakan oleﬁ seorang pemimpin
nampaknya memang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain latar belakang pendidikan,
budaya dan pengalaman dinasnya. Khususnya Awaloedin maka latar belakang pendidikan
administrasi publik yang diperolehnya selama di Amerika Serikat, misalnya, sangat
mewarnai perilaku dan sikapnya. Perilaku dan sikap ini tampak berpengaruh pada gaya
kepemimpinan yang lebih cenderung kepada nilai-nilai demokrat. Pengejawantahan ini
terlthat misalnya, Awaloedin selalu meminta pendapat para asistennya dalam suatu rapat
dalam rangka menetapkan svatu kebijakan dan lain-lain.

Kasus kedua, Kunarto dilantik menjadi Kapolri dalam era dimana kemajuan ilmu

pengetanuan dan exnolegt yang mendukung kKehidupan manusia demikian pesat. Pada saat

tersebut pula kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada kejahatan yang.

memanfaatkan peralatan canggih dalam modus operandinya, sehingga kejahatan nampak
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memiliki wajah baru. Dinamika kejahatan tersebut mempersulit polisi dalam mengungkap
kejahatan.

 Masalah lain yang dihadapi Polri adalah masih rendahnya mutu pelayanan Polri.
. 'P__adahal, berbeda dengan masa Awaloedin tuntutan .masyar_akat pada masa _Kﬁnarto telah |
semakm jauh ‘meningkat. - - | | - o

| Langkah yang ditempuh Kunarto sebagai Kapolr dalam menghadapi permasalahan
yang ada adalah dengan menetapkan tema-tema kerja secara periodik selama masa
jabatannya. Tema-tema tersebut pada tahun pertama adalah Tekadku Pengabdian Terbaik,
kedua Sukses Melalui Kebersamaan dan Ketiga Senyummu adalah Suksesku.

Kunarto menerapkan tema-tema kerja Tekadku Pengabdian Terbaik, pada tahun
pertama, Sukses Melalui Kebersamaan pada tahun kedua dan terakhfr Senyummu adalah
Suksesku dalam pembangunan Polri. Kebijakan tersebut sengaja tidak dibuat tertulis karena
khawatir hanya menjadi jargon saja seperti kebijakan-kebijakan Kapolri sebelumnya.

Melihat proses munculnya TPT dan tema-tema lainnya TPT bukan kebijakan
kriminal melainkan Kebijakan intern organisasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
bahwa dalam perspektif kebijakan kriminal proses pembuatan kebijakan haruslah
mengandung esensi pencegahan kejahatan dan penegakan hukum selain juga mengandung
esensi kebijakan publik Suatu kebijakan vang dibuat Kunarto untuk menmbuka akses publik

guna melakukan kontrol terhadap Poln selaku institusi publik bisa secara lain dapat dilihat

misainya pembuatan buku “Polri dalam Angka” dan Statistitk Kriminal sumber data
Kepolisian. Selain itu ada buku Pembangunan 25 Tahun Polri dan buku himpunan juklak dan

juknis pelaksanaan tugas Polrt yang dapat dikategorikan kebijakan kriminal.




g 'K'un'afto 11jeékijﬁun teiah menjadi seorang Jenderal Polisi namﬂn‘-nzinipak masih kuat

- -'.memegang n11a1~n1131 budaya Jawa Perllaku kesederhanaan dan keteladanan yang

e :'dxtampzlkan dalam memimpm i\arena sadar bahwa sebagm pemlmpm harus memben contoh
.-'-:._..:yano baii\ kepada yanﬂ dip:mp;nnya Plllhdn cara dan prcferens; Lebgakan—kebl_]akan yang -
o ;_'Idlambﬂ Kunarto mencermmkan latar belakang budaya pengetahuan dan penggaia,man pnbadl. L

o serta pandangan }ndup yang chyaklm Sepem halnya Tekadku Pengabdlan Terbalk yang

selalu menjach pedoman Ixunarto dalam bekega merupakan salah satu contoh teladan yang

L ;_ngm_. di_tamp_ilkan -dcngan harapan agar dapat dukuti oleh a.r_lggot_a_poi:sx lain yang

dfpimpinnya. Int adalah nilai-nilai gaya kepemimpinan yang Paternalistik.
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VB DISKUSI

Hasil-hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam kesimpulan di atas akan berdampak
be_rmécam—macam biia dikaitkan denuan berbagai pemikiran sebagai berikut'

Peﬁama 1mphkasx teoritis terhadap Lebi_}akan pubh%\ I\hususnya dalam hal proses

_pa,mbuatan Lebxjakan Nampaknya untuk selanjutnya perlu dipahami atau diperlakukan

sega_ra khusus bahwa untuk jenjang lembaga teknis seperti Polri, proses yang terjadi tidak
p.ersié sama dengan tahapan (ada yang mengatakan tiga tahap, ada pula yang berpendapat
enam tahap sebagaimana telah discbut dalam bagian terdahulu) yang terjadi pada lembaga
publik seperti DPR. Pada jenjang lembaga teknis, presentasi dari esensi kebijakan publik
dapat disebutkan, antara lain, diawali dengan adanya desakan dari publik yang
direpresentasikan oleh pertimbangan dari atasan. Tahapan-tahapan daiém proses pembuatan
kebijakan bisa sekaligus dilakukan, misalnya tahap perumusan masalah sampai dengan
penerapan kebijakan, oleh Polri sendiri. Sebagai produk suatu lembaga teknis pula maka
- dalam kebijakan Kapolri akan selalu mencantumkan produk kebijakan dari lembaga yang
lebih tinggi sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Kedua, secara teontis, penampilan dan kinerja terhadap kebijakan kriminal
sebagaimana yang telah dibuat dalam kepemimpinan Awaloedin Djamin ataupun Kunarto
pada pelayanan masyarakat, terlihat tidak akan optimal. Hal ini dikarenakan kebijakan

kriminal yang diterapkan bersifat parsial, tidak menyeluruh, hanya menyangkut bidang

tertentur Kebijakan kriminal yang kompreRensit dart segi isi justri belum dan tidak dyadikan
landasan kerja dalam pembangunan Polri, dalam hal ini kebijakan Pola Penanggulangan

Kriminalitas pada masa Awaloedin dan Pembangunan 25 Tahun Polri pada masa Kunarto.
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- Penelitian ini juga melihat pada implikasi praktis-strategis berkaitan dengan aspek
'-pengegahan kejahatan dan penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa
| _kfebija}(an .kr_iminai yang difcerapkan bersifat pa_rsial, maka.apabiia diliha_t sist hasil yang akan
- éicapﬁi dalam .rangka pencegéhan kejahatan dan penegakan hukum tidak akan -mencapgi
mgdingen '
o 'felaah kebijakan Kapolri yang dikaitkan dengan aspek kepemimpinan seperti
dilakukan oleh tesis ini akan dapat memberikan gambaran dan pelajaran, mengenai adanya
ketidaktepatan dalam hal penerapan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan Kapolri dan
adanya ketidaktepatan dalam kepemimpinan Polri itu sendin dikaitkan dengan kondisi
organisasi Polr. Bila diposistkan dalam suatu grafik garis yang naik dan turun, maka
kedudukan Polri pernah dalam posisi paling bawah. Polr dalarﬁ posisi sepertt itu,
sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, menunjuk pada kondisi Polri yang berada
dalam kedudukan paling bawah dimana Polri yang seharusnya adalah lembaga yang
melayani publik justru merugikan dan bahkan tidak memiliki wibawa dan citra yang baik di
mata masyarakat yang ﬁams dilayamnya .
Dalam kondisi turun, penunjukan seorang Awalaoedin scbagai orang vyang
berkemampuan dalam bidang administrasi publik sebagai Kapolrn, cukup tepat untuk
mengangkat posisi Polrl yang terpuruk. Begitu juga dengan pengalaman kedinasan

Awaloedin di luar Polri selama beberapa tahun, antara lain pernah menjadi pejabat di luar

Polri jugs iembawa keuntungan. Keuntungan eriebut misalnya Karéna Awaloedin relafif
tidak turut terlibat dalam proses yang mengakibatkan citra Polri terpuruk. Sehingga, untuk

mengadakan pembenahan dalam organisasi misalnya, ia tidak perlu merasa rikuh dengan
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_:seja\.x_»_'atnya vang tcriibat. Gaya kepemimpinan yang cenderung demokrat juga mendukung
‘kebijakannya, dalam hal siapa saja yang dipilih sebagai staf pembantu Kapolri,

o Begitu pula ketika Polri berada da!am. .g.raﬁk_g?.ris. yang nak dal_i_ t_uru_n__pada dekade_

'-_téhun_?()-an. Kepc.m.i'mpinan Kunarto yang terkesan biasa-.biasa Saja tidak ada “gebrakan”

i ___-dajam Lebuakan dan bahkan dalam gava kepem;mpman cenderung patemahstlk blsa

.dlkatakat.i cukup mengantarkan Poln dalam mencapai tujuannya. Terdapat sebutan khusus
‘bahwa selama Polri dibawah pimpinan Kunarto terdapat suasana yang sejuk, adem dan
setemsnya.

Keempat, dikaitkan dengan kegunaan penelitian tesis ini dalam disiplin Kriminologi,
menurut penults ada manfaat yang bisa memperkaya khazanah perspektif dalam Kriminologi
yakni perspektif kebijakan kriminal. Sebagaimana diketahui dalam ﬁembahasan masalah,
penulis memakal perspektif kebijakan kriminal dalam membahas kebijakan Kapolri.
Sepengetahuan penulis penggunaan perspektif kebijakan seperti dilakukan oleh tesis ini
adalah suatu hal yang relatif baru dalam disiplin kriminologi, vang biasanya lazim digunakan
adalah dalam disiplin ilmu lain seperti administrasi, ekonomi dan politik.

Penggunaan perspektif kebijakan ini seolah-olah membuka bidang yang sebelumnya
mungkin terlewatkan untuk diamati yakni pencegahan dan penindakan kejahatan dalam taraf
konsepsi kebijakan. Bidang ini sangat penting mengingat dari sinilah sebenarnya

keberhastlan atau kegagalan dalam upaya penanggulangan kejahatan ditentukan.

Sctanjutiya-sebagatmana tetah ditakukanolei pentlis; mielaltl perspektit Kebijakan
dapat dirasakan pula bahwa perspektif ini sangat relevan ketika kita akan mengkaji suatu
kebijakan yang berkaitan dengan masalah kejahatan khususnya kebijakan Kapolri. Dengan

perspektif kebtjakan dapat dilakukan suatu penilaian terhadap produk kebijakan dari suatu
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lembaga publik apakah kebijakan tersebut merepresentasikan kepentingan publik, individu
pé_mimp_in atau golongan tertentu. Penilaian tersebut dapat dilakukan pada tiap-tiap tahap
proses pembuatan kebijakan yakni tahap formulasi, implementasi dan evaluasi.

3Pada_akhimya; perfu pula disebutkan bahwa meskipun hasil _pehelitian i telah
o f__l:_ﬁg_i{gizm_al_ diupayakan, namun begitu di sana sini juga disadari bahwa ada beberapa hal yang
pérlﬁ_dilakukan secara lebih baik bila suatu saat akan dilakukan penelitian yang lebih
mendalam.

Secara posisi penelitian, penulis melakukan penelitian mengenai - kebijakan yang
diterapkan dan kepemimpinan dua mantan Kapolri vang tidak berurutan (Awaloedin dan
Kunarto) menurut perspektif kebijakan kriminal. Kemungkinan hasil penelitian akan lebih
lengkap dan terlihat dengan jelas apabila dilakukan suatu penelitian rc;ﬁiika oleh peneliti lain
terhadap kepemimpinan Kapolri secara berurutan. Sehingga dengan demikian akan nampak
misalnya apakah ada segi kontinyuitas dan konsistensi kebijakan antara Kapolri lama dan

Kapolri baru yang menggantikannya.
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- PEDOMAN WAWANCARA:
1 .Bagalmana pendapat bapak mengenai kondisi Poln sebelum Pak Avs, aioedm diangkat
o _-men]ach I\apoiri‘? henap‘ﬂ :

o 2 o Apakah c;tra dan wxbawa Poirl Poln saat 1tu turun d1 mata masyara{\at sepem
i dikalai\an Menhankam waktu m.‘? R R

::ﬁ"Setcla_h di_angkat_:menjadz Kapoln kebijakan' apa yang diambil oleh Kapolri baru?

=
o ".Pada masa noment oprame apa saja yang dilakukan Kapolrn ?

4. Menurut hapak mengapa kebijakan tersebut yang diambil ? Sudah tepatkah? Kenapa
. bukan kebijakan yang lain?

5. Bagaiinana pendapat Bapak mengenai Pola Dasar Pembenahan Polri?
6. ‘Sepengetahuan bapak bagaimanakah proses penyusunan kebijakan tersebut? Siapa
' saja yang dilibatkan? Apakah bapak juga terlibat?
Kapankah penyusunan manual fungsi-fungsi dalam Pelri disusun? Oleh siapa?

7. Apakah kebijakan tersebut murni dad ide atau gagasan Pak Awal?

8. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan bagaimanakah pelaksanaannya? Apakah juga
dibuat kebyakan-kebijakan yang lebih operasional lainnya? Contohnya?




' © PEDOMAN WAWANCARA;

b Bagaimana pendapat bapak kondisi Polri sebelum Pak Kunarto diangkat menjadi
. '_'__'_hapolrz’ henapa?

2 _Bagalmana peiayanan Polri kepada masyarakat dan penilaian masyarakat hepad'\
-Polrx sehefum pak Kunarto dilantik menjadi Kapoin" :

- 3 -'-Seteiah dxanoi\at menjadz Kapolri kebtjakan apa yano diambil oieh pak Kunarto

e 'sebagal Lapoiri baru?

4 : 'Menurut bapak mengapa kebijakan tersebut yang diambil ? Sudah tepatkah? Kenapa
- '.bukan kebijakan yang lam?

' 5 'Bagmmana proses munculnya Tekadku Pengabdian Terbaik?

6. Apakah kebijakan tersebut murni dan ide atau gagasan Pak Kunarto?

- 7. Sepengetahuan bapak bagaimanakah proses penyusunan kebijakan tersebut? Siapa
" saja yang dilibatkan? Apakah bapak juga terlibat?

‘Kapankah penyusunan manual fungsi-fungsi dalam Polr disusun? Oleh siapa?

8. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan bagalmanakah pelaksanaannya? Apakah juga
' dibuat kebijakan-kebijakan vang lebih operasional latnnya? Contohnya?

9. Mengapa masa jabatan pak Kunarto singkat sekali?

10. Bagaimana kesan bapak terhadap kepemimpinan Pak Kunarto?
Otoriter, Organisator, Paternalistik atau dll.
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